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ABSTRAK 
 

Ratu Arum S. 6661111375. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 
Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa. 
 
 
Perkembangan pasar modern yang begitu pesat terutama di Kota Tangerang 
dikhawatirkan dapat mempengaruhi eksistensi pasar tradisional. Adanya 
revitalisasi pasar tradisional, agar pasar tradisional menjadi rapih, bersih dan 
menguntungkan. Melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang pemerintah 
Kota Tangerang melakukan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bandeng, yang 
menjadi locus dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana revitalisasi pasar di Pasar Bandeng. Peneliti menggunakan 
metode kualitatif. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Metern 
dan Van Horn terdiri dari 6 aspek, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan 
kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi kegiatan-
kegiatan pelaksana, karaktersitik badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, 
sosial dan politik, kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
revitalisasi di Pasar Bandeng masih belum optimal. Karena Pasar Bandeng terlihat 
sepi setelah di revitalisasi, pendapatan pedagang berkurang, kontribusi terhadap 
Perusahaan Daerah Pasar menurun, banyak kios hanya dijadikan tempat investasi. 
Untuk itu peneliti memberikan saran yaitu, perlunya sikap tegas pihak pengelola 
dalam menangani investor yang tidak membuka kios, dibentuknya 
paguyuban/koperasi pedagang, diadakan bazar untuk menarik minat masyarakat, 
dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi untuk 
pemberdayaan pedagang serta segera dilakukannya pemanfaatan lantai 1 sebagai 
pusat jajanan atau foodcourt. 

 
Kata kunci : implementasi, pasar tradisional, revitalisasi 
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ABSTRACT 

 
Ratu Arum S. 6661111375. The Implementation of Traditional Market 

Revitalization Policy in Bandeng Market, Tangerang city. School of Public 

Administration. The Faculty of Social Science and Political Science. Sultan 

Ageng Tirtayasa University.  
 
The development of modern market so rapidly, especially in the city of Tangerang 
feared could affect the existence of traditional markets. Revitalizing their 
traditional markets, so that the traditional markets into a neat, clean and 
profitable. Through Market Regional Company Tangerang City. the government 
of Tangerang city revitalizing traditional market in bandeng market, which 
became the locus of this research. The purpose of this research was to determine 
how the revitalization of the market in the bandeng market. This research used 
qualitative methods. Election research informants used purposive sampling 
technique. This research used the theory put forward by Van Metern and Van 
Horn consists of six aspects, the basic measure and policy objectives, policy 
resources, communication between activities of executors, characteristic of 
executing agencies, the condition of economic, social and politics, the tendency of 
executor. The results showed that revitalization in Bandeng market is still not 
optimal. Because Bandeng markets were deserted after the revitalization, the 
income of vendors reduced, the contribution to the market Regional Company was 
decreased, many stalls only used as a place for investment. the suggestions to this 
research are the need for a firm attitude the manager in dealing with investors 
who are not opening a stall, the establishment of community / cooperative trade, 
held a bazaar for the public interest, carried out in cooperation with the 
Department of Industry, trade and cooperatives to empower vendor as well as the 
immediate enforcement of the use of 1st floor as a hawker center or food court. 

Keywords: Implementation, Traditional Market, The Revitalization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini mulai terjadi pembangunan pasar modern terutama di 

daerah perkotaan. Keberadaan pasar modern dapat dijadikan alternatif bagi 

masyarakat untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

kebutuhan akan pangan ataupun kebutuhan sandang. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar modern adalah tempat 

berjualan umum yang penggunaannya sebagai shopping center, supermarket, 

pasar swalayan, toko serba ada, pusat jajan serba ada, yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan barang dan/jasa. Pasar tradisional 

adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 

usaha berupa toko, kios, loss dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 

kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 

Kondisi pasar modern yang berbanding terbalik dengan pasar tradisional 

yang ada saat ini, kondisi pasar modern yang bersih, tertata rapih, nyaman 

menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih berbelanja ke pasar modern. 

Sedangkan kondisi pasar tradisional yang kumuh, sampah berserakan dimana-

mana terkadang ada air menggenang dijalan, pedagang yang tidak 
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beraturan,membuat masyarakat merasa kurang nyaman ketika berbelanja di pasar 

tradisional. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pasar 

tradisional merupakan salah satu sumber penyumbang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) bagi suatu daerah. 

 

 
Pasar Modern Pasar Tradisional di  Kota Tangerang 

Gambar 1.1 

Pasar Modern dan Pasar Tradisional 

Melihat kondisi pasar tradisional di Kota Tangerang yang kumuh, 

pemerintah Kota Tangerang merasa bahwa perlunya ada perbaikan dan perubahan 

yang dilakukan di setiap masing-masing pasar tradisional. Sehingga perlu adanya 

pembenahan-pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menata pasar 

tradisional di Kota Tangerang. Pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Tangerang melakukan revitalisasi pasar tradisional bekerjasama 

dengan pihak swasta yaitu PT. Bangunbina Persada yang bertujuan untuk 

peningkatan efisiensi dan produktifitas Perusahaan Daerah dan peningkataan 
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pelayanan kepada masyarakat, yang menjadikan pasar menjadi bersih, rapih dan 

menguntungkan. 

Penataan Pasar Tradisional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu sebagai berikut : 

(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, 
termasuk Peraturan Zonasinya. 

(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, 
termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) 
buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) 
luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan 

c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat 
(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan 
pihak lain. 
 

Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Tradisioan juga tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 15 Ayat (2) yaitu 

sebagai berikut : 

Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah: 
a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan 

Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; 
c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar 

Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar 
Tradisional; 

d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. 
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Perencanaan pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Menteri dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional, yaitu : 

Pasal 5  
(1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar 

tradisional. 
(2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.  
 
Pasal 6  
(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:  

a. penentuan lokasi; 
b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan  
c. sarana pendukung.  

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
pembangunan pasar baru. 

(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c 
berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.  

 

Selanjutnya pelaksanaan perencanaan fisik dan non fisik pasar tradisional 

tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pada Pasal 

16, yaitu : 

(1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk 
pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar 
tradisional.  

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan 
Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.  

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

 

Berdasarkan Keputusan Mentri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 

2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 

3 yang berbunyi Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efisiensi, 
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produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta 

mengembangkan usaha. Maka pemerintah daerah Kota Tangerang melalui 

Perusahaan Daerah Kota Tangerang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga 

untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang. 

Melalui Surat Persetujuan Walikota No. 644/1290.A-Hukum/2011 

kerjasama revitalisasi Pasar Bandeng dengan pihak ketiga dapat dilakukan. 

Selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian 

kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dengan PT. 

Bangunbina Persada. 

Adapun perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama 

antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (sebagai pihak ke-1) Nomor : 

359.2/359-PD.PSR/2011 dengan PT. Bangunbina Persada (sebagai pihak ke-2) 

Nomor : 25/BBP/XII/2011. Dalam perjanjian tersebut tertuang bahwa kerjasama 

dilakukan selama 5 tahun terhitung dari tahun 2013 sampai 2018. Selama kurun 

waktu tersebut PT. Bangunbina persada sebagai pengelola Pasar Bandeng, adapun 

yang dikelola oleh PT. Bangunbina persada yaitu; retribusi, parkir, toilet, 

penempatan pedagang, dan fasilitas diPasar Bandeng. 

Pasar tradisional yang berada di Kota Tangerang berada dibawah naungan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang yaitu Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Tangerang. Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dibentuk pada 

tahun 2003. Tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 
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yaitu Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok mengupayakan peningkatan 

mutu pelayanan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di bidang 

perpasaran melalui kegiatan-kegiatan sertausaha-usaha perencanaan, 

pengembangan, pembangunan danpemanfaatan nilai sosial – ekonomi pasar. 

Pada Peraturan Daerah Kota Tangerang No 5 Tahun 2005 Pasal 6 tugas 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yaitu untuk menyelenggarakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan 

Daerah Pasar memilikifungsi : 

a. Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah; 
b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan ataupembangunan pasar; 
c. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar; 
d. Pengelolaan terhadap retribusi yang berkenaan denganpasar; 
e. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelakuusaha dan masyarakat 

pengguna pasar; 
f. Pemberian fasilitas dalam rangka penciptaan stabilitas hargadan kelancaran 

arus distribusi barang di pasar. 
 

Kota Tangerang sendiri memiliki 7 pasar tradisional yang dikelola oleh 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dari 33 pasar yang ada di Kota 

Tangerang. Delapan pasar tersebut tersebar di berbagai kecamatan. Tujuh pasar 

tradisional tersebut antara lain adalah Pasar Anyar, Pasar Malabar, Pasar 

Ramadhani, Pasar Jatiuwung, Pasar Gerendeg, Pasar Bandeng dan Pasar Poris. 

Kondisi pasar-pasar tradisional tersebut memang tidak jauh dari kesan kumuh, 

kotor, adanya genangan air di jalan dan tidak tertata dengan rapih.  

 

 

 



7 
 

 
 

Tabel 1.1 

Kondisi Pasar di Kota Tangerang 

No. Nama Pasar Luas Lahan Kondisi 
1. Pasar Anyar 24.680 m2 Kumuh 
2. Pasar Bandeng 4.550 m2 Rusak Berat 
3. Pasar Grendeng 1.886 m2 Kumuh 
4. Pasar Jatiuwung 2.500 m2 Cukup Baik 
5. Pasar Malabar 12.120 m2 Rusak 
6. Pasar Poris 2.000 m2 Kumuh 
7. Pasar Ramadhani 3.500 m2 Kumuh 

Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, 2011 

Dari ke-7 pasar tersebut pada tahun 2012 Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang merevitalisasi pasar tradisional yaitu Pasar Bandeng. Pasar Bandeng 

berdiri sejak Tahun 1982 dibawah naungan Dinas Pasar Kota Tangerang 

selanjutnya pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang berada di bawah 

naungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang sejak  Tahun 2003 hingga 

sekarang. Lokasi Pasar Bandeng terletak di Jl. Beringin Raya, Kelurahan 

Karawaci Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. 

Letak Pasar Bandeng yang cukup strategis karena berada di dekat 

pemukiman warga Perum 1, Kantor Kelurahan Karawaci, Puskesmas Karawaci, 

Gor Bandeng, Rumah Sakit Bersalin Assyifa dan terletak di pinggir jalan raya. 

Sehingga memudahkan masyarakat untuk berbelanja di Pasar Bandeng. Namun 

dengan kondisi Pasar Bandeng yang bangunannya sudah terlihat rusak berat dan 

dilingkungan sekitar Pasar Bandeng kumuh menyebabkan Pasar Bandeng 

didahulukan untuk di revitalisasi dibanding pasar-pasar tradisional yang lainnya. 

Kondisi Pasar Bandeng yang sudah tidak kondusif lagi membuat 

pemerintah perlu melakukan revitalisasi Pasar Bandeng. Pedagang yang lebih 
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memilih berjualan di luar kios karena kondisi kios yang sudah rusak 

menyebabkan pasar menjadi tidak beraturan. Selain itu Pasar Bandeng sempat 

dijadikan tempat persembunyian pelaku pencurian motor karena pada saat malam 

hari pasar terlihat gelap dan banyak kios yang kosong, bisa menjadi salah satu 

faktor penyebab para pencurian motor bersembunyi di dalam Pasar Bandeng, 

sehingga membuat masyarakat sekitar Pasar Bandeng menjadi resah. 

(Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pasar Bandeng pada hari kamis 25 

Februari 2015 Pukul 13.00 di Pasar Bandeng) 

Dalam pembagian tempat berdagang masih belum jelas seperti pedagang 

sayuran bisa bersebrangan dengan pedagang pakaian. Selain itu tidak adanya 

lahan parkir yang tersedia sehingga menggunakan bahu jalan sebagai tempat 

parkir. Melihat kondisi Pasar Bandeng yang rusak berat dan tidak kondusif 

dibandingkan ke-7 pasar yang ada di Kota Tangerang menyebabkan Pasar 

Bandeng dijadikan pilot projec revitalisasi pasar tradisional oleh Pemerintah Kota 

Tangerang pada tahun 2012. 
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Sebelum di revitalisasi  Sesudah di Revitalisasi 

Gambar 1.2 

Pasar Bandeng Sebelum dan Sesudah di Revitalisasi 

 Kondisi Pasar Bandeng sebelum dan sesudah di revitalisasi sangat 

berbeda, yang begitu nampak dari segi fisik atau bangunan Pasar Bandeng. Pasar 

Bandeng yang dahulunya tidak begitu tertata rapih, dengan bangunan yang sudah 

tidak layak untuk digunakan sangat berbeda dengan Pasar Bandeng yang sudah di 

revitalisasi. Pasar Bandeng yang sudah di revitalisasi terlihat lebih rapih, bersih, 

dengan kios yang tertata rapih dan diberikan zona-zona untuk pedagang berjualan 

sesuai dengan jenis barang dagangannya. 

Setelah di revitalisasi Pasar Bandeng terdiri dari lantai 1 dan lantai 

basement. Pada lantai basementdiisi oleh pedagang basah yaitu pedagang sayuran, 

daging, sembako,dan buah-buahan. Sedangkan dilantai 1 diisi oleh pedagang 

kering yaitu pedagang pakaian dan pernak-pernik. Pasar Bandeng dilengkapi 

dengan fasilitas toilet umum 2 unit (4 pintu), satu mushola, Tempat Pembuangan 

Sampah (TPS), pos jaga keamanan, area parkir yang dapat menampung kurang 
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lebih 300 motor atau sekitar kurang lebih 30 mobil, Penerangan Jalan Umum 

(PJU) di lingkugan pasar dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). (Sumber 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang). 

Tabel 1.2 

Perbandingan Pasar Bandeng Sebelum dan Sesudah di Revitalisasi 

No. Keterangan 
Kondisi Pasar Bandeng 

Sebelum di Revitalisasi Sesudah 
di Revitalisasi 

1. Luas Tanah 4.550 m2 4.550 m2 
2. Bangunan 1 lantai 2 lantai 
3 Jumlah kios 200 kios 401 kios 
4. Jumlah Pedagang 122 pedagang 156 pedagang 
5. Retribusi - Kontribusi: Rp 2.000 per-

hari setiap pedagang 
- Keamanan: Rp. 600.000 

setiap bulan seluruh 
pedagang 

- Kebersihan: Rp 600.000 
setiap bulan seluruh 
pedagang 

- Kios : Rp. 6.000 
per- hari 

- Counter : Rp. 7.000 
per-hari 

6. Kapasitas Lahan 
Parkir 

Tidak tersedia lahan parkir/ 
berada di bahu jalan 

± 300 Motor atau 30 
Mobil 

7. Pembagian tempat 
pedagang 

Tidak beraturan/ tidak ada 
pembagian tempat yang 
jelas. 

- Lantai 
basemantdiisi oleh 
pedagang basah 
(sayur,daging, dll) 

- Lantai 1 diisi oleh 
pedagang kering 
(pakaian, pernak-
pernik, dll) 

Sumber : Peneliti, 2015 

Mayoritas pedagang berasal dari Cibodas Besar Kecamatan Cibodas, 

Kampung Baru Kecamatan Karawaci dan selebihnya berasal dari warga sekitar 

Pasar Bandeng. Setelah di revitalisasi Pasar Bandeng memiliki bangunan 2 lantai 

dengan jumlah kios 401 unit, jumlah kios tersebut 2 kali lipat dibanding jumlah 
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kios sebelum di revitalisasi sebanyak 200 unit. Adapun jenis dan ukuran kios 

diPasar Bandengsetelah di revitalisasi sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Daftar Kios Pasar Bandeng 

No. Jenis Ukuran Jumlah 
Lantai Basement 

1 Kios 
3 X 3 M 32 Unit 

3 X 2,5 M 32 Unit 
3 X 2 M 24 Unit 

2 Kios Bawah Tangga 2 X 2 M 14 Unit 
3 Los 2 X 2 M 104 Unit 
4 Los Makanan Minuman 2 X 2,5 M 15 Unit 

Lantai Satu 

1 Kios  
3 X 3 M 32 Unit 

3 X 2,5 M 32 Unit 
3 X 2 M 48 Unit 

2 Counter 2 X 2 M 68 Unit 
Jumlah 401 Unit 

Sumber : PT. Bangunbina Persada, 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kios yang ada di Pasar 

Bandeng setelah di revitalisasi sebanyak 401 unit yang tersedia untuk pedagang. 

Pada awal selesai pembangunan jumlah pedagang yang berjualan sekitar 156 

pedagang. Namun kondisi pedagang tersebut tidak bertahan lama, pada 

pertengahan bulan Juni Tahun 2014 jumlah pedagang yang aktif berjualan di 

Pasar Bandeng mengalami penurunan. Pedagang yang masih aktif berjualan 

hingga sekarang hanya berjumlah 96 pedagang. Diantaranya diisi oleh pedagang 

pakaian, sembako, sayuran, buah-buahan, daging/ikan, dan penjual makanan 

minuman. 
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Tabel 1.4 

Daftar Harga Kios Pasar Bandeng 

No Jenis Ukuran Harga Perunit 
Pedagang Lama Pedagang Baru 

1. Los Sayur 2 X 2 M Rp. 32.000.000 Rp. 44.000.000 
2. Counter 2 X 2 M Rp. 36.000.000 Rp. 52.000.000 

3. Kios 
3 X 2 M Rp. 72.000.000 Rp. 108.000.000 

3 X 2,5 M Rp. 90.000.000 Rp. 135.000.000 
3 X 3 M Rp. 108.000.000 Rp. 162.000.000 

4. Kios Makanan dan 
Minuman 2 X 2,5 M Rp. 60.000.000 Rp. 90.000.000 

5. Kios Bawah Tangga 2 X 2,8 M - Rp. 84.000.000 
Sumber: PT. Bangun Bina Persada, 2015 

Daftar harga kios yang dijual belikan kepada pedagang memang sudah 

melalu kesepakatan sebelum dilakukan pembangunan Pasar Bandeng tersebut. 

Pembelian kios bisa dilakukan denga berbagai cara yaitu Pertama, dengan cara 

tunai, pembayaran dilakukan pada saat pembanguan. Kedua, tunai bertahap 

dengan cara membayar DP sebesar 10% dibayar pada saat pendaftaran dan 90% 

dibayar secara angsur selama masa pembangunan. Ketiga, kredit dengan cara DP 

30% diangsur selama pembangunan dan 70% dibayar melalui kredit dari bank. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pasar Bandeng, Perusahaan 

Daerah Pasar mengeluarkan hak persewaan untuk jangka waktu paling lama 20 

tahun kepada para pedagang atas kepemilikan hak persewaan toko/kios/los/lapak 

dengan menerbitkan Sertifikat Hak Persewaan setelah memenuhi persyaratan 

administrasi yang di perlukan. Jadi pedagang yang membeli kios memiliki 

sertifikat atas kepemilikan hak persewaan kios selama 20 tahun. 

Sebelum di revitalisasi harga sewa lapak di Pasar Bandeng bervariasi. 

Sewa lapak berkisar Rp. 100.000 – Rp. 300.000 per-bulannya. Hal tersebut 
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tentunya sangat berbeda dengan sistem atau cara pembayaran kios/lapak setelah 

Pasar Bandeng di revitalisasi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara oleh kepala 

Pasar Bandeng, pedagang dan pembeli, selama di lapangan peneliti menemukan 

permasalahan yang berkaitan dengan pedagang di Pasar Bandeng. Adapaun 

permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut : 

Pertama, minat masyarakat atau pembeli masih kurang untuk berbelanja 

di Pasar Bandeng. Melihat kondisi Pasar Bandeng yang saat ini sudah memiliki 

bangunan yang bagus atau fasilitas yang sudah cukup memadai, lingkungan yang 

bersih tidak seperti dahulu kumuh, ternyata tidak membuat Pasar Bandeng 

menjadi ramai pengunjung atau pembeli. 

Tabel 1.5 

Rata-Rata Pendapatan Parkir di Pasar Bandeng 

No Tahun Pendapatan Parkir 
1 2013 Rp. 14.409.900 
2 2014 Rp. 10.263.000 
3 2015 Rp.   8.249.000 

Sumber : PT. Bangunbina Persada, 2015 

Dari data pendapatan parkir yang diterima oleh Pasar Bandeng 

menunjukan bahwa pendapatan parkir Pasar Bandeng mengalami penurunan dari 

tahun 2013 sebesar Rp. 14.409.900 sampai pada bulan November Tahun 2015 

dengan rata-rata sebesar Rp. 8.249.000. Dengana adanya data tersebut dapat 

menunjukkan bahwa minat pembeli untuk berbelanja di Pasar Bandeng 

mengalami penurunan atau masih kurang. 
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Sepinya kondisi Pasar Bandeng juga tertuang dalam Laporan Evaluasi 

Pengelolaan Pasar Bandeng Kota Tangerang  yang dibuat oleh PT. Bangunbina 

Persada pada Tanggal 19 Juni 2014, yaitu: 

“Bahwa secara umum situasi dan kondisi pengelolaan Pasar Bandeng 
sampai saat ini mengalami kendala/sepi sehingga dari segi finansial 
perbandingan antara penerimaan lebih kecil dari pada pengeluaran/ 
mengalami devisit.” 

 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang dan pembeli di Pasar 

Bandeng (wawancara dilakukan pada hari jumat 26 Februari 2015 Pukul 10.30 

WIB), pedagang mengakui bahwa memang Pasar Bandeng lebih sepi pembeli 

dibandingkan pada saat sebelum di renovasi atau di revitalisasi. Salah satu faktor 

penyebab sepinya pembeli di Pasar Bandeng yaitu banyaknya kios yang tutup atau 

tidak berjualan di lantai 1 dan basement menyebabkan masyarakat jadi merasa 

enggan berbelanja karena tidak banyaknya pilihan untuk berbelanja dan aktivitas 

pasar terlihat sepi. Berbeda dengan kondisi Pasar Bandeng sebelum di revitalisasi 

yang hanya satu lantai tetapi terlihat penuh dengan penjual walaupun memang 

penjual sebelum di revitalisasi hanya berjumlah 122 pedagang tetapi aktivitas 

pasar terlihat ramai. Memang awalnya pada masa pembangunan Pasar Bandeng 

rampung pada tahun 2013, Pasar Bandeng menjadi daya tarik bagi masyarakat. 

Kios yang ada di Pasar Bandeng hampir semuaya terisi, pembeli pun ramai. 

Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah beberapa bulan Pasar 

Bandeng menjadi sepi, satu persatu pedagang mulai menutup kiosnya dan 

memutuskan untuk tidak berjualan. Pedagang yang masih bertahan hingga 

sekarang rata-rata pedagang lama yang memang sudah memiliki beberapa 
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pelanggan. Menurut pedagan lama yang berjualan sembako dalam sehari 

mendapatkan Rp. 300.000 itu sudah lumayan sekali, sebelum di renovasi 

mendapatkan penghasilan sebesar itu terbilang sangat mudah bahkan bisa 

mendapatkan lebih dari Rp. 300.000 per-hari tetapi sekarang menjadi agak sulit 

untuk mendapatkannya. 

Salah satu pedagang lama yang berjualan sayur juga merasakan hal 

tersebut, pendapatannya dalam sehari mendapatkan Rp. 100.000 – Rp. 200.000 

biasaya kalau ramai bisa mendapatkan diatas Rp 200.000 per hari. 

Dengan adanya revitalisasi pemerintah berharap agar Pasar Bandeng 

menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat sekitar untuk berbelanja ke pasar 

tradisional. Kios yang tertata rapih diharapkan mampu menampung pedagang 

untuk berjualan di Pasar Bandeng. Tapi pada kenyataannya selama kurang lebih 2 

tahun Pasar Bandeng di bangun masih belum mampu menarik minat pedagang 

untuk berjualan maupun masyarakat untuk berbelanja di Pasar Bandeng. 

Kedua, adanya kios yang sudah dibeli tutup atau tidak berjualan. 

Berdasarkan wawancara dengan pedagang di Pasar Bandeng kios yang tutup 

memang sengaja ada yang dibeli tidak untuk mereka tempati sendiri melainkan di 

kontrakan kembali kepada pedagang yang masih belum memiliki kios atau yang 

ingin berdagang di Pasar Bandeng dan ada yang sempat berjualan tetapi menutup 

tokonya karena dagangannya sepi. 
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Tabel 1.6 

Kios buka dan kios tutup 

No Tahun Kios 
Terjual 

Kios 
Terisi 

Kios 
Tutup 

Jumlah 
kios 

1 Tahun 2013 
sampai 
pertengahan 
tahun 2014 

Lantai Basement 150 kios 147 kios 3 kios Lantai 
Basement 
221 kios Lantai 1 25 kios 9 kios 16 kios 

2 Pertengahan 
Tahun 2014 
sampai 
dengan 
sekarang 

Lantai Basement 150 kios 90 kios 57 kios 
Lantai 1 
180 kios Lantai 1 25 kios 6 kios 19 kios 

Sumber: Peneliti, 2015 

Berdasarkan tabel 1.6 diatas dapat dilihat bahwa kios yang tutup atau tidak 

berjualan dari pertengahan tahun 2014 hingga sekarang berjumlah 76 kios dimana 

pada lantai basement terdapat 57 kios yang tutup dan dilantai 1 terdapat 19 kios 

yang tutup. Kios tersebut awalnya ada yang dibeli untuk berjualan kemudian tutup 

dan ada yang dibeli memang sengaja untuk di kontrakan kepada pedagang yang 

ingin berjualan di Pasar Bandeng. 

Kios di kontrakan dengan harga yang cukup tinggi bagi mereka para 

pedagang sebesar kurang lebih Rp. 500.000 –Rp. 1.000.000 perbulan. (wawancara 

dilakukan pada hari jumat 26 Februari 2015 Pukul 10.30 WIB). Dengan harga 

tersebut tentunya bagi para pedagang yang ingin menyewa merasa cukup mahal, 

karena kondisi pasar yang tidak terlalu ramai jadi harga mengontrak kios tersebut 

dirasa cukup memberatkan bagi mereka yang ingin mengontrak untuk berdagang. 

Hal tersebut tentunya membuat pasar menjadi sepi karena pedagang yang berniat 

berjualan jadi mengurungkan niatnya karena dengan harga sebesar itu menurutnya 

tidak sebanding dengan kondisi pasar yang tidak terlalu ramai. 
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Padahal jika saja kios tersebut dikontrakan dengan harga awal yang cukup 

terjangkau pedagang mau saja mengontrak dan bukan tidak mungkin jika kondisi 

pasar terlihat ramai oleh pedagang akan menjadi salah satu penarik minat pembeli. 

Tetunya bagi pembeli bisa mendapatkan berbagai macam pilihan ketika sedang 

berbelanja. Kondisi tersebut tentunya dapat merugikan, karena jika kios ditutup 

tidak ada pembayaran retribusi setiap harinya dari kios yang ditutup tersebut. 

Ketiga, pembinaan bagi para pedagang di Pasar Bandeng masih belum 

optimal. Berdasarkan wawancara dengan pedagang. Selama ini masih belum ada 

pembinaan tentang tata cara berjualan yag baik untuk pedagang baik dari pihak 

pengelola maupun dari pihak Perusahaan Daerah Kota Tangerang. Pembinaan 

pedagang seperti menjaga kebersihan tempat berjualan, menjaga kualitas barang 

dagangan, mengelola keuangan dengan baik dll belum diberikan kepada pedagan 

di Pasar Bandeng. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pasar Bandeng sejauh ini baru 

sebatas penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya dan 

sosialisasi penggunaan timbangan yang baik. Belum sampai pada tahap 

pembinaan sumber daya pedagang untuk meningkatkan kualitas pedagang di 

Pasar Bandeng. Revitalisasi Pasar Bandeng yang terlihat baru sebatas perbaikan 

fisik, meingkatkan fasilitas seperti mushola, toilet dll, meningkatka keamanan 

dengan menaruh CCTV di Pasar Bandeng. 

Revitalisasi Pasar Bandeng baru terlihat pada perbaikan dari segi fisik dan 

penambahan fasilitas. Perbedaan terlihat hanya pada pedagang yang sudah 

menempati kios dan sudah tertata rapih. Namun dari segi pembinaan pedagang 
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guna meningkatkan kualitas sumber daya pedagang masih belum dilakukan 

dengan baik.  

Keempat, adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran Pasar 

Bandeng. Adanya pedagang kaki lima yang tidak memiliki kios dan berjualan di 

luar dapat memiliki kecemburuan bagi para pedagang yang memiliki kios di 

dalam pasar. Tetunya adanya revitalisasi Pasar Bandeng ini ingin menjadikan 

Pasar Bandeng lebih tertata rapih dengan pedagang yang berjualan di kios-kios 

yang sudah disediakan. 

Berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima tersebut (wawancara 

dilakukan pada hari jumat 26 Februari 2015 Pukul 11.30 WIB) mereka mengakui 

membayar retribusi setiap bulannya sebesar Rp. 100.000, sehingga mereka merasa 

tidak masalah ketika berjualan di luar kios karena mereka merasa sudah 

membayar sebesar Rp. 100.000 setiap bulannya. Padahal di perjanjian awal 

sebelum di revitalisasi Pasar Bandeng ini sudah ada perjanjian bahwa Pasar 

Bandeng bebas dari pedagang kaki lima, yang artinya tidak boleh ada pedagang 

kaki lima yang berjualan di Pasar Bandeng. 

Dengan adanya pedagang kaki lima yang tidak memiliki kios tentunya 

menimbulkan kecemburuan bagi pedagang yang memiliki kios di dalam gedung. 

Berdasarkan wawancara dengan pedagang yang memiliki kios merasa cukup 

terganggu dengan adanya pedagang kaki lima. Karena mereka sama-sama 

berjualan tetapi kami yang memiliki toko berusaha bagai mana caranya agar 

mempunya toko untuk berjualan padahal belum tentu semua pedagang yang ada di 
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Pasar Bandeng terbilang mampu membeli kios yang harganya terbilang tidak 

murah. 

Walaupun memang dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di 

luar kios mebuat Pasar Bandeng terlihat ada aktivitas jual dan beli. Namun tentu 

saja bagi pedagang yang memiliki kios mereka merasa terganggu, karena 

seharusnya sesuai dengan perjanjian yang sudah ada di awal yaitu tidak boleh 

adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Pasar Bandeng. 

Kelima, kurang tanggapnya pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina 

Persada dalam menanggapi permasalahan yang ada di Pasar Bandeng. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Trias Anggraeni selaku  Admin Keuangan 

PT. Bangunbina Persada di temukan bahwa ketanggapan pihak pengelola masih 

terbilang kurang. PT.Bangunbina Persada terlihat berfokus pada pencapaian target 

untuk pemberian kontribusi kepada Perusahaan Daerah. Pasar Kota Tangerang 

yaitu sebesar Rp. 13.191.500 setiap bulannya. 

Permasalahan seperti banyaknya kios yang tutup di Pasar Bandeng yang 

dimiliki seseorang tetapi tidak dipakai berjualan melainkan disewakan kembali 

kepada pedagang yang ingin berdagang di Pasar Bandeng. Apabila banyak kios 

yang seharusnya buka tetapi tutup tentunya akan mengurangi pemasukan retribusi 

yang ada setiap harinya dan jika banyak kios yang tutup aktivitas yang ada di 

pasar tidak begitu terlihat jelas karena banyak kios yang dibuka di lantai 

basemant. Sehingga aktivitas jual-beli di pasar tidak begitu terlihat. 

Tidak adanya pegangan pada tangga yang menuju lantai basementmenjadi 

salah satu permasalahan yang ada di Pasar Bandeng. Karena mayoritas yang 
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berbelanja ke Pasar Bandeng adalah ibu-ibu, itu sangat menyulitkan bagi mereka 

ketika berjalan menuju lantai basement. Apabila terjadi hujan dan lantai licin 

dapat membahayakan pembelli maupun orang yang berada di Pasar Bandeng. 

Adanya revitalisasi pasar tradisional ini tentunya pemerintah Kota 

Tangerang berharap dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. Karena pasar merupakan salah satu roda penggerak perekonomian 

daerah. Dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai 

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan mengenai masalah – masalah dalam latar 

belakang masalah terkait Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional 

di Pasar Bandeng Kota Tangerang. Peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang 

terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti. 

Berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Kurangnya minat pembeli untuk berbelanja di Pasar Bandeng 

2. Adanya kios yang sudah di beli tetapi tutup atau tidak berjualan. 

3. Pembinaan bagi pedagang di Pasar Bandeng masih belum optimal. 

4. Adanya pedagang kaki lima di sekitar Pasar Bandeng. 

5. Kurang tanggapnya PT. Bangunbina Persada selaku pihak pengelola dalam 

menanggapi atau menyelasaikan permasalahan yang ada di Pasar Bandeng. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan semua permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang dan identifikasi masalah, peneliti menentukan batasan masalah untuk 

mendapatkan fokus penelitian yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, 

pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada mplementasi kebijakan 

revitalisasi di Pasar Bandeng Kota Tangerang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan – permasalahan yang 

muncul pada penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dalam  latar belakang 

dan batasan masalah penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih 

fokus untuk dapat menentukan tujuan penelitian, maka peneliti membuat rumusan 

masalah, yaitu bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di 

Pasar Bandeng Kota Tangerang ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian merupakan arah dari suatu penelitian yang disesuaikan 

dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar 

Bandeng Kota Tangerang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang agar terus memperhatikan 

permasalahan-permasalahan yang ada di pasar tradisional. Mengingat dengan 

adanya revitalisasi pasar yang dilakukan oleh Persusahaan daerah Pasar Kota 

Tangerang tentunya dapat meningkatkan kualitas Pasar tradisional yang ada di 

Kota Tangerang. 

1.6.2 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan serta dapat menjadi bahan kajian untuk semua pihak khususnya 

kaum akademisi untuk melakukan penelitan yang berkaitan dengan dampak 

implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Bandeng  Kota 

Tangerang. 

1.7 SistematikaPenulisan 

 Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini 

yang berujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari 

penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai 

“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang”, tersusun atas sistematika sebagai berikut: 
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BAB IPENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menerangkan secara jelas mengenai 

ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif 

(dari umum ke khusus). Kemudian bab ini membahas tentang identifikasi masalah 

untuk mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul 

penelitian atau dengan masalah penelitian. Pembatasan dan perumusan masalah 

ditetapkan sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil 

penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Dan selanjutnya, bab ini juga 

membahas mengenai manfaat penelitian, baik manfaat teoritis dan praktis yang 

berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Serta sistematika penulisan 

yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian 

secara keseluruhan. 

BAB II DESKRIPSI TEORI 

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori relevan yang digunakan untuk 

mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. 

Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bahan perbandingan antara penelitian 

yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui 

kesamaan atau perbedaan dari masing-masing penelitian yang dilakukan. 

Selanjutnya, kerangka teori menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan 

teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan 

kesimpulan penelitian sementara. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Ruang 

lingkup penelitian dan lokasi dilakukannya penelitian. Definisi variabel penelitian 

yang menjelaskan mengenai variabel penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian 

menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data. 

Informan penelitian menjelaskan orang-orang yang terkait dengan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengolahan dan uji keabsahan data yang 

menjelaskan tentang teknik dan rasionalisasinya. Serta tentang jadwal yang 

memaparkan waktu penelitian ini dilakukan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian 

secara jelas. Kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang diolah 

dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan 

sebagaimana dengan penggunaan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya   data 

yang sudah dianalisis, peneliti uji validitas dengan menggunakan teknik 

triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian 

melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir 

pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan pelaksanaan 

penelitian, terutama untuk penelitian eksperimen dan ketebatasan ini dapat 

dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi 

obyek penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai jawaban dari tujuan penelitian. 

Kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, jelas dan 

mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu 

berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara 

praktis agar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

Deskripsi teori menjelaskan tentang teori-teori dan atau konsep yang 

dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama, tidak tertutup kemungkinan 

untuk bertambah seiring dengan pengambilan data di lapangan (Fuad dan 

Nugroho, 2012:56). Deskripsi teori menjadi pedoman dalam penelitian ini dan 

untuk menenerjemahkan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam penelitian. 

Teori yang relevan peneliti kaji sesuai dengan permasalahan –permasalahan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

2.2.1 Pengertian Kebijakan 

 Pengertian tentang apa itu kebijakan telah banyak didefinisikan oleh para 

ahli dan sumber. Menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2012:19) isitilah 

kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari namun 

digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. 

Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan 

(decisions), standart, proposal, dan grand design. Sedangkan Robert Eyestone 

dalam Wiarno (2012:20) berpendapat bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan 

sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. 

Kebijakan publik adalah sebuah fakta integritas daripada fakta politis 

ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah 

terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses 
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kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Selanjutnya Nugroho (2008:54) 

mendefinisikan kebijakan publik : 

“Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya 
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang 
bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar 
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, 
untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.” 

 Pendapat mengenai pengertian kebijakan publik juga dikemukakan oleh 

Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20) yang mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak 

dilakukan. Sementara itu definisi kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam 

Winarno (2012:20) mengemukakan bahwa : 

”Kebijakan sebagai suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh seorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 
memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan 
yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka 
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu 
maksud tertentu” 

 Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah 

bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa 

yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan 

mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih 

tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan 

dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, James Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan kebijakan 

publik :  

“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu 
masalah atau suatu persoalan.” 
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 Menurut Anderson dalam Winarno (2012:23) konsep kebijakan publik ini 

kemudian mempunyai beberapa impilkasi, yakni : 

1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada 

maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan 

publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi 

begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibar didalam 

sistem politik. 

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang 

tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk 

menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-

keputusan berserta dengan pelaksanaannya. 

3. Kebijakan adalah yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan mengatur 

perdagangan, mengadakan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat 

dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jika lembaga legislatif 

menetapkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan mengaji 

karyawan dengan upah minimum menurut undang-undang, tetapi tidak ada 

sesuatupun yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut 

sehingga tidak ada perubahan yang timbul dalam perilaku ekonomi, maka hal 

ini dapat dikatakan bahwa kebijakan publik mengenai kasus ini sebenarnya 

merupakan salah satu dari nonregulasi upah. 

4. Kebijakan publik mugkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. 

Secara positif, kebijakan mungki mencakup bentuk tindakan pemerintah yang 
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jelas untuk mengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijaka publik 

mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi 

tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan 

keterlibatan pemerintah. 

Anderson dalam Winarno (2012:24-25) mengatakan bahwa sifat kebijakan 

publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini 

dirinci menjado beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah : 

1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) 

Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang 

dibuat oleh pada aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada 

pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan 

tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan 

atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. 

2. Keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions) 

Keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions) adalah keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan 

atau memberi arah dan substasi kepada tindakan-tindakan kebijakan politik. 

Termasuk dalam kegiatan ini dalah menetapkan undang-undang, memberikan 

perintah-perintah eksekutif, atau pernyataan-pernyataan resmi, 

mengumumkan peraturan-peraturan administrasi atau membuat interpretasi 

yuridis terhadap undang-undang. 
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3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements) 

Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements) adalah pernyataan-

pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan-kebijakan publik. Yang 

termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-

perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan 

pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-

pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan 

apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) 

Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) lebih merujuk pada “manifestasi nyata” 

dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan 

menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. 

5. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes) 

Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes)lebih merujuk pada akibat-

akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang 

berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang Kebijakan sebagaimana 

dijelaskan diatas penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah yang 

dipilih pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan 

berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan ataupun penyelesaian 

masalah di suatu negara. Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap. 

Tahap-tahap kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan oleh William 

Dunn dalam Winarno (2012: 35-37) yaitu: 
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Gambar 2.1 

Tahap-tahap Kebijakan Publik 

1) Tahap Penyusunan Agenda 
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 
publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 
untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 

2) Tahap Formulasi Kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 
para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut 
berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masing 
alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil 
untuk menyelesaikan masalah. 

3) Tahap Adopsi Kebijakan 
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsus 
antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.  

4) Tahap Implementasi Kebijakan 
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 
yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini 
berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi 

Penyusunan Agenda 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Evaluasi Kebijakan 
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kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun 
beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh pelaksana 

5) Tahap Evaluasi Kebijakan 
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 
untuk melihat sejauh mana kebijakan kebijakan yang dibuat telah mampu 
menyelesaikan masalah. 

 

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 

 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengrtian yang luas, merupakan 

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-

undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan 

kebijakan atau program-program.implementasi pada sisi lain merupakan 

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, 

suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcame). 

 Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian 

keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima 

oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam 

konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujan yang telah direncanakan 

mendapatka dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. 

Akhirnya pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, damppak implementasi 

mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah 

yang luas yang dikaitkan degan program, undang-undag publik dan keputusan 

yudisial. 
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Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjukkan pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

 Lebih jauh menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) 

implementasi mencakup banyakkegiatan, yakni : 

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung 

jawab melaksanakan program mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan 

agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, 

peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang. 

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi 

arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. 

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka 

dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban 

kerja. 

 Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses 

kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat 

kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Menurut Eugene dalam Agustino  

(2006:153) mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai 

berikut: 

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum 
yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya 
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dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi 
telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya. Dan lebih sulit 
lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua 
orang”. 

 Pendapat lain dari Maxmanian dan Sabatierdalam Agustino (2006:139)  

Implementasi kebijakan adalah:  

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan 
berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya”. 

 Kebijakan-kebijakan dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan- kebutuhan kelompok dan individu, yang dengan demikian tujuan 

umum dari kebijakan tersebut dapat saja dibelokan. Mengingat bahwa dalam 

banyak kasus para pelaksana kebijakan-kebijakan publik tersebut adalah 

administrator publik, maka tidak heran apabila kemudian mereka pulalah yang 

paling sibuk memodifikasi kebijakan itu sendiri demi kepentingan rezim. Grindle 

dalam Wahab(2008:221) mengikhtisarkan keadaan tersebut dengan menyatakan 

sebagai berikut : 

“Hingga derajat yang paling besar bila dibandingkan dengan sistem-sistem 
politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat, proses implementasi kebijakan 
publik di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah 
merupakan pusat partisipasi politik dan persaingan politik” 

 Selanjutnya, van Meter dan van Horn dalam Winarno (2012:149) 

membatasi implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh 

individu – individu atau  kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam cakup 

usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – 
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tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan 

kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan. 

 Van Metern dan Van Horn dalam Winarno (2012:155) menggolongkan 

kebijakan-kebijakan menurut dua karaktersitik yang berbeda, yakni: jumlah 

perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsekuensi menyangkut utjuan antara 

pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur-unsur perubahan 

merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal, yaitu: 

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari 

kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan-perubhan 

inkremental lebih  cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada 

perubahan-perubahan drastis (rasional). Seperti telah dikemukaan sebelumnya 

perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara 

inkremental pada dasarnya merupakan remerial dan diarahkan lebih banyak 

kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini 

dari pada mepromosikan tujuan sosial di masa depan. 

2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif 

akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan 

melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat 

yang menyatakan bahwa kegagalan program-program sosial banyak berasal 

dari meningkatnya tutntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur 

dan prosedur-prosedur administrasi yang ada. 
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Menurut Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:158) ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi-tipologi 

kebijakan-kebijakan publik, yakni: 

1. Kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada 

tipekebijakan yang dipertimbangkan. Misalnya, keberhasilan implementasi 

kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia akan berbeda 

dengan kebijakan untuk menanggulangi kenakalan remaja. Hal ini disebabkan 

oleh tipe kebijakan yang berbeda antara pengentasan kemiskinan dengan 

penanggulangan kenakalan remaja. 

2. Faktor-faktor yang mendorong realisasi atau non-realisasi tujuan-tujuan 

program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan 

yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal 

diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya, bila perubahan 

besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi 

yang efektif akan sangat diragukan. 

 Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap 

saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi 

kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan 

publik. 

2.2.3 Model-model Implementasi Kebijakan 

 Beberapa model implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh para 

ahli diantaranya model yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam 



37 
 

 
 

Winarno (2012:177-206) yaitu dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards 

mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni : Prakondisi-prakondisi apa 

yang diperlukan sehingga suatu implementasi berhasil? Dan hambatan-hambatan 

utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edward menjawab 

dengan empat faktor atau empat variabel. Faktor-faktor atau variabel tersebut 

adalah : 

1. Komunikasi 

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi 

kebijakan, tyakni, transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, 

persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa 

mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan. 

2. Sumber-sumber 

Sumber-sumber dapat merupakan faktor yangpenting dalam melaksanakan 

kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staff yang memadai 

serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, 

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-

usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku 

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang 

mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 

yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan 
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tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, yang diinginkan oleh para 

pembuat keputusan awal. 

4. Struktur birokasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau 

tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, 

dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. 

 Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak 

kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan 

Standard Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. 

1) Standard Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

2) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan 

aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. 

Model implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan oleh Grindle 

dalam Nugroho (2008:445) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, 

barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. 

Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu: 

1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan 

sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 
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2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu: 

a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi.   

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat 

implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari Content of Policy 

dan Context of Policy, Grindle dalam Agustino(2006:1168) 

1) Content of Policy menurut Grindle adalah 

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai 

kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator 

ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti 

melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan 

tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. 

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content of Policy berupaya 

untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus 

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang 

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target 

yang hendak dan ingin dicapai. Adapu yang ingin dijelaskan pada poin ini 

adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai 

melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. 
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d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu 

kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, 

maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan 

dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. 

e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel 

demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar 

dengan baik pada bagian ini. 

f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga 

harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar 

pelaksanaanya berjalan dengan baik. 

2) Contextof Policy menurut Grindle adalah: 

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal 

ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang 

hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api. 

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu 

kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka 

pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 



41 
 

 
 

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa 

penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan 

respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini 

adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi 

suatu kebijakan. 

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan 

lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para 

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu 

lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi. 

Selanjutnya adalah Model implementasi kebijakan publik menurut 

Mazmanian dan Sabatier dikenal dengan Kerangka Analisis Implementasi (A 

Framework for Implementation Analysis). Mazmanian dan Sabatier dalam 

Nugroho (2003:169) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam 

tiga variabel: 

1. Variabel Independen 

Variabel Independenyaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang 

berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman 

obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 

2. Variabel Intervening 

Variabel Interveningyaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 

konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber 
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dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari 

lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaaan kepada 

pihak luar. Sedangakan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses 

implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan 

teknomogi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan 

pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari 

pejabat pelaksana.  

3. Variabel dependen 

Variabel dependenyaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima 

tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk 

disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan 

atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan 

yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang 

bersifat mendasar. 

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam 

Winarno (2012:158-169) menawarkan suatu model dasar dengan enam variabel 

yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). 

Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel 

bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan, tetapi juga menjelaskan 

hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. 

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor 

yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, 
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identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam 

analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh 

mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. 

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-

tujuan keputusan kebijaka secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur denga 

mudah dalam beberapa kasus. 

Van Meter dan Van Horn mengemukakan ada dua penyebab kesulitan 

besar untuk mengidentifikasi kinerja. Pertama, mungkin disebabkan oleh 

bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, 

mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradisksi-kontradisksi dalam 

pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Kadangkala kekaburan 

dalam ukuran-ukuran dasar dan tujutn-tujuan sengaja diciptakan oleh pembuat 

keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang 

diserahi tanggung jawab implementasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain 

atau system penyampaian kebijakan. 

2. Sumber-sumber Kebijakan 

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-

sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang 

dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong 

dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi 
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kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana 

mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana dan untuk membiayai 

program-program yang telah direncanakan. 

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu 

proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah 

dalam suatu organisasi atau suatu organisasi ke organisasi lainnya, para 

komunikator dapat mrnyimpangkannya atau menyebar luaskannya, baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Van Meter dan Van  Horn, prospek-

prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-

ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi 

dan mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. 

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana 

Struktur birokasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan 

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potesial maupun nyata dengan apa 

yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini 

terdiri dari ciri-ciri struktural formal dari organisasi-organisasi dan atribut-

atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga 

perlu ditujukan kepda ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran 

serta dalam sistem penyampaian kebijakan. 
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Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin 

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

: 

1) Kompetensi dan ukuran staff suatu badan; 

2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit 

dalam proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 

3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan idantara 

angora-anggota legislatif dan eksekutif); 

4) Vitalisasi suatu organisasi; 

5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai 

jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta 

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan 

individu-individu di luar organisasi; 

6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat 

keputusan” atau “pelaksana keputusan” 

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Ekonomi 

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 

selanjutnya yang diidentifikasikan oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak 

kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan 

pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat 

perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam 

mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil 
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kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implemntasi 

keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil. 

Untuk tujuan ilustrasi Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar kita 

memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan 

ekonomi, social dan politik yang memengaruhi yuridiksi atau organisasi di 

mana implementasi itu dilaksanakan: 

1) Apakah sumber ekonomi dalam yuridiksi atau organisasi pelaksana 

cukup mendukung implementasi yang berhasil? 

2) Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial 

yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang 

bersangkutan? 

3) Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan 

yang bersangkutan? 

4) Apakah elite-elite mendukung atau menentang omplementasi 

kebijakan? 

5) Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi 

untuk mendukung atau menentang kebijakan? 

6. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subyektifitas individu memegang 

peran yang sangat besar. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap 

komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui 

persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut 

dihasilkan. Mereka kemudian mengidentivikasikan tiga unsur tanggapan 
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pelaksana yang mugkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk 

melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang 

kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) 

dan intensitas tanggapan itu. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana 

terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang 

sangat penting. 

 Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. 

Namun, dibalik kerumitan dan kekompleksitasannya tersebut, implementasi 

memegang peranan yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap 

implementasi kebijakan, program-program yang telah disusun hanya akan 

menjadi catatan-catatan resmi di meja pembuat para kebijakan. Keempat model 

implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, Grindle, Mazmanian 

dan Sabatier, serta Van Meter dan Van Horn, memberikan referensi yang cukup 

berarti untuk mengkaji implementasi kebijakan. 

 Dengan adanya keempat model tersebut, kita menjadi lebih mudah untuk 

mengidentivikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan. Melalui keempat model ini, kita juga dapat melihat kendala-kenadal 

yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan sehingga harapan 

untuk memperbaiki implementasi kebijakan di masa yang mendatang menjadi 

terbuka lebar. 

 Selanjutnya, berbicara tentang implementasi kebijakan, perlu pula 

dipahami siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi, dan cara-cara 

atau teknik apa saja yang digunakan agar implementasi kebijakan publik bisa 
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berjalan. Ada sejumlah aktor dan lembaga, seperti misalnya birokrasi, lembaga 

legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekanan, dan organisasi-

organisasi masyarakat mempunyai keterlibatan secara langsung dan substansial 

dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. 

2.3 Pasar tradisional 

2.3.1 Pengertian Pasar Tradisional 

Dalam kehidupan, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar 

tradisional di tengah masyarakat masih cukup penting. Keberadaan pasar 

tradisional menjadi wadah bagi para penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara 

langsung dalam melakukan proses jual-beli. Berbagai macam kalangan tentunya 

bisa berbelanja di pasar tradisional mulai dari kalangan menengah ke bawah 

ataupun menengah ke atas. Terutama bagi meeka masyarakat kalangan menengah 

kebawah keberadaan pasar tradisional menjadi daya tarik bagi mereka, karena di 

pasar tradisional proses jual-beli masih bisa ada tawar-menawar dalam membeli 

barang yang di butuhkan. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat 

kalangan menengah kebawah. Mengingat maraknya pembangunan pasar-pasar 

modern di tengah tengah keberadaan pasar tradisional di Kota Tangerang. 

Pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi. Menurut 

Feriyanto dalam Sadilah(2011:24) : 

“Pasar tradisional tersebut sebagian besar muncul dari kebutuhan 
masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang 
dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu 
untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.Pasar tersebut mempunyai beberapa 
fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah, yaitu : pertama, 
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pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat. Kedua, sebagai sumber 
retribusi daerah. Ketiga, pasar sebagai tempat pertukaran barang. Keempat, 
pasar sebagai tempat pertukaran uang daerah. Kelima, pasar sebagai 
lapangan pekerjaan.” 
 
Menurut Feriyanto dalam Sadilah (2011:24), secara umum pasar 

tradisional mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. 

Kekurangannya yaitu: kondisi tempat yang kumuh, becek, semrawut, panas, tidak 

aman. Kelebihannya adalah lokasi strategis, yaitu dekat dengan pemukiman: 

adanya tawar-menawar yang secara psikologis memberikan nilai positif pada 

proses interaksi penjual dan pembeli; menjual barang kebutuhan sehari-hari 

dengan yang relative murah, karena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena 

pajak atau pungutan yang kerena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena 

pajak atau pungutan yang lain. 

Selain itu pengertian pasar tradisional berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu sebagai berikut : 

“Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerja 
sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, loss dan tenda 
yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 
masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 
proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.” 

2.3.2 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional 

Penataan pasar tradisional yang ada di setiap daerah harus diperhatikan  

harus diperhatikan, menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

penataan pasar tradisional harus dilihat dari beberapa aspek, yaitu : 
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(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, 

termasuk Peraturan Zonasinya. 

(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha 

Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) 

buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) 

luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan 

c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, 

sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan 

pihak lain. 

Selain itu dalam pasar tradisional perlu diadakan pembinaan oleh 

Pemerintah Daerah, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern. Adapun pembinaan yang dimaksud sebagai berikut : 

a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan 

Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; 
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c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar 

Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar 

Tradisional; 

d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. 

Kriteria pasar tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional, antara lain: 

a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; 

b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar; 

c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; 

d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. 

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional meliputi : 

a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; 

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; 

d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan 

dan toko modern. 

2.3.3 Permasalah Pasar Tradisional 

Adapun permasalahn yang dihadapi untuk mengembangkan pasar 

tradisional menurut Mentri Perdagangan Republik Indonesia Mari Elka Pangestu 
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Tahun 2009 dalam Pedoman Pasar Tradisional yang Modern (dalam rangka 

peningkatan daya saing pasar tradisional) sebagai berikut: 

1. Pedagang di Pasar Tradisional 

a. Jumlah pedagang yang semakin meningkat 

Jumlah pedagang yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke 

waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat 

yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul 

pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar. 

b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban 

Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki 

kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan dan 

ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada 

keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala 

terhadap pada pedagang. 

c. Pemahaman yang rendah terhadap perilaku konsumen 

Selera konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang 

tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pengetahuan dan informasi. 

Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan 

untuk memasuki era persaingan. 

2. Pengelolaan dan Manajemen 

a. Visi dan misi tidak jelas 

Pihak pengelola pasar (Dinas Pasar di tingkat kebijakan dan Perusahaan 

Daerah di tingkat manajemen) belum memiliki visi dan misi yang jelas 
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tentang arah dan bentuk pasar tradisional yang akan dikembangkan ke 

depan. 

b. Pengelola pasar belum berfungsi dan bertugas secara efektif 

Tugas pokok pengelola pasar adalah melakukan pembinaan terhadap 

pedagang, menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk 

berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi barang sehingga 

tercipta kestabilan harga barang, terutama kebutuhan pokok masyarakat. 

Saat ini, pengelola pasar baik Dinas Pasar maupun Perusahaan Daerah 

yang menangani manajemen pasar belum memahami tugas dan fungsinya 

sebagai pengelola. Orientasi pemerintah daerah masih lebih cenderung 

pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah daripada peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. 

c. Standard Operation Procedure (SOP) yang tidak jelas 

Ciri manajemen yang baik adalah apabila setiap fungsi/jabatan di dalam 

struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, 

kinerjanya dapat diukur yang tertuang di dalam SOP. Saat ini, SOP pasar 

tradisional dan implementasinya di lapangan belum mencerminkan 

diterapkannya manajemen yang baik dan benar, masih banyak terjadi salah 

kelola dan pelanggaran tanpa adanya sanksi yang tegas. 

d. Manajemen keuangan yang tidak akuntabel dan transparan 

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya pengelola 

danmanajemen pasar yang tidak akuntabel dan transparan dalamhal 

laporan keuangannya. Mereka dengan mudah menyatakan rugi walaupun 
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dalam kondisi nyata di lapangan menunjukanbahwa mereka sangat 

potensial untuk mendapatkankeuntungan. 

e. Kurang perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik 

Umur ekonomis bangunan pasar dapat menjadi pendek, apabilatidak 

dilakukan pemeliharaan yang tepat dan berkala. Dibeberapa pasar 

tradisional, ditemukan bahwa pemeliharaandilakukan setiap 5 tahun dan 

umumnya dilakukan atas inisiatifpara pedagang sendiri tetapi dengan cara 

tambal sulam. Kondisiini menyebabkan pasar tradisional semakin menjadi 

tidak indah,bersih dan nyaman. Dampaknya, sarana pasar yang 

seharusnyadiperuntukkan untuk bisa bertahan lebih dari 25 tahun menjadi 

tidak terwujud. Dengan mudah, pasar yang baru dibangun,kembali 

menjadi kumuh dalam waktu singkat. 

f. Pedagang kaki lima yang tidak tertib karena tidak mendapatkan tempat 

yang layak 

Pedagang kaki lima memerlukan tempat untuk menjajakan dagangannya. 

Mereka selalu mencari tempat yang ramai dikunjungi pembeli. Sayangnya, 

belum ada solusi yang memadai untuk mereka. Cenderung dibiarkan saja, 

sehingga mereka menempati pinggiran jalan untuk menjual. Akibatnya, 

terjadi kemacetan lalu lintas angkutan barang dan mengganggu 

kenyamanan pembeli. Konsep pasar yang dibangun tidak mengakomodasi 

tempat penjualan sektor informal yang layak dan sesuai dengan yang 

mereka inginkan (tidak harus di pinggir jalan). 
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g. Premanisme 

Salah satu ciri pasar tradisional saat ini adalah banyaknya praktek 

premanisme yang sangat mengganggu kelancaran dan efisiensi transaksi 

antara pembeli dan penjual. Mereka terkadang bertindak sebagai perantara 

yang sebenarnya tidak diperlukan karena hanya melakukan pemaksaan dan 

percaloan. Selain itu, mereka juga adalah pelaku kriminal yang melakukan 

praktek perjudian dan pemerasan. Secara langsung, yang menjadi korban 

adalah para pedagang, tetapi secara tidak langsung pihak konsumen juga 

menjadi korban karena harus membeli barang dengan harga yang lebih 

tinggi. 

h. Tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standardisasi 

ukuran dan timbangan 

Karena sifatnya terbuka, maka sangat sulit dilakukan pengawasan terhadap 

barang yang dijual di pasar tradisional. Begitu pula dengan standardisasi 

ukuran dan timbangan barang yang seringkali tidak dilakukan dengan 

benar oleh pedagang. Pengelola pasar belum melakukan koordinasi dengan 

pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengawasan secara rutin 

demi melindungi kepentingan konsumen. 

i. Masalah fasilitas umum 

Kelemahan mendasar lainnya dari pasar tradisional adalah kurang 

tersedianya fasilitas umum yang memadai. Tempat parkir yang sempit, 

toilet yang kotor dan kadang tidak berfungsi dengan baik, tempat 

pembuangan sampah sementara yang menggunung dan menimbulkan bau 
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menyengat, koridor atau lorong yang sempit adalah merupakan 

pemandangan umum yang diketemukan di hampir semua pasar tradisional 

di Indonesia. 

j. Penataan los/kios/lapak yang tidak beraturan 

Kesemrawutan pasar tradisional juga disebabkan oleh karena tidak adanya 

kemampuan dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios 

dan lapak secara baik dan rapi. Pengelola cenderung bersikap masa bodoh 

dan tidak bisa bertindak tegas dalam menertibkan serta mengenakan sanksi 

terhadap para pelanggar yang menggunakan ruangan yang bukan 

peruntukannya. 

 Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan 

komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi 

berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan 

sumber daya lainya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara 

desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh 

perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi 

kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan pedesaan. Pada masyarakat 

pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbong yang menghubungkan 

masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai 

peranan dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. 
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2.4 Revitalisasi Pasar Tradisional 

2.4.1 Pengertian Revitalisasi Pasar Tradisional 

Pengertian dari revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu 

kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian 

mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan 

mikro. Prosesrevitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek 

ekonomi danaspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan 

memanfaatkan potensi lingkungan sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra 

tempat(Danisworo,2002). 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan 

perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang 

terberdaya. Ada pula yang mengatakn bahwa revitalisasi merupakan upaya 

mengembalikan fungsi menjadi lebih dari sebelumnya (Suharsono, 

2009). Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi 

vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk 

kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa 

berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan 

kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah 

membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum 

adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu 

sekali. 

Kuncoro (2008) menjelaskan permasalah umum yang dihadapi pasar 

tradisional antara lain banyaknya pedagang yang tidak tertampung, pasar 
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tradisional mempunyai kesan kumuh, dagangan yang bersifat makanan siap saji 

mempunyai kesan kurang higienis, pusat perbelanjaan modern yang banyak 

tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius pasar tradisional, rendahnya 

kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat 

dasaran yang sudah ditentukan, banyaknya pasar yang tidak beroperasi maksimal, 

rendahnya kesadaran membayar retribusi dan masih ada pasar yang kegiatannya 

hanya pada hari pasaran. 

2.4.2 Tahapan Revitalisasi 

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui 

beberapa tahapan danmembutuhkan kurun waktu tertentu, yaitu (Danisworo, 

2000) : 

1. Intervensi fisik 

Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara 

bertahap, meliputi perbaikandan peningkatan kualitas dan kondisi fisik 

bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang 

terbuka kawasan (urban realm). Mengingat citra kawasan sangat erat 

kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan 

dan pengunjung, intervensi fisik iniperlu dilakukan. Isu lingkungan 

(environmental sustainability) pun menjadi penting, sehingga intervensifisik 

pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik 

tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang. 
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2. Rehabilitasi ekonomi 

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus 

mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan 

yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan 

ekonomi informal dan formal (local economic development), sehingga 

mampumemberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam konteks 

revitalisasi perludikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong 

terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitasbaru). 

3. Revitalisasi sosial / institusional 

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu 

menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar 

membuat beautifulplace. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak 

positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial 

masyarakat/warga (public realms). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang 

logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk 

menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini 

pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. 

 Revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Tangerang melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang bekerjasama dengan 

PT. Bangunbina Persada memiliki tujuan menjamin peningkatan efisiensi dan 

produktifitas Perusahaan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Adanya revitalisasi pasar tradisional bukan semata-mata hanya perbaikan fisik 
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atau bangunan pasar saja tetapi harus dilakukan juga peningkatan sumber daya 

manusianya baik dari pedagang maupun pihak pengelola pasar. 

 Pembangunan pasar bandeng merupakan pilot projecpemerintah Kota 

Tangerang dalam merevitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang. 

Revitalisasi pasar bandeng dimulai melalui lelang tender yaang dimenangkan oleh 

PT. Bangunbina Persada setelah terjadinya kesepakatan antara pemerintah dengan 

PT. Bangunbina Persada maka pembangunan pasar bandeng dimulai pada tahun 

2012 dan rampung pada tahun 2013. 

 Selanjutnya pengelolaan pasar bandeng akan di kelola oleh PT. 

Bangunbina Persada selama kurun waktu 5 tahun. Adapun fasilitas yang ada di 

pasar bandeng yaitu : 

1. fasilitas toilet umum 2 unit (4 pintu) 

2. Satu mushola 

3. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 

4. Pos jaga keamanan 

5. Area parkir yang dapat menampung kurang lebih 300 motor atau sekitar 

kurang lebih 30 mobil 

6. Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkugan pasar 

7. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

2.4.3 Pembinaan Pedagang 

Dalam revitalisasi pasar tradsional tentunya yang dilakukan tidak hanya 

dalam pembangunan fisik saja melainkan pembinaan bagi para pedagang menjadi 

salah satu bagian terpenting dalam revitalisasi pasar tradisional, adapun 
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pembinaan yang dapat dilakukan terhadap pedagang menurut Mentri Dalam 

Negeri Republik Indonesia dalam Pedoman Pasar Tradisional yang Modern 

(dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional), sebagai berikut : 

1. Pembinaan dan disiplin pedagang 

a. Dibuat aturan main yang jelas dan disosialisasikan kepada para pedagang 

Pengelola pasar harus membuat peraturan yang jelas dan kemudian 

dilakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada para pedagang secara 

rutin dan menyeluruh sehingga semua penghuni pasar mengetahui isi dan 

maksudnya. Jika ada yang tidak disetujui oleh penghuni pasar maka harus 

dilakukan pertemuan khusus untuk melakukan perubahan sehingga bisa 

diterima dengan baik. Jika sudah diterima, selanjutnya diminta komitmen 

dari penghuni pasar untuk menaatinya. Agar bisa selalu diingat oleh para 

penghuni pasar, maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik 

mungkin dan ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar. 

b. Penegakan aturan dan pengenaan sanksi yang tegas pada setiap 

pelanggaran 

Pengelola pasar harus bisa bertindak tegas untuk mengenakan sanksi bagi 

setiap yang melakukan pelanggaran. Jangan bertindak diskriminatif dan 

harus konsisten menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya 

apabila pelakupelaku di dalamnya menaati peraturan dengan baik dan 

konsekuen. 
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c. Ciptakan pola pengamanan bersama 

Petugas sekuriti terbatas jumlahnya, karena itu harus dibantu oleh semua 

penghuni pasar agar tercipta suatu pola pengamanan bersama. Setiap 

pedagang atau penghuni harus memiliki tanggung jawab tertentu terhadap 

keamanan pasar. 

2. Edukasi untuk menciptakan pasar yang bersih, indah dan 

Edukasi perlu dilakukan terus menerus terhadap para pedagang penghuni 

pasar. Hal ini dilakukan agar para penghuni bisa menyadari perlunya 

memelihara dan membuat pasar menjadi indah, nyaman, bersih dan sehat baik 

untuk penghuni maupun untuk pengunjung atau pembeli. Mereka harus selalu 

disadarkan bahwa persaingan semakin ketat sehingga diperlukan berbagai 

upaya untuk menarik para pembeli untuk berbelanja di lokasinya. Dalam 

kaitan ini, diperlukan upaya-upaya agar para pedagang penghuni pasar 

senantiasa: 

1) Menata kios dan jualannya dengan rapi dan lebih menarik bagi pembeli 

2) Berpakaian sopan dalam melayani pembeli 

3) Bagi yang berjualan bahan mentah seperti daging, ikan dan sayuran, 

memakai celemek khusus sehingga terkesan lebih bersih. 

4) Menyapa dan melayani pembeli dengan ramah 

5) Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 

6) Merapikan dan membersihkan kios/lapak masing-masing setiap selesai 

berdagang 
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7) Mencuci tangan dengan sabun setelah selesai berdagang dan atau selesai 

membersihkan kios/lapak 

8) Tidak menjual bahan mentah daging (ayam/sapi/kambing dll) dan ikan 

mentah bersama-sama dengan makanan siap saji di tempat yang sama. 

9) Menggunakan peralatan berdagang (pisau, talenan, baskom, ember, 

sarung tangan, celemek, dll) yang bersih dan mencucinya dengan 

deterjen setelah selesai berdagang. 

10) Mencuci atau membasuh meja dagangan dengan deterjen setiap kali 

selesai berdagang. 

11) Pergunakan lokasi yang telah disediakan oleh petugas pengelola pasar 

12) Tidak menjual hewan sakit atau mati yang tidak wajar 

13) Praktek rutin berkala kegiatan disinfeksi total minimal 3 bulan sekali 

14) Semua peralatan yang dipakai untuk handling produk asal hewan 

sebaiknya disikat dan direndam dengan obat suci hama. 

3. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang 

a. Pelatihan administrasi pembukuan 

Administrasi Pembukuan dalam hal ini adalah tata cara pencatatan 

transaksi keuangan baik yang masuk maupun yang keluar. Sehingga para 

pedagang dapat lebih mudah melakukan analisa keuangannya dengan 

tepat dan akurat. Termasuk perlunya para pedagang menyiapkan 

cadangan untuk membayar sewa kios/lapak pada waktu yang tepat 

dengan jumlah yang tepat. 
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b. Pelatihan strategi penjualan 

Menyikapi persaingan antar pedagang yang semakin ketat maka 

diperlukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Dalam kaitan ini, para 

pedagang perlu diberi pengetahuan tentang tatacara pengaturan barang 

dagangan, pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi dan transaksi 

yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang 

dijual. 

c. Sistem stok dan delivery 

Pedagang perlu diberi pengetahuan tentang pengaturan stok barang 

sehingga tidak perlu terjadi penumpukan jika permintaan sedang turun 

dan tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat. Ini terkait 

langsung dengan mekanisme serta sistem distribusi dan delivery barang 

dagangan pada waktu yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. Hal ini 

perlu didukung oleh adanya kelancaran transportasi dan lokasi bongkar 

yang lapang dan tidak sesak (perlu ada jalur atau pintu masuk yang 

khusus untuk mengangkut lalu lintas barang) 

d. Informasi harga barang di pasar 

Baik pedagang maupun pembeli sebaiknya mempunyai akses yang sama 

untuk mendapatkan informasi tentang harga yangsedang berlaku untuk 

semua jenis barang yang diperdagangkandi pasar. Ini akan banyak 

membantu para produsen(petani/peternak) untuk mengetahui harga jual 

yang wajar bagiproduknya sehingga ada insentif untuk meningkatkan 

volumedan kualitas produksinya. Demikian pula dengan 
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pembeli,walaupun harus melakukan tawar menawar, tetapi merekaakan 

puas jika dapat membeli barang dengan harga yangpantas untuk kualitas 

yang sesuai dengan kebutuhannya. 

4. Memahami perilaku konsumen 

Pola perilaku konsumen dewasa ini telah mengalami perubahan. Mereka 

tidak saja menginginkan kualitas dan harga produk yang bagus, tetapi juga 

kualitas tempat (pasar) yang memadai dan layak sesuai dengan tingkat 

pendapatannya. Secara umum, tempat yang nyaman, aman dan memadai 

akan menjadi pilihan utama bagi kebanyakan pembeli. Kondisi ini harus 

bisa menjadi perhatian serius dari para pedagang di pasar tradisional. 

Walaupun tradisional tetapi tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi 

oleh para calon pembeli. Pedagang harus mengetahui bahwa persaingan 

tidak hanya terbatas pada kualitas dan harga produk, tetapi juga sudah 

pada tataran lain yaitu bagaimana memuaskan pelanggan dari faktor yang 

lainnya, seperti adanya kenyamanan berbelanja dan adanya nuansa khusus 

menarik lainya yang tidak dimiliki oleh pasar modern. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan 

hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini 

bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul mengenai 

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang. Walaupun fokus dan lokusnya tidak sama persis tetapi sangat 

membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam 
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Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca: 

Penelitian yang dilakukan oleh Tatang Hamdani, Universitas Gajah Mada 

(2012), dengan judul Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus 

Revitalisasi Pasar Cicadas di Kota Bandung). Pada penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa revitalisasi pasar tradisional di pasar cicadas Kota Bandung di katakan 

gagal. Adapun hasil dari penelitian tersebut, yaitu: 

1. Dalam menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di sekitar 

lingkungan pasar, gagal diwujudkan. Bangunan Pasar dibiarkan tidak terisi 

dan para pedagang lama tetap bertahan di lokasi Tempat Penampungan 

Pedagang Sementara (TPPS). 

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemenfaatan sumber daya dan potensi 

yang dimiliki daerah, tidak mencapai hasil. Kontribusi pendapatan dari pasar-

pasar yang direvitalisasi bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasar 

yang lain, upaya efisiensi anggaran dengan membebankan tanggung jawab 

kepada pihak ketiga ternyata malah membebani anggaran yang tidak sedikit 

guna memuluskan tujuan kebijakan. 

3. Kegagalan inplementasi revitalisasi Pasar Cicadas sangat dipengaruhi oleh 

kekurangan dalam standard dan sasaran kebijakan, tidak ada beban dan 

tanggung jawab yang jelas antara masing-masing implementor di lapangan. 

(sumber: diakses Senin, 11 Mei 2015 pukul 20.52 WIB 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian

Detail&act=view&typ=html&buku_id=56893) 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56893
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56893
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Penelitian lainnya yaitu oleh Hero Nurseto Marandita, Universitas 

Diponegoro (2012), dengan judul Implementasi Revitalisasi Pasar Gading dan 

Pasar Sidodadi di Kota Surakarta. Adapun hasil dari penelitain tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam menghadapi perkembangan pasar modern saat ini, pemerintah Kota 

Surakarta melakukan upaya-upaya untuk melindungi pasar tradisional. Upaya 

yang telah dilakukan oleh Pemkot Surakarta adalah revitalisasi pasar 

tradisional. 

2. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa impelentasi revitalisasi pasar Gading 

dan pasar Sidodadi dipengaruhi oleh aspek (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, 

(3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Sedagangkan faktor pendorong dan 

penghambat program ini berasal dari DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta, 

Paguyuban Pedagang Pasar Gading serta Paguyuban Pedagang Pasar 

Sidodadi, dan para pedagang dari kedua pasar tersebut. 

3. Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah : (1) dalam membuat 

konstruksi pasar harus dipikirkan secara matang, (2) agar pemerintah 

membangun komunikasi yang lebih intensif lagi kepada pedagang, (3) 

pemerintah harus konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat, (4) 

diharapkan pemerintah tetap menjaga komitmen, (5) paguyuban harus sering 

membangun komunikasi dengan seluruh pedagang, (6) paguyuban harus 

mampu mengesampingkan kepentingan pribadi, dan (7) pedagang harus 

berpartisipasi aktif. 
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(sumber: diakses Senin, 11 Mei 2015 pukul 21.15 WIB 

http://eprints.undip.ac.id/35250/1/Hero_Nurseto-D2B008031.pdf) 

2.6 Kerangka Berpikir 

 Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian, 

untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan 

permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut: 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”. 

Sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa 

senyatanya terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh 

pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh banyak data dan informasi mengenai 

apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. 

Ternyata banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan antara lain 

kurangnya minat pembeli untuk berbelanja di pasar bandeng sehingga pasar 

bandeng terlihat sepi akan pembeli.Harga kios yang kurang terjangkau bagi 

pedagang menengah kebawah.Kios dijadikan tempat investasi oleh investor 

sehingga menyebakan banyak kios yang tutup.Adanya pedagang kaki lima di 

sekitar pasar bandeng. Kurang tanggapnya PT. Bangun Bina Persada selaku pihak 

pengelola dalam menanggapi atau menyelasaikan permasalahan yang ada di pasar 

bandeng. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program sehingga penelitian ini 

menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn, dimana menurutnya 

http://eprints.undip.ac.id/35250/1/Hero_Nurseto-D2B008031.pdf
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implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumberdaya, karakteristiki agen 

pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar 

organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar bagan berikut ini: 

Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kurangnya minat pembeli untuk berbelanja 
di Pasar Bandeng 

2. Banyaknya kios di Pasar Bandeng yang 
tutup atau tidak berjualan. 

3. Pembinaan bagi pedagang di Pasar Bandeng 
masih belum optimal. 

4. Adanya pedagang kaki lima di sekitar pasar 
bandeng. 

5. Kurang tanggapnya PT. Bangun Bina 
Persada selaku pihak pengelola dalam 
menanggapi atau menyelasaikan 
permasalahan yang ada di pasar bandeng. 

Implementasi Kebijakan 
Revitalisasi Pasar 
Tradisional di  
Pasar Bandeng Kota 
Tangerang  
(Peraturan Menteri dalam 
Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Pasar 
Tradisional) 

Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn 
(Variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan publik) : 

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan  
2. Sumber-sumber kebijakan 
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 
4. Karakteristik badan-badan pelaksana 
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan ekonomi 
6. Kecenderungan pelaksana (Implementors) 

Berhasil atau tidaknya Implementasi 
Kebijakan Revitalisasi Pasar 
Tradisional di Pasar Bandeng Kota 
Tangerang. 
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2.7 Asumsi Dasar 

Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal peneliti terhadap objek 

yang diteliti.Penelitian ini meneliti tentang Implementasin Kebijakan Revitalisasi 

Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang. Diketahui bahwa revitalisasi 

pasar tradisional di pasar bandeng Kota Tangerang dilakukan pada tahun 2012 

sampai saat ini pengelolaan pasar bandeng masih dilakukan oleh PT.Bangunbina 

Persada dan dalam pelaksanaannya masih menemui permasalahan – permasalahan 

yang ada dilapangan.  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam Implementasi Kebijakan 

Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang, peneliti 

memiliki asumsi bahwadalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang belum optimal dan masih 

diperlukan perbaikan-perbaikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

 Mengenai metode penelitian Arikunto (2010:203) menjelaskan bahwa metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Variasi metode tersebut adalah angket, wawancara, pengamatan atau 

observasi, tes dan dokumentasi. Pemilihan metode dan instrumen penelitian sangat 

ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: objek penelitian, sumber data, waktu dan dana 

yang tersedia, jumlah tenaga peneliti dan teknik yang digunakan untuk mengolah data 

bila sudah terkumpul. 

Dalam penelitian dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional 

di Pasar Bandeng Kota Tangerang, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alalmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna 

generalisasi (Sugiyono, 2012:13) 

Menurut David William(dalam Moleong, 2010:5) penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, 
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dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini 

memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah metode 

alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunya perhatian alamiah. 

Sedangkan menurut Bogdan & Taylor (dalam Moleong 2010:4), 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatkan disintesiskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. (Moleong, 2010:6) 

Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif. Langkah kerja untuk 

mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting social terjewantah dalam suatu 

tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau 

gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, 

mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, 

laporan penelitian kualitatif berisi kutipan, kutipan dari data atau fakta yang diungkap 

di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan 

terhadap apa yang disajikan (Satori & Komariah2010:28). 
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 Jadi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah berbentuk kata, kalimat, 

untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual yang terjadi dengan 

mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam 

hal ini adalah mengenai dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional 

di Pasar Bandeng Kota Tangerang, guna mengetahui bagaimana Implementasi 

Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu bagian yang membatasi dan 

menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, 

ruang lingkup penelitian digunakan untuk menjadi batasan penelitian agar terfokus 

pada fokus penelitian. Dengan itu maka diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk 

lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang” 

Pembatasan ruang lingkup penelitian sendiri didasarkan pada penjabaran yang 

terdapat pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara ringkas dalam 

identifikasi masalah. Adapun, ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pasar Tradsional di 

Pasar Bandeng Kota Tangerang secara mendalam. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yaitu menjelaskan locus penelitian yang akan dilaksanakan, 

termasuk dalam menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya. Pasar Bandeng Kota 

Tangerang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada permasalahan-

permasalahan yang muncul sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah penelitian, yaitu terkait belum optimalnya revitalisasi pasar trarisional di 

pasar bandeng Kota Tangerang. Perusahaan daerah Pasar Kota Tangerangdalam 

mengemban tugasnya dituntut untuk memungkinkan tercapainya peningkatan mutu 

pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan pemanfaatan potensi di 

bidang perpasaran. 

Alasan lain yaitu masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan dalam 

revitalisasi pasar tradisional di pasar bandeng Kota Tangerang sendiri, diantaranya 

Kurangnya minat pembeli untuk berbelanja di pasar bandeng sehingga pasar bandeng 

terlihat sepi akan pembeli; Harga kios yang kurang terjangkau bagi pedagang 

menengah kebawah; Kios dijadikan tempat investasi oleh investor sehingga 

menyebakan banyak kios yang tutup; Adanya pedagang kaki lima di sekitar pasar 

bandeng sehingga menimbulkan kecemburuan dengan pedagang yang ada di dalam 

kios; Kurang tanggapnya PT. Bangunbina Persada selaku pihak pengelola dalam 

menanggapi atau menyelasaikan permasalahan yang ada di pasar bandeng.Oleh 

karenanya, peneliti akan meneliti terkait Implementasi Revitalisasi Pasar Tradsional 

di Pasar Bandeng Kota Tangerang. 
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3.4  Variabel Penelitian 

3.4.1 Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah memberikan penjelasan mengenai konsep dari 

objek penelitian yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan konsep 

kerangka berpikir penelitian itu sendiri. Objek penelitian ini adalah Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang. Definisi 

konsep terkait implementasi Kebijakan revitalisasi pasar tradisional adalah sejauh 

mana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk 

peningkatan efisiensi dan produktifitas Perusahaan Daerah dan peningkataan 

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjalankan peran dominan 

dalam pemerintahan, namun dalam hal ini turut melibatkan masyarakat agar ikut 

andil secara langsung sebagai bagian dari pembangunan daerah. Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya 

pemerintah dalam Mewujudkan tata kehidupan Kota Tangerang, yang tertib, 

tentram, nyaman, dan indah. 

3.4.1.1  Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno 

(2012:149) bahwa implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh 

individu – individu atau  kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam cakup usaha – 

usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan 

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – 
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usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan – keputusan kebijakan. 

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam 

Winarno (2012:158-169) menawarkan suatu model dasar dengan enam variabel yang 

membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance).  

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja 

merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-

indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna 

dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijaka secara menyeluruh.  

2. Sumber-sumber Kebijakan 

 Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) 

lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik 

implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana 

mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana dan untuk membiayai 

program-program yang telah direncanakan. 

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu 

proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Meter dan Van  Horn, prospek-

prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-
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ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dan 

mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. 

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana 

 Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktural formal dari 

organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di 

samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepda ikatan-ikatan badan pelaksana 

dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. 

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Ekonomi 

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik 

merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat 

perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam 

mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil 

kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implemntasi keputusan-

keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil. 

6. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

Mereka mengidentivikasikan tiga unsur tanggapan pelaksana yang mugkin 

memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, 

yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan 

terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Arah 

kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan 

tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. 
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3.4.1.2 Revitaslisasi Pasar Tradisional 

Pengertian dari revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu 

kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian 

mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. 

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi 

dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan 

potensi lingkungan sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat (Danisworo, 

2002).Sehingga yang dimaksud dengan revitalisasi pasar tradisional adalah 

memvitalkan kembali pasar tradisional dengan mencakup perbaikan aspek fisik, 

aspek ekonomi dan aspek sosial. 

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui 

beberapa tahapan danmembutuhkan kurun waktu tertentu, yaitu (Danisworo, 2000) : 

1. Intervensi fisik 

Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara 

bertahap, meliputi perbaikandan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata 

hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban 

realm). 

2. Rehabilitasi ekonomi 

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa 

mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic 

development), sehingga mampumemberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam 
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konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong 

terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitasbaru). 

3. Revitalisasi sosial/institusional 

Kegiatan harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan 

kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms). Sudah menjadi sebuah tuntutan 

yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan 

lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu 

didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. 

3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau objek penelitian dalam 

rincian yang terukur berdasarkan indikator penelitian. Definisi operasional penelitian 

menjabarkan pedoman wawancara penelitian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan Model Implementasi Kebijakan yang 

dirumuskan oleh Van Meter dan Van Hornatau  model pendekatan top-down 

(Agustino 2008:141) disebut dengan A model of the Policy Implementationyang mana 

terdiri dari enam indikator antara lain adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber 

daya, karakterisitk agen pelaksana, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, 

komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berikut 

adalah definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu: 

 



80 
 

 
 

Tabel 3.1 

Pedoman Wawancara Penelitian 

No Indikator Pertanyaan Informan 
I1 I2 I3 

1 Ukuran-ukuran 
dasar dan 
Tujuan-tujuan 
Kebijakan 

Apakah tujuan dari adanya revitalisasi pasar di 
pasar bandeng Kota Tangerang? 

   

Apa saja manfaat dari adanya revitalisasi pasar 
tradisional di pasar bandeng Kota Tangerang? 

   

Apa saja kendala yang dihadapi dalam 
melakukan revitalisasi di pasar bandeng Kota 
Tangerang? 

   

Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh pasar 
bandeng dengan adanya revitalisasi pasar 
tradisional? 

   

Bagaimana respon pedagang dan masyarakat 
dengan adanya revitalisasi pasar bandeng? 

   

2 Sumber-
sumber 
kebijakan 

Siapa saja yang terlibat dalam revitalisasi pasar 
di pasar bandeng Kota Tangerang? 

   

Apakah sumber daya yang dimiliki sudah cukup 
memadai untuk melakukan revitalisasi di pasar 
bandeng Kota Tangerang? 

   

Bagaimanakah mekanisme penganggaran 
revitalisasi Pasar Bandeng? 

   

Apakah sumber daya pendukung (petugas 
keamanan, petugas kebersihan, petugas parkir) 
dalam pengelolaan pasar sudah memadai? 

   

Bagaimana fasilitas untuk menunjang kegiatan 
jual-beli yang ada di pasar bandeng? 

   

Apakah ada pembinaan bagi para pedagang guna 
untuk menigkatkan kualitas sumber daya 
pedagang? 

   

3 Komunikasi 
antar 
organisasi dan 
kegiatan-
kegiatan 
pelaksanaan 

Bagaimana PT. Bangunbina persada dalam 
menanggapi/menangani permasalahan yang ada 
dilapangan? 

   

Bagaimana Perusahaan Daerah dalam 
menanggapi/menangani permasalahan yang ada 
dilapangan? 

   

Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara 
PT. Bangunbina persada dengan Perusahaan 
Daerah Kota Tangerang? 
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Apakah ada wadah bagi para bedagang yang 
ingin menyampaikan saran tentang permasalahan 
yang ada di pasar bandeng? 

   

Apakah ada rapat evaluasi yang dilakukan antara 
Perusahaan Daerah Kota Tangerang dengan PT. 
Bangunbina Persada? 

   

4 Karakteristik 
badan-badan 
pelaksana 

Bagaimana kinerja PT. Bangunbina Persada 
dalam mengelola pasar bandeng? 

   

Bagaimana kinerja Perusahaan Daerah dalam 
melakukan pengawasan di pasar bandeng? 

   

5 Kondisi-
kondisi 
ekonomi, 
sosial dan 
ekonomi 

Bagaimana kontribusi pasar bandeng terhadap 
PAD Kota Tangerang setelah adanya revitalisasi 
pasar? 

   

Bagaimana mekanisme kontribusi kebersihan 
Pasar Bandeng kepada Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Tangerang? 

   

Dengan adanya revitalisasi pasar bandeng apakah 
ada pengaruh terhadap pendapatan pedagang? 

   

Berapa lama waktu yang dibutuhkan pedagang 
dan masyarakat untuk beradaptasi dengan 
kondisi pasar bandeng setelah adanya revitalisasi 
pasar? Bagaimana adaptasi yang dilakukan? 

   

Apa saja kerjasama yang dilakukan oleh 
Perusahaan Daerah Pasar dengan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
mengenai pedagang di Pasar Bandeng? 

   

6 Kecenderungan 
pelaksana 
(Implementors) 

Bagaimana pendapat anda mengenai adanya 
revitalisasi pasar tradisional di pasar bandeng 
Kota Tangerang? 

   

Apakah dengan adanya revitalisasi pasar 
tradisional dapat memberikan manfaat bagi 
seluruh pihak (pedagang, masyarakat 
pemerintah)?  

   

Bagaimana pemerintah mensosialisasikan adanya 
revitalisasi pasar tradisiolan di pasar bandeng? 

   

Bagaimana sikap PT. Bangunbina persada dalam 
menangani pemilik kios yang tidak membuka 
kiosnya? 

   

Sumber Peneliti, 2015 
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3.4.3 Instrumen Penelitian 

Dalam Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai Instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono,2009:59). Selanjutnya Nasution(dalam 

Sugiyono 2009:60) menyatakan: 

 “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, Fokus penelitian, 
Prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan 
itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 
sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 
yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 
peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”. 
 

 Berdasarkan dua pernyataan dari para ahli tersebut peneliti menarik garis 

besar bahwa instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Nasution 

(dalam Sugiyono 2009;61) peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk 

penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 
lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan 
dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

3. Tiap Situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa test 
atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan 
pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, 
menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh. 
6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai 
balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksana 
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Peneliti sebagai key instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti 

siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan. Validasi terhadap 

peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 

memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang 

melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh 

pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap 

bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010: 22). 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat 

penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. 

(Moleong 2010:168) 

Penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional 

di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, instrumen yang digunakan adalah peneliti 

sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menempatkan diri sebagai observer. Adapun 

jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data 

sekunder. Peneliti sebagai key instrument dalam penelitian karena peneliti dapat 

merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri obyek atau subyek yang sedang 
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diteliti. Selain itu, peneliti juga mampu menentukan kapan penyimpulan data telah 

mencukupi, data telah jenuh, dan kapan penelitian dapat dihentikan. 

Peneliti juga dapat langsung melakukan pengumpulan data, melakukan 

refleksi secara terus-menerus dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas 

mengenai sesuatu, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang. 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primerdan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang didapat berupa kata-

kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi 

lapangan. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis 

berupa catatan atau dokumentasi Perusahaan Daerah PasarKota Tangerang dan PT. 

Bangunbina Persada, seperti profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan 

data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun alat-alat 

tambahan yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah pedoman 

wawancara, alat perekam, buku catatan dan kamera. 

Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan memengaruhi 

penentuan teknik pengumpulan data. Banyak masalah yang telah dirumuskan tidak 

dapat dipecahkan dengan baik, karena teknik untuk memperoleh data yang diperlukan 

tidak dapat menghasilkan data yang diinginkan (Satori & Komariah, 2010:103). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan 
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Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, dengan 

menggunakan beberapa macam teknik, diantaranya: 

1. Pengamatan/Observasi 

Observasi menurut Satori dan Komariah, (2010:105) bahwa “observasi adalah 

pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung mapun tidak 

langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian”.Dalam 

tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke 

lapangan, tetangga, organisasi, dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa 

gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar 

manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau 

pengalaman para anggota dalam berorganisasi. 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan 

data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. 

Selain itu observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara 

sistematik kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang 

dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2009:226) yang mengklasifikasikan 

observasi sebagai berikut: 
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a. Observasi berpartisipasi (participant observation) 
b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and 

convert observation), dan 
c. Observasi yang tidak terstuktur (unstructured observation) 

Jadi berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi yang 

dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti 

terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga 

diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan terpercaya. Selain itu peneliti juga 

melakukan observasi secara tersamar dimana pihak-pihak yang diteliti belum 

mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas meneliti. 

2. Wawancara 

Dalam Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai Instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono,2009;59). Selanjutnya Nasution  (dalam 

Sugiyono 2009;60) menyatakan: 

 “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, Fokus penelitian, 
Prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan 
itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 
sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 
yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 
peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”. 
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 Berdasarkan dua pernyataan dari para ahli tersebut peneliti menarik garis 

besar bahwa instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Nasution 

(dalam Sugiyono 2009;61) peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk 

penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 
lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan 
dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

3. Tiap Situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa test 
atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan 
pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, 
menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh. 
6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai 
balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksana 
 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan 

pribadi (Sugiyono,2012;72). 

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data 

didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk 

mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara 

mendapat berabagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. 
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Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan 

oleh peneliti. 

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai 

keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria informan, dan pedoman 

wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum 

melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian 

b. Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai 

c. Menentukan strategi dan taktik wawancara 

d. Mempersiapkan pencatat data wawancara 

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk 

melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan 

untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selanjutnya, peneliti mencatat 

keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan 

merangkainya kembali dalam bentuk kalimat. 

Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan utama. 

Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya 

adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang 

saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan 

menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali 
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adalah untuk memenuhi criteria rigor (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga 

memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklasifikasi informasi yang 

ditentukan pada wawancara pertama.  

Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama 

meliputi perkenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan 

membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap terpenting 

dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon 

informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. 

3. Studi Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini 

hanya mengambil data yang sudah ada di Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

dan PT. Bangunbina Persada, seperti profil instansi, kepegawaian, struktur 

organisasi, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam 

catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi 

lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Penggunaan metode 

dokumentasi dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, digunakan sebagai data pendukung 

terkait masalah penelitian.  
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Dengan adanya data pendukung tersebut ditujukan sebagai penguat 

argumentasi dari data-data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. 

3.5 Informan Penelitian 

Menurut Denzin & Lincoln (dalam Fuad & Nugroho 2014: 57-58), seorang 

peneliti harus bisa menemukan “orang dalam” (an insider), salah satu anggota 

partisipan yang ingin menjadi informan dan berperan sebagai pengarah dan 

penerjemah muatan-muatan budaya, dan pada saat yang lain, jargon dan bahasa 

kelompok setempat. Meskipun wawancara dapat dilakukan tanpa bantuan seorang 

informan, namun sebaiknya tetap menggunakan informan yang baik, sebab dengan 

begitu maka peneliti dapat menghemat waktu lebih banyak dan dapat menghindarkan 

kesalahan-kesalahan selama proses berlangsung. Untuk itulah perlunya key informant 

dalam penelitian. 

Penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional di 

Pasar Bandeng Kota Tangerang”, dalam pemilihan informannya menggunakan teknik 

Purposive Sampling (sampel bertujuan). Menurut Bungin (2011:107), purposive 

sampling adalah strategi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai 

dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Key 

informan digunakan sebagai informan didasarkan pada penguasaan informasi dan 

secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci dalam proses sosial selalu langsung 

menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu.  
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Teknik pemilihan informan dalam penelitian mengenai “Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”adaah 

teknik Purposive Sampling dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat 

dijadikan informan yang berdasarkan pengetahuan peneliti, informan tersebut 

memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Berikut adalah deskripsi informan dalam penelitian “Implementasi Kebijakan 

Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, yang diantaranya: 
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Tabel 3.2 

Deskripsi Informan Penelitian 

No Sektor Kategori Informan Status Kode 

1. Pemerintah 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

Key 
Informan 

I1-1 - Sub Divisi Pembangunan, Pemeliharaan, 
& Rehabilitasi 

- Kepala Pasar Malabar (mantan kepala 
pasar bandeng) 

I1-2 

- Kepala Pasar Bandeng I1-3 
- Staff Pasar Bandeng I1-4 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kota Tangerang 
- Bagian Perdagangan 

I1-5 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Tangerang 
- Bidang Kebersihan 

I1-6 

2. Swasta 

PT. Bangunbina Persada 
I2-1 - Manager Pengelola 

- Admin Keuangan I2-2 
- Petugas penarikan kontribusi dan 

parkir 
I2-3 

3. 
Masyarakat Pedagang Secondary 

Informan 
I3-1 

 Masyarakat/pembeli I3-5 
Sumber: Peneliti, 2015 

3.6 Teknik Analisis dan Uji Keabsahan Data 

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong 2010:248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
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dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam menganalisis 

data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, maka peneliti 

menggunakan analisis data model Miles & Huberman. Model interaktif Miles& 

Huberman dapat dipahami dengan gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar 3.1 

Analisis Data Miles & Huberman 
 

Berikut adalah penjelasan mengenai gambar analisis data menurut Miles & 

Huberman(dalam Fuad & Nugroho 2014:16-18), yang diantaranya: 

a. Reduksi Data (Data Reduction), dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, 

menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi 

dan transformasi data-data kasar dari catatan lapangan. Reduksi data perlu 

dilakukan karena ketika peneliti semakin lama di kancah penelitian akan 

semakin banyak data atau catatan lapangan yang peneliti kumpulkan. Tahap dari 

reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang 

Koleksi 
data 

Reduksi 
Data 

Kesimpulan / 
Verifikasi 

Penyajian 
Data 
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penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, 

member kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis 

sehingga terlihat pola-pola tertentu. 

b. Penyajian Data (Data Display) berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal 

dengan kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dapat membantu 

peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya 

berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya. 

c. Menarik kesimpulan/ verifikasi (Conclusion: Drawing/ Verifying), merupakan 

langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan 

pola-pola yang sudah tergambarkan dalam penyajian data, terdapat hubungan 

kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, 

peneliti kemudian mendapatkan gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti 

dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan 

Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, menggunakan 

teknik analisis data Miles & Huberman dengan empat langkah analisis data, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini 

digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang 

didapat dari hasil penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai 

penelitian yang dilakukan peneliti.  
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3.6.2 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan 

kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu 

yang kemungkinan dapat dilakukan seperti seperti yang dikatakan Denzin dengan 

“Triangulasi”. Istilah penggabungan metode ini dikenal lebih akrab di kalangan 

pemula dengan istilah ‘meta-metode’ atau ‘mix-method’, yaitu metode campuran, 

dimana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama dalam sebuah 

penelitian. Metode ini digunakan sebagai alat untuk menguji apakah data hasil 

penelitian yang telah dikumpulkan terdapat perbedaan atau tidak, sehingga dapat 

diketahui data tersebut dianggap absah atau tidak. Penelitian mengenai “Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, 

menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari 

hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang 

digunakan peneliti, yang diantaranya: 

a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah 
diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian 
dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber 
yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, 
berbeda dan mana yang lebih spesifik. 

b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai 
macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik 
tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan 
catatan dan dilakukan pengecekkan selanjutnya mengapa data bisa berbeda 
(Fuad & Nugroho, 2014:19-20). 

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam menguji keabsahan data, peneliti 

menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan. Dengan menggunakan teknik 
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triangulasi sumber, peneliti memperoleh dari sudut pandang pemerintah dan 

masyarakat. Sedangkan, teknik triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini 

dijadikan dasar oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan terdapat 

perbedaan atau tidak. Dan jika terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti dapat 

melakukan pengecekkan ulang di lapangan, mengapa data yang diterima berbeda, dan 

digunakan sebagai catatan penelitian. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan member check dalam menguji keabsahan 

data. Member check dilakukan dengan melakukan pengecekkan data yang diperoleh 

kepada informan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh informan penelitian, 

sehingga data yang didapat merupakan data yang valid dan kredibel (dapat dipercaya) 

sesuai dengan yang telah disesuaikan dan disepakati oleh informan penelitian yang 

kemudian ditandatangani sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah melakukan 

member check. 

3.7 Jadwal Penelitian 

Jadwal Penelitian adalah menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta 

tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel. 

Penelitian yang dilakukan mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradsional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, berikut adalah rincian jadwal 

penelitian yang akan peneliti lakukan: 
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Tabel 3.3 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
2015 – 2016 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Pengajuan 
judul 

                   

2 Perizinan dan 
observasi awal 

                   

3 Penyusunan 
proposal skripsi 

                   

4 Seminar 
proposal skripsi 

                   

5 
Pengumpulan / 
Pengolahan 
data 

                   

6 
Penyusunan 
laporan hasil 
penelitian 

                   

7 Sidang laporan 
Skripsi 

                   

8 Revisi laporan 
Skripsi 

                   

Sumber: Peneliti, 2015 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Deskripsi obyek penelitian menggambarkan mengenai  obyek penelitian 

yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, tugas pokok dan 

fungsi pada lokasipenelitian, serta hal lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Deskripsi obyek penelitian juga menjelaskan secara 

umum terkait gambaran kota Tangerang serta Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang. Berikut merupakan deskripsi obyek penelitian “Implementasi 

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”. 

4.1.1  Gambaran Umum Kota Tangerang 

Secara geografis kota Tangerang terletak antara 106’36 – 106’42 timur 

dan 6’6 - 6’13’ lintang selatan. Luas wilayah kota Tangerang adalah 17.730 Ha. 

Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, 

yaitu Ciledug (8,769 Km2), Larangan (9,611 Km2), Karang Tengah 

(10,474Km2), Cipondoh ((17,91 Km2), Pinang (21,59 Km2), Tangerang (15,785 

Km2), Karawaci (13,475 Km2), Jatiuwung (14,406 Km2), Cibodas (9,611 Km2), 

Periuk (9,543 Km2), Batuceper (11,583 Km2), Neglasari (16,077 Km2), dan 

Benda (5,919 Km2), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) 

dan 4.900 rukun tetangga (RT). 

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibu 

kota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Posisi Kota Tangerang 

tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota 
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Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI 

Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan 

wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang 

produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan 

keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya 

termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan 

udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan 

perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang. 

 

Gambar 4.1 

Peta Kota Tangerang 

Adapun batas wilayah kota Tangerang yang terdapat di gambar 4.1 sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi dan 

 Kecamatan Sepatan Timur (Kabupaten Tangerang) 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua 

 (Kabupaten Tangerang), serta Kecamatan Serpong 
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 Utara dan Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang 

Selatan) 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis  

 (Kabupaten Tangerang) 

d. Sebelah Timur : Jakarta Barat dan Jakarta Selatan 

Untuk urusan perdagangan Kota Tangerang mempunyai pasar tradisional 

yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Tangerang. Ada pasar yang di kelola 

pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Tangerang,  ada pula yang di kelola oleh pihak swasta. Pasar 

tradisional menjadi salah satu aset terpenting yang dimiliki setiap daerah 

khususnya bagi Kota Tangerang sendiri. Kegiatan perdagangan bisa di mulai dari 

pasar tradisional dan pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang PAD di 

Kota Tangerang. 

Salah satu pasar yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Pasar Bandeng. Pasar 

Bandeng terletak di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Secara geografis 

Kecamatan Karawaci terletak di Kota Tangerang, yang berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Periuk dan Kecamatan Neglasari di sebelah Utara, di sebelah 

Selatan berbatasandengan Kecamatan Cibodas, di sebelah Timurberbatasan 

dengan Kecamatan Tangerang, dandi sebelah Barat dengan Kecamatan 

Cibodasdan Periuk. Sedangkan topografi permukaan Kecamatan Karawaci 

merupakan dataran. 
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a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tangerang 

Berdasarkan data BPS Kota Tangerang jumlah penduduk Kota Tangerang 

tahun 2013 berjumlah 1.952.396. Jumlah itu terdiri dari 997.398 penduduk laki-

laki dan 954.998 penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut dapat terlihat 

bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Tangerang berjumlah lebih banyak 

dibanding penduduk perempuan. Adapun tabel jumlah penduduk Kota Tangerang 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2013 

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Total 
1. Ciledug 85.252 81.546 166.798 
2. Larangan 91.571 88.404 179.975 
3. Karang Tengah 64.953 63.591 128.544 
4. Cipondoh 126.901 123.840 250.741 
5. Pinang 91.310 88.251 179.561 
6. Tangerang 84.905 80.054 164.959 
7. Karawaci 88.738 87.932 176.670 
8. Jatiuwung 64.385 56.975 121.360 
9. Cibodas 74.783 73.915 148.698 
10. Periuk 70.661 67.348 138.009 
11. Batuceper 49.615 46.674 96.089 
12. Neglasari 57.151 52.909 110.060 
13. Benda 47.173 43.759 90.932 

Jumlah Total 997.398 954.998 1.952.396 
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2015) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar 

saat ini berada di Kecamatan Cipondoh, yaitu 250.741 jiwa, sedangkan jumlah 

penduduk terkecil berada di Kecamatan Benda, yaitu 90.932 jiwa. Selain itu, 

berdasarkan data BPS Kota Tangerang Kecamatan Larangan merupakan 

Kecamatan terpadat dengan penghuni 19.146 jiwa untuk setiap kilometer 

perseginya, dan Kecamatan Neglasari merupakan Kecamatan yang paling sedikit 
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tingkat kepadatannya dengan penghuni sebanyak 6.551 jiwa untuk setiap 

kilometer perseginya. 

b. Ekonomi 

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari total produksi 

barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang tergambar dalam 

besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besar kecilnya PDRB 

suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki 

daerah tersebut. Nilai PDRB Kota Tangerang pada tahun 2013 terlihat mengalami 

kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan 

adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta kenaikan 

harga produksinya di Kota Tangerang dan laju pertumbuhan PDRB Kota 

Tangerang tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 12,83%. 

Secara riil, pada tahun 2013 capaian pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang 

meningkat lebih lambat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang 

mencapai 6,3%, sebelumnya 6,41% pada tahun 2012 dan 6,84% pada tahun 2011. 

Pada tahun 2013 sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan PDRB Kota 

Tangerang adalah sektor sekunder yang didominasi oleh sektor industri 

pengelolaan yang memberikan kontribusi sebesar 50,16% sedangkan sektor tersier 

menunjukkan pertumbuhan yang pesat khususnya sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran yang memberikan kontribusi sebesar 29,44% dan sektor pertanian 

merupakan sektor yang berkontribusi paling kecil yaitu sebesar 0,15%. 

Diperkirakan ke depan akan terjadi pergeseran sektor unggulan dari sektor 

industri pengolahan ke sektor jasa 



103 
 

 
 

4.1.2 Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

Pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang di kelola oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang di bentuk pada tahun 2003 berdasarkan 

peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang, Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Seri B Tahun 2003 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 

Sebelumnya pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang di kelola oleh 

pemerintah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pariwisata dan Dunia Usaha 

Kota Tangerang. Pengelolaan pasar pada saat dikelola oleh Pemerintah Kota 

Tangerang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pariwisata dan Dunia Usaha 

tidak sesuai lagi, karena adanya persaingan global dan seiring dengan 

perkembangan Kota Tangerang. 

Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang pasar 

yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasar berjumlah 8 pasar yang tersebar di 

berbagai kecamatan. Kedelapan pasar tersebut yaitu, Pasar Anyer, Pasar 

Grendeng, Pasar Poris, Pasar Malabar, Pasar Bandeng, Pasar Jatiuwung, Pasar 

Ciledug dan Pasar Ramadhani. Namun pada tahun 2015 Pasar Ciledug sudah 

berpindah tangan menjadi pasar milik swasta dan sudah tidak berada di bawah 

naungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. Hingga saat ini pasar yang 

masih di kelola oleh Perusahaan Daerah pasar Kota Tangerang berjumlah 7 pasar 
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tradisional yaitu, Pasar Anyer, Pasar Grendeng, Pasar Poris, Pasar Malabar, Pasar 

Bandeng, Pasar Jatiuwung dan Pasar Ramadhani. 

a. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

Visi Perusahaan Daerah : 

Secara umum visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu 

organisasi harus dibawa agar dapat eksis. Visi organisasi harus merupakan 

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh 

suatu organisasi di tahun yang akan datang. Maka dari itu, Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Tangerang menetapkan visi yaitu : 

“Menjadikan Perusahaan Daerah Pasar sebagai bagian penggerak 

perekonomian Kota Tangerang dengan membangun dan mengembangkan 

pasar yang representatif.” 

Misi Perusahaan Daerah Pasar adalah : 

Untuk memenuhi visi tersebut Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

menjabarkannya ke dalam misi. Adapun misi Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang yaitu sebagai berikut : 

1. Menyediakan fasilitas yang layak (tertib, bersih, rapi dan nyaman serta aman) 

kepada para pedagang di pasar sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu dari 

komoditi. 

2. Rehabilitasi / pembangunan pasar-pasar yang ada secara bertahap melalui 

financial engenering antara lain berupa : 

a) Kemampuan aktiva sendiri (on fund) 

b) Kredit bank 
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c) Kerjasama usaha 

d) Equity APBD 

3. Membangun blok-blok kios PKL sebagai bagian dari penataan kota secara 

keseluruhan. 

4. Membangun pasar-pasar baru yang lebih menyebar untuk keperluan : 

a) Mengurangi mobilitas penduduk dalam kaitannya dengan kemacetan lalu 

lintas 

b) Membatasi akses ke pasar modern dalam kaitannya dengan diversitas 

harga-harga    dan pola hidup hemat (tidak konsumtif) 

c) Meningkatkan pendapatan usaha, laba bersih dan PAD 

b. Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang menjelaskan tugas 

pokok dan fungsi dari Perusahaan Daerah Pasar adalah sebagai berikut : 

Pasal 5 

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok mengupayakanpeningkatan mutu 

pelayanan Pemerintah Daerah dan PendapatanAsli Daerah di bidang 

perpasaran melalui kegiatan-kegiatan sertausaha-usaha perencanaan, 

pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan nilai sosial – ekonomi pasar. 

Pasal 6 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah memiliki fungsi : 
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a. Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah; 

b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan ataupembangunan pasar; 

c. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar; 

d. Pengelolaan terhadap retribusi yang berkenaan denganpasar; 

e. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelakuusaha dan 

masyarakat pengguna pasar; 

f. Pemberian fasilitas dalam rangka penciptaan stabilitas hargadan 

kelancaran arus distribusi barang di pasar. 

c. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang   

Susunan struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar berdasarkan 

Keputusan Walikota Tangerang Nomor 9 Seri B Tahun 2003 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja adalah terdiri dari : 

1. Badan Pengawas 
2. Direksi, yang terdiri dari : 

a. Direktur Utama 
b. Direktur Administrasi dan Keuangan 
c. Direktur Operasi 

3. Divisi Administrasi, yang membawahkan: 
a. Sub divisi Umum dan Personalia 
b. Sub divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat 

4. Divisi Keuangan, yang membawahkan: 
a. Sub divisi Anggaran dan Kas 
b. Sub divisi Pembukuan dan Pelaporan 

5. Divisi Usaha dan Jasa, yang membawahkan: 
a. Sub Divisi Pemasaran 
b. Sub Divisi Pemberdayaan Pedagang 

6. Divisi Teknik dan Penertiban, yang membawahkan: 
a. Sub divisi pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitas 
b. Sub divisi Penertiban 

7. Bidang Pasar 
a. Kepala Pasar 
b. Petugas Koordinasi Pasar 
c. Petugas Keamanan dan Kebersihan Pasar 
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Gambar 4.2 

Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

(Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, 2015) 

 
4.2 Deskripsi Data 

Deskripsi data merupakan bagian untuk menjelaskan penelitian yang telah 

diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data, baik data 

kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti dalam tahap ini akan melakukan analisis 

data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 15 (lima belas) 
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informan penelitian, yang terdiri dari pilar pemerintah, pilar swasta, dan pilar 

masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan informan Purposive 

Sampling. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian, yaitu untuk 

mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di 

Pasar Bandeng Kota Tangerang. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan 

menggunakan model teori implementasi kebijakan dari Van Metern dan Van 

Horn. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:158-169) menawarkan 

suatu model dasar dengan enam variable yaitu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan 

kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi kegiatan-

kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi-kondisi sosial, 

ekonomi dan politik, kecenderungan pelaksana. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses 

menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti 

yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam prosesnya analisa 

dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman, yaitu melakukan tiga kegiatan penting, yaitu reduksi data, 

penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi hasil penelitian. Untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data hasil penelitian tersebut, 

maka peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kode-kode tersebut 

ditentukan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan 

permasalahan penelitian, diantaranya: 
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Tabel 4.2 

Kode Penelitian 

Kode Keterangan 

I1-… Informan dari Pilar Pemerintah 

I2-… Informan dari Pilar Swasta 

I3-… Informan dari Pilar Masyarakat 

(Sumber: Peneliti, 2016) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa kode-kode penelitian, 

yang terdiri dari Pertanyaan dan informan penelitian. Adapun kode informan 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga bagian, yang mana kode informan I1-

1, I1-2, I1-3, I1-… merupakan kode untuk informan dari Pilar Pemerintah, kode 

informan I2-1, I2-2, I2-3, I2-… merupakan kode untuk informan dari Pilar Swasta, 

serta kode informan I3-1, I3-2, I3-3, I3-… merupakan kode untuk informan dari Pilar 

Masyarakat. Kode informan tersebut ditujukan untuk memudahkan peneliti 

menganalisis data hasil penelitian serta untuk mempermudah pembaca dalam 

mengenali informan dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan 

Reviyalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”. 

4.2.1 Data Informan Penelitian 

Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi 

sumber data utama dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan 

Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”. Deskripsi 

informan penelitian meliputi nama informan, dan pekerjaan atau jabatan dari 

informan penelitian tersebut. Penjelasan mengenai data informan penelitian 
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tersebut dapat menjelaskan bagaimana peran dari masing-masing informan dalam 

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan penelitian 

yang tepat dan kredibel. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 

informan yang terdiri dari 7 informan dari pilar pemerintah, 3 informan dari pilar 

swasta dan 5 informan dari pilar masyarakat. Berikut adalah daftar deskripsi 

informan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”, sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Daftar Informan 

No. Sektor Nama Informan Pekerjaan/Jabatan Kode 

1. 

P 

e 

m 

e 

r 

i 

n 

t 

a 

h 

 

Teguh Waluyo, 

S.E 

Kepala Sub. Divisi Pembangunan, 

Pemeliharaan dan Rehabilitasi 

Perusahaan Daerah Pasar  

I1-1 

Sugeng Aryanto, 

SH 

Kepala Pasar Malabar/Mantan Kepala    

Pasar Bandeng  
I1-2 

Sanusi Endang 

Priatna 
Kepala    Pasar Bandeng  I1-3 

Hizbulloh Staff    Pasar Bandeng  I1-4 

Sudadi, S.IP 

Kepala Bagian Perdagangan Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi 

I1-5 

Marjail, S.IP, 

M.AP 

Kepala UPT Retribusi Persampahan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
I1-6 

Buceu Gantina, 

S.STP 

Kasi Penyapuan dan Pengangkutan 

Sampah Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan  

I1-7 

2. Swasta 

Yaman Humas PT. Bangunbina Persada I2-1 

Trias Anggraini 
Admin Keuangan PT. Bangunbina 

Persada 
I2-2 

Siti Patimah 
Petugas Penarikan Kontribusi dan 

Parkir 
I2-3 

3. Masyarakat 

Eti Sumiati Pedagang sandal  I3-1 

Mamat Pedagang sembako  I3-2 

John Pedagang makanan minuman  I3-3 

Ines Ibu Rumah Tangga/konsumen I3-4 

Yuleha Ibu Rumah Tangga/konsumen I3-5 

(Sumber: Peneliti, 2016) 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing 

informan dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang”. Adapun kode informan 

menjelaskan perbedaan peran informan dari masing-masing pilar, yaitu I1-… 

sebagai informan dari pilar pemerintah, I2-… sebagai informan dari pilar swasta, 

dan I3-…. dari pilar masyarakat. Informan di atas merupakan informan peneliti 

anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan 

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang.  Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai 

dan kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan. 

4.2.2 Analisis Data Penelitian 

Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang 

didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 15 (lima belas) informan 

penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap 

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang. Adapun dalam menganalisis data hasil penelitian lapangan dengan 

menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn 

yang mana terdiri dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber 

kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 

karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonomi 

dan politik, kecenderungan pelaksana (implementors). Berikut adalah analisis data 

penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di 

Pasar Bandeng Kota Tangerang”. 
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4.2.2.1 Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 

 Di dalam implementasi suatu kebijakan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan kebijakan menjadi salah satu bagian terpenting. Kinerja implementasi 

kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari 

kebijakan memang realistis dengan keadaan yang ada. Dalam hal ini revitalisasi 

pasar tradisional bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, nyaman dan 

dapat meningkatkan perekonomian di sekitar pasar Bandeng Kota Tangerang. 

a. Tujuan revitalisasi pasar tradisional 

 Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kesamaan persepsi berkaitan 

dengan tujuan dari adanya revitalisasi pasar di pasar bandeng, sehingga dapat 

diketahui kesesuaian antara pendapat dari key informant dalam hal ini Perusahaan 

Daerah Pasar dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri tahun 2012 serta perjanjian 

yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar dengan pihak pengelola yang 

dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan I1-1, I1-2, I1-3 dan I1-4 

dapat diketahui tujuan dari keberadaan revitalisasi di pasar bandeng adalah untuk  

memberikan fasilitas masyarakat yang nyaman bersih, rapih dan menguntungkan. 

Tujuan tersebut selaras dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 20 

Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Pasal 2, 

yang berbunyi : 

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi : 

1) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman bersih dan sehat; 
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Sebelum di revitalisasi bangunan kios-kios Pasar Bandeng sudah rusak dan 

pasar terlihat kumuh, setelah adanya revitalisasi pasar bandeng dengan 

adanya bangunan yang berisikian kios-kios Pasar Bandeng menjadi tertib, 

teratur, aman bersih dan sehat 

2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

Dengan adanya kondisi Pasar Bandeng yang jauh lebih setelah dilakukan 

revitalisasi dari segi fasilitas yang sudah ada dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik seperti memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk 

berbelanja ke pasar bandeng yang sudah tertata rapih dan bersih. 

3) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; 

Untuk saat ini Pasar Bandeng masih belum bisa dibilang sebagai salah satu 

penggerak roda perekonomian hal tersebut dikarenakan masih sepinya 

kondisi di Pasar Bandeng. 

4) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan 

dan toko modern. 

Setelah dilakukannya revitalisasi, dari segi fisik Pasar Bandeng mampu 

bersaing dengan pasar modern. Karena sudah disediakan berbagai macam 

fasilitas penunjang untuk kegiatan yang ada di pasar bandeng. 

Dapat disimpulkan bahwa implementor mengetahui arah dan tujuan dari 

adanya revitalisasi pasar tradisional di pasar bandeng yaitu untuk memberikan 

fasilitas masyarakat yang nyaman bersih, rapih dan menguntungkan, serta tujuan 

tersebut selaras dengan tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar dalam 

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012. 
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b. Manfaat revitalisasi 

Tujuan dari adanya revitalisasi pasar bandeng yaitu untuk memberikan 

fasilitas masyarakat yang nyaman bersih, rapih dan menguntungkan. Oleh karena 

itu peneliti ingin mengetahui apasaja manfaat yang dirasakan dari adanya 

revitalisasi pasar bandeng. 

Berdasarkan wawancara dengan I1-1, I1-2, I1-3 dan I1-4 menyatakan bahwa 

manfaat dari revitalisasi pasar bandeng yaitu dapat menciptakan pasar yang lebih 

bersih dan nyaman. Hal tersebut senada di katakana oleh informan I2-1, I2-2 dan I2-3 

bahwa manfaat dari revitalisasi pasar bandeng bahwa masyarakat tidak perlu takut 

lagi akan pasar yang becek, kumuh dan kotor karena pasar bandeng sudah rapih 

dan bersih. Begitupula dengan pedagang yang menyatakan bahwa pasar bandeng 

lebih tertata rapih. Adapun manfaat yang dirasakan informan I3-4 sebagai berikut : 

“Pasar menjadi rapih karena ada bangunan pasar, sebelumnya pasar 
bandeng cuman lapak-lapak aja.” (wawancara dengan Mamat selaku 
pedagang di pasar bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di Pasar 
Malabar) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa revitalisasi pasar bandeng dapat memberikan manfaat yang baik terutama 

bagi masyarakat. Manfaat dengan adanya revitalisasi pasar  yaitu pasar jauh lebih 

bersih dan rapih dibanding pasar sebelum dilakukan revitalisasi. 

c. Kendala yang dihadapi 

Dalam implementasi revitalisasi pasar tradisional tentunya terdapat 

kendala-kendala yang dihadapi oleh implementors. Kendala yang dimaksud disini 

adalah kendala ketika terjadinya revitalisasi di pasar bandeng. Untuk mengetahui 

kendala-kendala apa saja yang dihadapi peneliti mewawancarai informan dari 
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pihak Perusahaan Daerah Pasar dan PT. Bangunbina Persada selaku pengelola 

Pasar Bandeng selama 5 tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui 

bahwa kendala terbesar adalah pasar bandeng menjadi sepi pembeli, serta banyak 

kios yang sudah di beli tetapi tidak untuk di gunakan sebagai tempat berjualan 

melainkan untuk di kontrakan kembali kepada calon pedagang. Hal tersebut sama 

diungkapkan oleh informan Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan 

dari sektor pemerintah I1-1dan I1-2 sebagai berikut : 

“Salah satu permasalaha yang masih belum terpecahkan sampai saat ini 
juga adalah masalah pasar bandeng yang sepi pengunjung. Alasan pasar 
bandeng terlihat sepi juga mungkin salah satunya dari kondisi bangunan 
yang jika dilihat dari luar tidak terlihat aktivitas pasar karena bangunan 
yang terisi hanya di lantai bawah yang terlalu menjorok kebawah 
sedangkan lantai atas masih banyak kios yang kosong.”(wawancara 
dengan Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala Sub. Divisi Pembangunan, 
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan Daerah Pasar pada hari senin, 7 
Maret 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Pasar) 

“Adanya warga sekitar yang mencari uang melalui parkir di pinggir 
pasar dan masih ada PKL di luar pasar. Permasalahan pasar sepi 
walaupun awal pembangunan sempat ramai tetapi seiring berjalannya 
waktu pasar menjadi sepi. Banyaknya kios yang dijadikan investasi atau 
sudah dibeli tetapi tidak dibuka untuk tempat berjualan melainkan di 
kontrakan kembali.” (wawancara dengan Sugeng Aryanto, S.H selaku 
mantan kepala pasar bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di Kantor 
pengelola Pasar Malabar) 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak swasta selaku 

pengelola pasar bandeng selama 5 tahun. Adapun hasil wawancara dengan I2-1dan 

I2-3 sebagai berikut : 

“Kendalanya seperti yang dilihat pasar masih terlihat sepi, dan masih 
banyak juga kios yang tutup tetapi sudah dibeli.”(wawancara dengan 
Yaman selaku humas PT. Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 Maret 
2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 
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“Awal pembangunan pasar bandeng ramai, namun lama kelamaan 
menjadi sepi. Bagi saya selaku petugas parkir dan penarikan retribusi 
adanya parkir liar yang ada di pinggir pasar menjadi ancaman juga 
karena tentunya pendapatan parkir bisa berkurang dengan adanya parkir 
liar di pinggir pasar bandeng.” (wawancara dengan Siti Patimah selaku 
etugas penarikan kontribusi dan parkir PT. Bangunbina Persada pada hari 
Rabu, 16 Maret 2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

 Sehingga dapat disimpulkan kendala yang dihadapi dalam revitalisasi 

pasar di pasar bandeng baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta selaku 

pengelola yaitu, pasar sepi. Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah 

banyaknya kios yang tutup tetapi sudah di beli. 

d. Kekuatan dari adanya revitalisasi 

Dalam pelaksanaan implementasi revitalisasi pasar bandeng yang sudah 

berjalan tentunya terdapat kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pasar bandeng itu 

sendiri.  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 

dari sektor pemerintah I1-1, I1-2, I1-3,I1-4 serta informan dari pihak swasta I2-1, I2-

2menyatakan bahwa kekuatan yang dimiliki yaitu dari segi tata letak pasar yang 

berada di pinggir jalan dan pasar bandeng lebih tertata rapih serta bersih. Adapun 

penggalan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan I1-3sebagai berikut : 

“Pasar bandeng yang terletak di pinggir jalan raya, pasar bandeng juga 
berada di tengah-tengah fasilitas umum lainnya, selain itu pasar bandeng 
juga sudah bersih dibanding pasar-pasar yang dikelola oleh Perusahaan 
Daerah Pasar Kota Tangerang”(wawancara dengan Sanusi Priatna selaku 
kepala pasar bandeng  pada hari Jumat, 11 Maret 2016 di Kantor pengelola 
Pasar Bandeng) 

Selain itu informan I2-1 memberikan informasi yaitu : 

“Pasar bandeng letaknya cukup strategis dan dari segi bangunan jauh 
lebih baik dari pasar tradisional yang sebelumnya. Selain itu Pasar 
Bandeng mendapatkan Adipura mengenai kebersihan pasar pada tahun 
2015.”.(wawancara dengan Yaman selaku Humas PT. Bangunbina 
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Persada pada hari Rabu, 16 Maret 2016 di Kantor Pemasaran Pasar 
Bandeng) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kekuatan 

yang dimiliki oleh pasar bandeng yaitu letaknya yang cukup strategis karena 

berada di jalan raya serta berada di dekat pusat-pusat pelayanan masyarakat serta 

pasar bandeng dari segi kebersihan dan kerapihan cukup baik. 

e. Respon pedagang dan masyarakat 

Adanya revitalisasi pasar bandeng menimbulkan berbagaimacam respon 

baik dari segi pedagang maupun masyarakat yang merasakan langsung dampak 

dari adanya revitalisasi pasar bandeng. Respon dari pedagang maupun masyarakat 

tentunya dapat menilai bagaimana implementasi revitaliasasi pasar ini dilakukan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala 

Sub. Divisi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan Daerah 

Pasar di Kantor Perusahaan Daerah Pasar menyatakan bahwa setiap kebijakan 

yang digulirkan pasti ada pro dan kontra. Respon dari pedagang I3-1, I3-2 dan I3-3 

awalnya mereka meyatakan setuju tetapi dengan hasil yang tak sesuai harapan 

mereka merasa kecewa. Adapun wawancara dengan informan I3-3 sebagai berikut : 

“Respon pedagang setuju karna pada saat itu berharap setelah adanya 
revitalisasi pasar bandeng, pasar bandeng menjadi semakin ramai tetapi 
setelah pembangunan ditahun pertama memang ramai tapi semakin kesini 
mejadi sepi dan membuat saya kecewa.”(wawancara dengan Mamat 
selaku pedagang pasar bandeng pada hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar 
Bandeng) 

Berbeda dengan masyarakat, dari informan yang di wawancarai I3-4, I3-5 

dan I3-6 merespon dengan baik adanya revitalisasi pasar bandeng ini. Bagi mereka 

selaku pembeli memang pasar bandeng terlihat jauh lebih rapih dan bersih 
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dibanding sebelum di adakan revitalisasi. Sehingga membuat pembeli lebih 

nyaman ketika berbelanja di pasar bandeng. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa 

respon dari pedagang dan masayarakat ada yang merespon dengan baik tetapi ada 

pula yang merespon dengan kekecewaan dari keberadaan revitalisasi pasar 

bandeng karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diawal adanya 

revitalisasi. 

4.2.2.2 Sumber-sumber Kebijakan 

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-

sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud meliputi 

Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber finansial. 

Setiap implementasi kebijakan akan menuntut keberadaan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam hal ini untuk mendukung adanya revitalisasi 

pasar bandeng yang optimal. Selain itu sumber daya finansial dan waktu juga 

merupakan faktor penunjang keberhasilan suatu kebijakan tersebut. 

a. Sumber Daya Manusia yang terlibat 

Untuk melakukan implementasi revitalisasi pasa tentunya dibutuhkan 

Sumber Daya Manusia yang dapat menunjang keberhasilan implementasi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informanI1-1, I1-2, I1-3, 

I1-4 dan I1-5 yang terlibat dalam implementasi revitalisasi pasar bandeng yaitu 

pemerintah melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, pihak swasta yaitu 
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PT. Bangunbina Persada dan masyarakat, baik pedagang, konsumen ataupun 

warga sekitar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang terlibat 

dalam implementasi revitalisasi pasar bandeng adalah Perusahaan Daerah Pasar 

Kota Tangerang sebagai pengawas asset daerah yang di kelola oleh pihak swasta, 

PT. Bangunbina Persada sebagai pengelola pasar bandeng selama 5 tahun, dan 

masyarakat yang terdiri dari pedagang, pembeli dan warga sekitar. 

Key aktors dalam implementasi revitalisasi pasar tradisional di Pasar 

Bandeng adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dan PT. Bangunbina 

Persada. Dari adanya revitalisasi ini yang merasakan dampak langsung adalah 

pedagang yang berada di Pasar Bandeng serta masyarakat sekitar. 

b. Sumber daya manusia PT. Bangunbina Persada 

 Dalam implementasi revitalisasi pasar bandeng sumber daya manusia 

sebagai pengelola pasar bandeng menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

berhasil tidaknya implementasi revitalisasi pasar bandeng. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I1-1mengenai sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh pengelola, sebagai berikut : 

“Saya tidak terlalu begitu mengamati mengenai sumberdaya yang ada di 
pasar bandeng, sebenarnya ada dilema antara pasar yang sepi dengan 
jumlah sumberdaya yang ada di pasar bandeng. Karena pengelolaan 
untuk pasar bandeng sepenuhnya berada di tangan PT. Bangunbina 
Persada.”(wawancara dengan Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala Sub. 
Divisi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan Daerah 
Pasar pada hari senin, 7 Maret 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Pasar) 

Informan I1-4memberikan tanggapan tentang sumber daya manusia di PT. 

Bangunbina Persada selaku pihak pengelola pasar bandeng : 
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“Disini saya masih staff baru, menurut saya sumber daya dari PT. 
Bangunbina Persada masih belum memadai, karena jika ditanya 
mengenai pasar bandeng jawabannya tidak tau. Entah ada yang ditutupi, 
saya pun tidak begitu mengerti. Tetapi untuk masalah kebersihan 
keamanan dan parkir saya rasa sudah cukup.”(wawancara dengan 
Hizbulloh selaku staff perbantuan Pasar Bandeng pada hari Jumat, 11 
Maret 2016 di Kantor Pengelola Pasar Bandeng) 

Hal tersebut di pertegas lagi oleh informan  I2-1 : 

“Sumber daya masih belum memadai, inginnya menambah pegawai lagi 
tetapi kemampuan untuk membayar pegawai masih belum mampu karena 
kondisi pasar yang sepi. kita hanya memiliki petugas kebersihan 4 orang, 
petugas keamanan 3 orang, staff 3 orang, humas 1 orang dan manager 1 
orang digabung oleh pasar yang ada di kelapa dua.” (wawancara dengan 
Yaman selaku Humas PT. Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 Maret 
2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

Untuk memperjelas jumlah personil office/petugas PT. Bangunbina 

Persada yang menjadi pengelola pasar di pasar bandeng, peneliti merangkum 

dalam bentuk tabel yang datanya didapat dari PT Bangunbina Persada, sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Jumlah PersonilOffice/Petugas di PT. Bangunbina Persada 

No. Personil 
office/Petugas 

Jumlah 
Awal Saat ini 

1. Manager 1 orang Digabung dengan Pasar Kelapa dua 
2. Humas 1 orang 1 orang 
3. Admin. Keuangan 1 orang 1 orang 
4. Pemasaran 1 orang - 
5. Penarikan Kontribusi 2 orang 2 orang (merangkap sebagai petugas 

penarikan kontribusi dan parkir) 6. Parkir 7 orang 
7. Kebersihan 8 orang 4 orang 
8. Keamanan 10 orang 3 orang 

Jumlah Keseluruhan 30 orang 12 orang 
(Sumber: PT. Bangunbina Persada, 2016) 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa awal setelah pembangunan jumlah 

personil office/petugas di PT. Bangunbina Persada untuk mengelola pasar 

bandeng berjumlah 30 orang. Namun setelah setahun pada tahun 2014 kondisi 

pasar bandeng menjadi sepi sehingga berimbas kepada pendapatan yang didapat 

oleh PT. Bangunbina Persada yang mengakibatkan pengurangan jumlah personil 

office/petugas, saat ini menjadi 12 orang. Rata-rata pendidikan yang dimiliki 

untuk pesonil office SMA sederajat sedangkan untuk petugas memiliki pendidikan 

akhir rata-rata SMP. Pengurangan personil terebut membuat dilema PT. 

Bangunbina Persada disatu sisi merasa kekurangan personil tetapi disatu sisi lain 

PT. Bangunbina Persada dengan pendapatan yang dimiliki tidak mampu 

membayar personil. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

sumber daya manusia yang dimiliki PT. Bangunbina Persada selaku pihak 

pengelola, dalam pengelolaan di pasar bandeng masih belum cukup tetapi 

mengingat pasar bandeng yang tidak begitu ramai membuat pihak pengelola tidak 

sanggup untuk menambah jumlah staff untuk pengelolaan pasar bandeng yang 

lebih maksimal. 

b. Fasilitas penunjang di pasar bandeng 

Fasilitas penunjang yang tersedia di pasar bandeng menjadi salah satu 

perhatian penting dalam revitalisasi pasar tradisional. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan dengan informan dari pemerintah I1-1, I1-2, I1-3 danI1-4, informan 

dari pihak swasta I2-1, dan I2-2, informan dari masyarakat  I3-1, I3-2, I3-3, I3-4 danI3-5 

menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di pasar bandeng yaitu adanya toilet, 



123 
 

 
 

mushola, kantor pengelola, kantor pemasaran, lahan parkir, pos keamanan, tempat 

pembuangan sampah, kios-kios yang sudah tertata rapih serta adanya CCTV. 

Selain itu fasilitas penunjang di Pasar Bandeng juga termasuk dalam aspek 

intervensi fisik yang di kemukakan oleh Danisworo. Aspek intervensi fisik 

meliputi perbaika peningkatan kondisi fisik bangunan. Adapun kesesuaian sarana/ 

fasilitas pendukung di Pasar Bandeng dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 

20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Pasal 9, 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Sarana Pendukung di Pasar Bandeng 

No. Sarana Pendukung Keterangan 
1 kantor pengelola  Ada 1 kantor pengelola 
2 areal parkir Untuk 30 mobil atau ± 300 motor 
3  tempat pembuangan sampah 

sementara/sarana pengelolaan 
sampah 

Ada 1 dibelakang 

4 air bersih Ada  
5 sanitasi/drainase Ada  
6 tempat ibadah Ada 1 mushola 
7 toilet umum Ada 4 (2 di depan dan 2 dibelakang) 
8 pos keamanan Ada 1 didepan 
9 Tempat pengelolaan limbah 

/Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tidak Ada 

10 hidran dan fasilitas pemadam 
kebakaran Ada  

11 penteraan Ada 
12 sarana komunikasi Ada 
13 Area bongkar muat dagangan Ada 

(Sumber : Peneliti, 2016) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi fasilitas yang 

ada di pasar bandeng sekarang, sudah cukup memadai untuk pasar tradisional. 
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Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut tentunya dapat menunjang kenyamanan 

bagi para pedagang dan pembeli di pasar bandeng. 

c. Pembinaan bagi para pedagang 

Dalam implementasi revitalisasi pasar tradisional bukan hanya dari segi 

fisik atau fasilitas saja yang di kembangkan atau di perbaharui, tentunya dari sisi 

pengetahuan pedagang tentunya juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya 

pembinaan-pembinaan bagi para pedagang seperti pembinaan tentang mengatur 

barang dagangan dengan baik, mengatur keuangan/modal, serta menjaga kualitas 

barang dagangan. Tentunya dengan adanya pembinaan-pembinaan eksistensi 

pasar tradisional tidak akan ketinggalan dengan pasar modern yang semakin 

berkembang pesat di Kota Tangerang. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan I1-

1mengenai pembinaan pedagang tergantung dari anggaran dinas-dinas terkait yang 

biasa melakukan penyuluhan ke pasar tradisional. Adapun hasil wawancara 

dengan informan I1-1sebagai berikut : 

“Untuk masalah pembinaan biasanya tergantung dari anggaran dinas-
dinas terkait. Seperti untuk Dinas Kesehatan, Dinas Industri Perdagangan 
dan Koperasi, Dinas Pertanian dan Peternakan.”(wawancara dengan 
Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala Sub. Divisi Pembangunan, 
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan Daerah Pasar pada hari senin, 7 
Maret 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Pasar) 

Informasi serupa di jelaskan oleh informan I1-4 : 

“Yang saya tahu pernah ada penyuluhan tentang ketahanan pangan dan 
pengawasan tentang bahan pengawet. Biasanya kalo pedagang sendiri sih 
udah punya keahlian berdagang masing-masing tanpa 
dibina.”(wawancara dengan Hizbulloh selaku staff perbantuan Pasar 
Bandeng pada hari Jumat, 11 Maret 2016 di Kantor Pengelola Pasar 
Bandeng) 



125 
 

 
 

Namun berbeda halnya dengan informan I3-3 yang menyatakan : 

“Dulu sempat ada tapi hanya perwakilan pedagang saja ke dinas 
perindustrian, perdagangan dan koperasi, kalau dari perusahaan daerah 
pasar sih belum ada.”(wawancara dengan John selaku pedagang pasar 
bandeng pada hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar Bandeng) 

Selain itu adapun pembinaan pedagang yang dimaksud dalam Peraturan 

Mentri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan 

pasar tradisional pasal 20, yiatu : 

a) Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli 

b) Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli 

c) Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang 

d) Memahami perilaku konsumen 

Pembinaan yang dimaksud dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 20 Tahun 

2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pasal 20 belum 

dilaksanakan oleh pihak Perushaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan-pembinaan kepada pedagang 

tergantung dari dinas yang ingin mengadakan penyuluhan ke pasar tradisional. 

Dari pihak Perusahaan Daerah Pasar hanya bersifat memfasilitasi dinas yang ingin 

melakukan penyuluhan ke pasar tradisional. Dari pihak Perusahaan Daerah Pasar 

sendiri mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan-

pembinaan atau penyuluhan kepada pedagang. 

4.2.2.3 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

Menurut Van Meter dan Van  Horn, prospek-prospek tentang 

implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dan 
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mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. 

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses 

yang kompleks dan sulit. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang 

ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di 

antara pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini 

adalah implementasi revitalisasi pasar bandeng maka kesalahan akan semakin 

kecil, begitupun sebaliknya. 

a. PT. Bangunbina Persada dalam menangani permasalahan 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Tangerang sebagai pengawas aset daerah pasar bandeng dalam 

menangani/menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. 

Informan I1-2, memberikan tanggapan atas usaha apa yang sudah dilakukan untuk 

menanggapi permasalahan yang ada dilapangan : 

“Pihak Perusahaan Daerah Pasar sempat memberikan solusi-solusi 
kepada pihak pengelola agar pasar bandeng bias terlihat ramai salah 
satunya sempat menarik beberapa pedagang dari Pasar Malabar untuk 
berjualan di Pasar Bandeng dengan di bebaskan sewa selama 3 bulan 
terapi itu tidak berhasil.”(wawancara dengan Sugeng Aryanto, S.H selaku 
mantan kepala pasar bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di Kantor 
pengelola Pasar Malabar) 

Pernyataan yang disampaikan informan I1-2 sam hal nya dengan pernyataan 

yang disampaikan informan I1-1 yang menyatakan bahwa sempat menarik 

pedagang dari pasar lain untuk berjualan di pasar bandeng dan di bebaskan sewa 

selama 3 bulan. Berbeda halnya dengan informasi yang dinyakan oleh informan 

I1-4, yaitu : 

“Strategi untuk meramaikan pasar bandeng dari Perusahaan Daerah 
Pasar belum ada mungkin akan di lakukan.”(wawancara dengan 
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Hizbulloh selaku staff perbantuan Pasar Bandeng pada hari Jumat, 11 
Maret 2016 di Kantor Pengelola Pasar Bandeng) 

Menyambung pernyataan yang disampaikan informan I1-4 yang 

menyatakan akan membuat strategi untuk meramaikan pasar bandeng, adapun 

rencana strategi yang akan dilakukan kedepan oleh Perusahaan Daerah Pasar 

menurut informan I1-3 sebagai berikut : 

“Untuk permasalahan pasar sepi kalau dari pihak Perusahaan Daerah 
untuk saat ini sedang berencana untuk menjadikan lantai atas sebagai 
pusat jajanan atau foodcourt” (wawancara dengan Sanusi Priatna selaku 
kepala pasar bandeng  pada hari Jumat, 11 Maret 2016 di Kantor pengelola 
Pasar Bandeng) 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I1-1, 

I1-2, I1-3 dan I1-4 dapat disimpulkan bahwa sikap Perusahaan Daerah Pasar dalam 

menanggapi/menangani permasalahan yaitu dengan cara menarik pedagang dari 

pasar lain untuk berjualan di pasar bandeng dan di bebaskan sewa selama 3 bulan 

tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya akan ada rencana 

strategi untuk mengalih fungsikan lantai dua yang tadinya tempat berjualan bahan 

kering menjadi pusat jajananatau foodcourt. 

b. Komunikasi antara PT. Bangunbina Persada dengan Perusahaan Daerah Pasar 

Dalam point ini peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi antara 

PT. Bangunbina Persada dengan Perusahaan Daerah Pasar. Komunikasi yang 

dimaksud adalah komunikasi yang berjalan dengan baik atau sebaliknya. 

Berdasarkan wawancara dengan informan I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I2-1 dan I2-2 dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin sampai saat ini antara PT. 

Bangunbina Persada dengan Perusahaan Daerah Pasar masih berjalan dengan 

baik. 
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c. Wadah bagi para pedagang untuk menyampaikan pendapat 

Selain bagaimana komunikasi antara PT. Bangunbina Persada dengan 

Perusahaan Daerah Pasar, peneliti ingin mengetahui apakah ada wadah bagi para 

pedagang untuk menyampaikan pendapat. Informan I1-2, memberikan tanggapan 

mengenai wadah bagi para pedagang : 

“Kalau paguyuban pedagang tidak ada, dulu sempat ada koperasi di pasar 
bandeng yang bernama Koperasi Pasar Bandeng (Kopasbang) tetapi sudah 
tidak ada lagi sekarang. Kalau untuk menyampaikan saran biasanya 
pedagang langsung menyampaikan kepada pihak pengelola atau mantri 
pasar.” (wawancara dengan Sugeng Aryanto, S.H selaku mantan kepala pasar 
bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di Kantor pengelola Pasar Malabar) 

Pernyataan yang disampaikan informan I1-2 sam halnya dengan pernyataan 

yang disampaikan informan I1-4, I3-1, I3-2 dan I3-3yang menyatakan bahwa di pasar 

bandeng tidak ada paguyuban ataupun koperasi di pasar bandeng sedangkan untuk 

penyampaian pendapat ataupun keluh kesah biasanya pedagang menyampaikan ke 

kepala pasar atau ke pihak pengelola bahkan jika ada sidak  dari pusat langsung 

menyampaikan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar. Berbeda halnya 

dengan informasi yang dinyakan oleh informan I1-4, yaitu : 

“Untuk aktivitas tidak terlihat tetapi sebenarnya ada paguyuban jika ada 
acara- acara tertentu. Kalau untuk koperasi sekarang permasalahannya 
tidak ada yang mau menjadi kepala koperasi. Untuk pedagang 
menyampaikan keluh kesah biasanya langsung saja ke pada pihak 
pengelola atau pihak PD Pasar Kota Tangerang.” (wawancara dengan 
Sanusi Priatna selaku kepala pasar bandeng  pada hari Jumat, 11 Maret 
2016 di Kantor pengelola Pasar Bandeng) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I1-

2, I3-1, I3-2, dan I3-3 dapat disimpulkan bahwa di pasar bandeng tidak ada paguyuban 

pedagang ataupun koperasai pedagang di pasar bandeng. ketika ingin 

menyampaikan keluh kesah atau pendapat mereka biasanya langsung secara 



129 
 

 
 

personal ke kepala pasar, pihak pengelola serta Direktur Utama Perusahaan 

Daerah Pasar. Walaupun ada pendapat berbeda yang disampaikan oleh informan 

I1-3 yang menyatakan bahwa ada paguyuban pedagang tetapi tidak terlihat 

aktivitasnya atau tidak aktif. 

d. Rapat Evaluasi 

Dalam point ini peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya rapat evaluasi 

yang dilakukan secara rutin antara pihak pengelola PT. Bangunbina Persada 

dengan Perusahaan Daerah Pasar. Rapat yang dilakukan antara Perusahaan 

Daerah Pasar dengan PT. Bangunbina Persada bersifat isidensil. Adapun 

tanggapan yang diberikan Informan I1-1 mengenai rapat evaluasi: 

“Rapat evaluasi bersifat insidensil antara direksi dengan direksi, jika ada 
permasalahan baru diadakan rapat antara Perusahaan Daerah Pasar 
dengan PT. Bangunbina Persada. Kalau rapat evaluasi internal di PD 
Pasar ada dua yaitu rapat operasional dilakukan dua minggu sekali dan 
rapat evaluasi kinerja diadakan sebulan sekali.”(wawancara dengan 
Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala Sub. Divisi Pembangunan, 
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan Daerah Pasar pada hari senin, 7 
Maret 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Pasar) 

Pernyataan yang disampaikan informan I1-1 sama halnya dengan 

pernyataan yang disampaikan informan I1-2, I1-3, I1-4, I2-1, dan I2-2 yang menyatakan 

bahwa tidak ada rapat evaluasi yang bersifat rutin, adanya rapat evaluasi bersifat 

insidensil. Sehingga dapat disimpulkan dari informasi yang didapat peneliti dari 

hasil wawancara bahwa rapat evaluasi antara PT. Bangunbina Persada dan 

Perusahaan Daerah Pasar tidak ada, hanya ad ajika terjadi insiden di pasar 

bandeng. 
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4.2.2.4 Karakteristik Badan-badan Pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Agen pelaksana dari 

kebijakan ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang sebagai pengawas 

aset daerah serta PT. Bangunbina Persada sebagai pihak pengelola pasar bandeng. 

Karakteristik yang dimiliki implementors harus sesuai dengan tugasnya masing-

masing. 

a. Kinerja PT. Bangunbina Persada 

Dalam point ini peneliti ingin mengetahui kinerja PT. Bangunbina Persada 

selaku pihak swasta yang mengelola pasar bandeng selama 5 tahun dengan sistem 

membangun dan mengelola pasar bandeng. Untuk itu peneliti mewawancarai 

informan I2-1, dan I2-2sebagai berikut : 

“PT. Bangunbina Persada berugas membangun dan mengelola pasar 
bandeng selama 5 tahun, kami memiliki hak untuk mengelola sesuai 
dengan MOU perjanjian atara Perusahaan Daerah dengan PT. 
Bangubina Persada.” (wawancara dengan Yaman selaku Humas PT. 
Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 Maret 2016 di Kantor Pemasaran 
Pasar Bandeng) 

“PT. Bangunbina Persada mengelola pasar bandeng, yang dikelola semua 
dari segi fasilitas pendukung, kontribusi, jika ada kerusakan kerusakan 
pihak pengelola siap melakukan perbaikan.”(wawancara dengan Trias 
Anggraeni selaku Admin keuangan di PT. Bangunbina Persada pada hari 
Rabu, 16 Maret 2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa 

kinerja PT. Bangunbina Persada melakukan pengelolaaan pasar bandeng selama 5 

tahun sesuai dengan MOU dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 

Salah satu pengelolaan yang dilakukan yaitu siap melakukan perawatan dari segi 

fasilitas yang ada di pasar bandeng. 
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b. Kinerja Perusahaan Daerah Pasar 

Selain kinerja PT. Bangunbina Persada sebagai pihak pengelola, peneliti 

ingin mengetahui kinerja dai Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang sebagai 

pengawas aset daerah yang dikelola oleh pihak swasta. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan informan I1-1, I1-2, I1-3, dan I1-4 menyatakan bahwa 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang sebagai pengawas aset daerah yang 

sedang di kelola oleh PT. Bangunbina Persada, pengawasan tersebut dilakukan 

melalui Kepala Pasar dan staff yang ada di pasar bandeng.  

Menurut informan I1-1adanya kerjasama yang dilakukan Perusahaan 

Daerah Pasar dengan PT. Bngunbina Persada ada keuntungan dan kerugiannya 

dimana keuntungannya dapat meringankan Perusahaan Daerah Pasar dalam 

mengelola potensi yang dimilik namun kekurangannya Perushaan Daerah Pasar 

tidak dapat mengelola potensi daerah secara maksimal. 

“Selama perjanjian kerjasama antara pihak PT. Bangunbina Persada 
dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang belum berakhir maka 
pengelolaan sepenuhnya berada di tangan PT. Bangunbina Persada dan 
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang di wakilkan oleh kepala 
pasar bandeng hanya melakukan pengawasan aset daerah yang dikelola 
oleh PT. Bangunbina Persada. Sebenarnya dengan adanya kerjasama 
dengan PT. Bangunbina Persada dapat meringankan beban dari 
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang tetapi dari segi pengelolaan 
potensi yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 
belum maksimal karena pengelolaan masih dipegang oleh PT. 
Bangunbina Persada.”(wawancara dengan Teguh Waluyo, S.E selaku 
Kepala Sub. Divisi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi 
Perusahaan Daerah Pasar pada hari senin, 7 Maret 2016 di Kantor 
Perusahaan Daerah Pasar) 

Pengawasan di pasar bandeng di lakukan oleh kepala pasar dan staff di 

pasar bandeng, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pusat yaitu 

Perusahaan Daerah Pasar hanya bersifat jika terjadi insiden saja atau menjelang 
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penilaian adipura. Adapun wasancara yang dilakukan dengan informan I1-4 sebagai 

berikut : 

“Selama pengelolaan pasar bandeng di pegang oleh PT. Bangunbina 
Persada, Perusahaan Daerah Pasar melalui Kepala Pasar dan Staff 
melakukan pengawasan secara langsung selama pasar belum diserahkan 
kembali pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota 
Tangerang. Setiap bulan kepala pasar melaporkan tentang kondisi dan 
perkembangan harga sembako kepada Perusahaan Daerah Pasar. Ada 
rapat kepala pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang tetapi 
tidak rutin. Untuk sidak dari pusat biasanya pada saat menjelang 
Adipura.”(wawancara dengan Hizbulloh selaku staff perbantuan Pasar 
Bandeng pada hari Jumat, 11 Maret 2016 di Kantor Pengelola Pasar 
Bandeng) 

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Tangerang dilakukan oleh kepala pasar dan staff yang ada di 

pasar bandeng. Kepala pasar dan staff pasar bandeng mengawasi dan 

mengamankan aset daerah yang di kelola oleh PT. Bangunbina Persada. 

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pusat (Perusahaan Daerah Pasar) 

hanya jika terjadi insiden saja dan ketika menjelang penilaian adipura. 

4.2.2.5 Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif 

dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. 

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi eksternal yang 

kondusif. 

1. Kondisi lingkungan ekonomi 

a. Kontribusi Pasar Bandeng terhadap PAD 
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Salah satu sumber PAD merupakan kontribusi dari Perusahaan Daerah. 

Pasar Bandeng merupakan pasar tradisinoal yang berada dibawah naungan 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. Untuk itu peneliti ingin mengetahui 

bagaimana kontrubusi yang diberikan pasar bandeng untuk PAD Kota Tangerang. 

adapun mekanisme kontribusi pasar terhadap PAD menurut informan I1-2sebagai 

berikut : 

“Kontribusi terhadap PAD di targetkan oleh Walikota Kota Tangerang, 
setiap Perusahaan Daerah ditargetkan dalam kontribusi PAD di Kota 
Tangerang. Untuk mekanisme kontribusi Perusahan Daerah Pasar Kota 
Tangerang terhadap PAD yaitu pengumpulan pendapatan yang di dapat 
dari pasar-pasar yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota 
Tangerang setelah dilakukan penghitungan selanjutnya akan memberikan 
kontribusi terhadap PAD.”(wawancara dengan Sugeng Aryanto, S.H 
selaku mantan kepala pasar bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di 
Kantor pengelola Pasar Malabar) 

Sama halnya dengan yang disampaikan informan I1-1, I1-3dan I1-4bahwa 

mekanisme kontribusi pasar terhadap PAD ditargetkan oleh walikota. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap PAD 

ditargetkan oleh walikota. Pendapatan setiap pasar dikumpulkan ke Perusahaan 

Daerah lalu didapat hasil untuk kontribusi terhadap PAD. 

b. Mekanisme Kontribusi Kebersihan 

Dalam point ini peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme 

kontribusi kebersihan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang. 

Adapun informasi yang diberikan informan I1-6 sebagai berikut : 

“Retribusi sampah yang dikenakan untuk pasar yang di kelola oleh 
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang untuk 1 kontenernya 
dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000 sedangkan untuk pasar yang dikelola 
oleh pihak swasta dikenakan biaya untuk 1 kontenernya sebesar Rp. 
150.000. 
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Penarikan retribusi sampah di pasar tradisional di lakukan setiap sebulan 
sekalioleh petugas penarikan retribusi. Jadi retribusi sampah dari pasar-
pasar yang di bawah Perusahaan Daerah Pasar di kumpulkan di 
Perusahaan Daerah Pasar.Penarikan retribusi sampah di pasar 
tradisional di lakukan setiap sebulan sekalioleh petugas penarikan 
retribusi. Jadi retribusi sampah dari pasar-pasar yang di bawah 
Perusahaan Daerah Pasar di kumpulkan di Perusahaan Daerah Pasar.” 
(wawancara dengan Marjail, S.IP, M.AP selaku Kepala UPT Retribusi 
Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang  pada 
hari Selasa, 15 Maret 2016 di  kantor DKP) 

Informan I1-7 memberikan informasi sebagai berikut : 

“Untuk masalah sampah di pasar bandeng di kelola oleh pihak swasta, 
dari Dinas Kebersihan hanya menyediakan tempat pembuangan 
sampah/biasa disebut kontener di belakang pasar bandeng. Nantinya 
sampah yanga ada di kontener tersebut akan di angkut oleh petugas 
kebersihan DPK setiap hari pukul 06.00 WIB, lalu sampah tersebut 
dibawa ke TPA rawa kucing 
Karena Pasar Bandeng yang tidak terlalu ramai tidak seperti Pasar 
Anyer, dari pihak DKP menyediakan 1 kontener yang di letakkan di 
belakang Pasar Bandeng. Sebelumnya di belakang pasar bandeng sempat 
ada TPS namun sekarang sudah di bongkar dan tidak ada lagi TPS di 
Pasar Bandeng.”(wawancara dengan Buceu Gantina, S.STP selaku Kasi 
Penyapuan dan Pengangkutan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Tangerang  pada hari Selasa, 15 Maret 2016 di  kantor DKP) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I1-6 

danI1-7 dapat disimpulkan untuk kontribusi pasar bandeng memberikan 

Rp.150.000 untuk setiap satu kontenernya, hal tersebut dikarenakan kebersihan 

pasar bandeng di kelola oleh pihak swasta. Sedangkan untuk pasar yang dikelola 

pemerintah kontribusi untuk satu kontener sampahnya sebesar Rp. 30.000. 

c. Pendapatan Pendagang 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pengaruh adanya revitalisasi pasar 

bandeng terhadap pendapatan pedagang, terutama pedagang lama yang berjualan di 

pasar bandeng sebelum pasar bandeng di revitalisasi. Dengan adanya revitalisasi 

pasar bandeng sedikit banyak dapat mempengaruhi pendapatan pedagang, 
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pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang menurun. Peneliti 

mewawancarai informan I3-1, I3-2 dan I3-3 yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

terhadap pendapatan pedagang, dimana pendapatan pedagang menjadi menurun. 

Informan I3-1 memberikan tanggapan mengenai pendpatan yang berkurang : 

“Pendapatan berkurang sekarang pendapatan sehari sekitar Rp. 100.000 
– Rp. 200.000 sedangkan dulu sehari sekitar Rp. 300.000 – Rp. 400.000. 
Memang pada tahun pertama pembangunan pasar sempat ramai kios juga 
banyak yang buka tetapi lama kelamaan menjadi sepi dan banyak kios 
yang tidak berjualan kembali.”(wawancara dengan Eti selaku pedagang 
pasar bandeng pada hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar Bandeng) 

Sama halnya dengan yang dirasakan oleh informan I3-1 : 

“Berpengaruh, kalu pendapatan dulu sebelum dibangun bisa Rp. 300.000 
– Rp. 400.000 sekarang mah dapet Rp. 200.000 aja udah sukur banget. 
Terus kalo sekarang kan sepi pasarnya jadi paling jam 1 udah tutup kalo 
dulu biasnya sampe sore masih ada aja yang beli kalo sekarang jam 11 
aja udah sepi beda sama dulu.” (wawancara dengan Mamat selaku 
pedagang pasar bandeng pada hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar 
Bandeng) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I3-1, I3-2 

dan I3-3 dapat disimpulkan bahwa adanya revitalisasi pasar bandeng berpengaruh 

terhadap pendapatan pedagang, dimana pendapatan pedagang menjadi menurun. 

Memang awal pembangunan, pasar bandeng ramai namun lambat laun pasar 

bandeng menjadi sepi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang 

menurun. 

Selain itu kondisi lingkungan ekonomi juga termasuk kedalam rehabilitasi 

ekonomi yang di kemukakan oleh Danisworo. Rehabilitasi ekonomi meliputi 

kegiatan ekonomi informal dan formal. Kegiatan ekonomi informal di Pasar 

Bandeng yaitu berasal dari retribusi pedagang, untuk pedagang kios sebesar Rp. 
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7000 dan konter Rp. 6000. Sedangkan kegiatan ekonomi formal berasal dari 

kontribusi Pasar Bandeng yang didapat dari retribusi di Pasar Bandeng 

d. Strategi Penarik Investor 

Adanya revitalisasi Pasar Bandeng memiliki tujuan untuk menjadikan 

Pasar Bandeng bersih, rapih serta dapat menguntungkan. Adapun tangapan dari 

informan I1-1dan I1-2  sebagai berikut : 

“Dengan adanya pembangunan dapat membuat daya tarik investor 
terhadap pasar.” (wawancara dengan Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala 
Sub. Divisi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan 
Daerah Pasar pada hari senin, 7 Maret 2016 di Kantor Perusahaan Daerah 
Pasar) 

“Untuk meningkatkan perekonomian masayarakat sekitar Pasar 
Bandeng.”(wawancara dengan Sugeng Aryanto, S.H selaku mantan kepala 
pasar bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di Kantor pengelola Pasar 
Malabar) 

Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional ini menjadi salah satu strategi 

yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang untuk menarik 

investor agar berinvestasi di Pasar Tradisional. Adanya pasar tradisional yang 

berkonsep pasar modern dapat menjadi daya tarik bagi investor. Sehingga 

nantinya Pasar tradisional dapat menjadi penggerak perekonomian masayarakat di 

sekitar pasar tradisional. 

2. Kondisi lingkungan sosial 

a. Adaptasi pedagang 

Adanya revitalisasi pasar bandeng tentunya membuat pedagang harus 

beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk mengetahui 

hal tersebut peneliti mewawancarai informan I3-1, I3-2 dan I3-3 yang menyatakan 



137 
 

 
 

bahwa sebagai pedagang mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan seperti 

sekarang ini. Berikut adalah tanggapan dari informan I3-2 : 

“Waktu awal setelah pembanguan pasar emang sempet ramai jadi kita 
pedagang juga seneng terus yang jualan juga lumayan banyak tapi 
sekarang jadi sepi banyak juga pedagang yang udah tidak julan terutama 
pedagang yang baru. Lama kelamaan jadi sudah terbiasa dengan kondisi 
sepi ini. Harapannya pasar bisa hidup lagi bagaimana pun caranya. Agak 
kecewa juga katanya dulu janjinya engga ada PKL tapi diluar pasar ada 
juga PKL yah itu juga jadi menimbulkan kecemburuan.”(wawancara 
dengan Mamat selaku pedagang pasar bandeng pada hari Kamis, 17 Maret 
2016 di Pasar Bandeng) 

Dapat disimpulkan bahwa pedagang mencoba beradaptasi dengan kondisi 

pasar bandeng yang sepi. Ada rasa kekecewaan yang timbul karena revitalisasi 

pasar tidak sesuai dengan yang mereka harapkan untuk pasar bandeng menjadi 

lebih ramai atau hidup. Walaupun pasar bandeng sekarang jauh lebih rapih dan 

bersih dari segi fasilitas atau fisik bangunan. 

b. Kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

Dalam point ini peneliti ingin mengetahui apasaja kerjasama yang 

dilakukan Perusahaan Daerah Pasar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I1-1, 

I1-2, I1-3, I1-4 dan I1-5 dapat disimpulkan kerjasama yang dilakukan antara 

Perusahaan Daerah Pasar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

yaitu Adanya pembinaan kepada pedagang mengenai koperasi, teknik berdagang, 

modal perdagangan, masalah penstabilan harga sembako dan biasanya bekerja 

sama dengan Dinas Kesehatan untuk penyuluhan kesehatan bagi para pedagang. 

 

 



138 
 

 
 

c. Paguyuban Pedagang 

Dengan adanya revitalisasi pasar bandeng ini tentunya akan berdampak 

juga terhadap kondisi sosial terutama kondisi sosial di kalangan pedagang pasar 

bandeng. Untuk itu peneliti ingin mengetahui keberadaaan paguyuban di pasar 

bandeng. Adapun tanggapan yang diberikan informan I1-2 mengenai paguyuban 

pedagang di pasar bandeng, sebagai berikut : 

“Kalau paguyuban pedagang tidak ada, dulu sempat ada koperasi di 
pasar bandeng yang bernama Koperasi Pasar Bandeng (Kopasbang) 
tetapi sudah tidak ada lagi sekarang.”(wawancara dengan Sugeng 
Aryanto, S.H selaku mantan kepala pasar bandeng  pada hari selasa, 8 
Maret 2016 di Kantor pengelola Pasar Malabar) 

Dari pernyataan yang diberikan informan menyatakan bahwa untuk saat 

ini paguyuban pedagang dan koperasi di pasar bandeng tidak ada. Dulu memang 

sempat ada koperasi yang didirikan di pasar bandeng yang bernama Koperasi 

Pasar Bandeng (Kopasbang), namun sekarang sudah tidak ada lagi dikarenakan 

ada permasalahan yang di alami. Setelah adanya revitalisasi pasar bandeng hingga 

saat ini belum ada koperasi maupun paguyuban. Sekarang pedagang lebih 

memilih mengurus urusannya masing-masing. Sempat ada wacana ingin dibentuk 

kembali koperasi di pasar bandeng, seperti yang disampaikan informan I1-3 : 

“Kalau untuk koperasi sekarang permasalahannya tidak ada yang mau 
menjadi kepala koperasi.”(wawancara dengan Sanusi Priatna selaku 
kepala pasar bandeng  pada hari Jumat, 11 Maret 2016 di Kantor pengelola 
Pasar Bandeng) 

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan I1-3 setelah adanya 

revitalisasi pasar bandeng sempat ada wacana ingin dibentuk kembali koperasi di 

pasar bandeng. Namun mengalami kendala karena tidak ada yang mau menjadi 

kepala koperasi ataupun jadi pengurus koperasi. Sehingga pembentukan koperasi 
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kembali di pasar bandeng saat ini belum bisa direalisasikan. Salah satu 

penyebabnya menurut informan I3-2 saat ini yang berjualan di pasar bandeng lebih 

banyak penerus dari orang tua yang berjualan, sehingga suasana kekeluargaan 

yang tercipta sudah berkurang. Apalagi sekarang kondisi tempat berjualan sudah 

berubah tidak seperti sebelum waktu di revitalisasi. 

Selain itu kondisi lingkungan sosial juga termasuk kedalam aspek 

revitalisasi sosial/institusional yang dikemukakan oleh Danisworo. Adapun 

revitalisasi sosial yang dimaksud yaitu harus berdampak positif serta dapat 

meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Revitalisasi sosial yang 

ada di Pasar Bandeng masih belum tercapai dengan optimal hal tersebut 

dikarenakan setelah adanya revitalisasi ingin dibentuk kembali koperasi di Pasar 

Bandeng tetapi tidak ada pedagang yang bersedia untuk menjadi pengurus 

koperasi di Pasar Bandeng karena pedagang yang ada lebih mementingkan 

usahanya masing-masing. 

3. Kondisi lingkungan politik 

a. Kios dijadikan tempat investasi 

Adanya revitalisasi pasar bandeng tentunya merubah pasar bandeng dari 

segi bangunan. Pasar bandeng dibangun dengan dua lantai yaitu lantai basement 

dan lantai 1 yang terdiri dari 401 kios. Pedagang awal pasar bandeng berjumlah 

122 pedagang, sehingga dari pihak pengelola harus memasarkan kios yang tersisa 

di pasar bandeng. Peneliti mendapatkan informasi dari informan I1-1dan I2-2bahwa 

kios dijadikan tempat investasi, tak sedikit kios yang sudah dibeli tetapi tidak 

dibuka adalah kebanyakan milik orang-orang dari kalangan pemerintahan. Kios 
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yang sudah dibeli tersebut ada yang di kontrakan adapula yang dibiarkan saja 

tutup. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan I2-2, sebagai berikut : 

“Memang pada awal pembangunan dari pihak pengelola salah 
menargetkan penjualan kios. Pada saat masa pembangunan hanya 
memikirkan kios terjual yang ternyata dijadikan tempat investasi,tanpa 
berfikir jangka panjang dari kios tersebut”(wawancara dengan Trias 
Anggraeni selaku Admin keuangan di PT. Bangunbina Persada pada hari 
Rabu, 16 Maret 2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

Kios yang dijadikan tempat investasi oleh investor dapat berdampak 

kepada pendapatan di pasar bandeng. Berdasarkan informasi dari Bapak Sugeng 

selaku mantan kepala pasar bandeng (hari selasa, 8 Maret 2016 di Kantor 

pengelola Pasar Malabar) menyatakan bahwa PT. Bangunbina Persada meminta 

untuk kontribusi yang di berikan kepada Perushaan Daerah Pasar diturunkan. Pada 

awal setelah masa pembangunan tahun 2013 pasar bandeng ramai, sehingga 

kontribusi yang diberikan PT. Bangunbina Persada sebesar Rp. 20.036.200 per 

bulan. Namun pada tahun 2014 pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina Persada 

meminta kontribusi yang dierikan turun karena sepinya pasar bandeng, menjadi 

sebesar RP. 13.191.500 per bulannya. 

Dapat disimpulkan bahwa banyaknya kios yang tutup di pasar bandeng 

dikarenakan kios dijadikan investasi oleh investor. Berdasarkan informasi yang 

didapat bahwa kebanyakan kios yang sudah dibeli adalah milik orang yang 

bekerja di pemerintahan. Hal tersebut dapat berdampak kepada pendapatan yang 

di peroleh pasar bandeng, dimana pendapatan pasar bandeng menjadi berkurang 

karena kios yang tutup tidak membayar kontribusi setiap harinya kepada pihak 

pengelola. 
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b. Politisasi 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana PT. Bangunbina 

Persada selaku pihak pengelola pasar bandeng dalam menangani/menanggapi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. Informan I2-1, memberikan 

tanggapan atas usaha apa yang sudah dilakukan untuk menanggapi permasalahan 

yang ada dilapangan : 

“Untuk permasalahan kios kami mencoba mengontrakan kios yang sudah 
dibeli kepada pedagang yang ingin berjualan, itu salah satu cara untuk 
meramaikan pasar bandeng yang masih sepi.”(wawancara dengan Yaman 
selaku Humas PT. Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 Maret 2016 di 
Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

Sama halnya dengan informan I2-2 yang memberikan tanggapan : 

“Permasalahan yang ada dipasar adalah sepi untuk menangani 
permasalahan kami mencoba untuk meramaikan kios-kios yang ada di 
pasar bandeng dengan cara mengontrakan kios yang sudah dibeli investor 
kepada calon pedagang dan jika nanti investor itu datang kita akan 
memberikan uang sewanya kepada investor tersebut. Sebelumnya sempat 
juga mencoba untuk mengratiskan sewa kios selama 3 bulan kepada 
pedagang namun hal itu pun tidak berhasil.”(wawancara dengan Trias 
selaku Admin Keuangan PT. Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 
Maret 2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I2-1, 

dan I2-2 dapat disimpulkan bahwa sikap PT. Bangunbina Persada sudah melakukan 

upaya dalam menanggapi/menangani permasalahan yaitu dengan cara untuk 

mengontrakan kembali kios yang sudah dibeli tetapi tidak dibuka/tidak berjualan 

kepada calon pedagang yang ingin berdagang di pasar bandeng. Namun ternyata 

hal tersebut masih belum efektif untuk meramaikan pasar bandeng. 
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4.2.2.6 Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Dalam 

hal ini kaitannya adalah revitalisasi pasar tradisional maka kita bisa mengetahui 

bagaimana kecenderungan para implementor, apakah mereka cenderung 

menerima atau menolak kebijakan ini berkaitan dengan revitalisasi pasar bandeng 

yang bertujuan untuk memberikan fasilitas masyarakat yang nyaman bersih, rapih 

dan menguntungkan. 

a. Pendapat adanya revitalisasi pasar bandeng 

Untuk mengetahui sikap/kecenderungan para agen pelaksana peneliti ingin 

mengetahui pendapat para agen pelaksana dengan adanya revitalisasi pasar 

bandeng. Menurut informan dari pemerintah I1-1, I1-2, I1-3, dan I1-4 menyatakan 

dengan baik keberadaan revitalisasi pasar tradisional krena dengan adanya 

revitalisasi pasar menjadikan pasar yang bersih dan sehat. Seperti yang 

disampaikan informan I1-3, sebagai berikut : 

“Tentunya baik, karena pasar tradisional juga dapat bersaing dengan 
adanya pasar modern yang sudah kian menjamur dikota Tangerang, 
dengan adanya revitalisasi ini dapat menciptakan pasar yang lebih rapih 
dan bersih.”(wawancara dengan Sanusi Priatna selaku kepala pasar 
bandeng  pada hari Jumat, 11 Maret 2016 di Kantor pengelola Pasar 
Bandeng) 

Sama halnya dengan informan I2-1, danI2-2 dari pihak swasta PT. 

Bangunbina Persada serta informan I3-4, dan I3-5 dari pihak masyarakat/pembeli 

yang menyatakan bahwa menerima dengan baik keberadaan revitalisasi pasar 

tradisional terutama di pasar bandeng ini. Berikut tanggapan yang disampaikan 

informan I2-1 dan I3-4 : 
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“Dengan adanya revitalisasi pasar dapat menghilangkan kesan bahwa 
pasar tradisional yang identik dengan kumuh, kotor dan becek, karena 
dengan adanya revitalisasi pasar tradisional membangun pasar 
tradisional namun dengan konsep yang modern.”(wawancara dengan 
Yaman selaku Humas PT. Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 Maret 
2016 di Kantor Pemasaran Pasar Bandeng) 

“Pendapat saya tentang adanya revitalisasi pasar bandeng itu sangat 
baik, karena dengan adanya revitalisasi pasar tersebut kita sebgai 
konsumen tuh merasa sangat nyaman untuk berbelanja. Apalagi semenjak 
revitalisasi pasar tersebut tatanan pasar menjadi lebih rapih dan 
bersihsehingga dapat di bilang bahwa pasar bandeng tuh sebagai salah 
satu pasar tradisional di Kota Tangerang juga jadi tidak kalah saing 
dalam kualitasnya jika disbandingkan dengan pasar-pasar modern yang 
sudah menjamur di Kota Tangerang.” (wawancara dengan ines selaku 
masyarakat/pembeli  pada hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar Bandeng) 

Berbeda dengan informan I3-1, I3-2 dan I3-3 yang menyatakan bahwa 

menerima dengan baik, karena dari segi fasilitas jauh lebih baik dari sebelumnya 

tetapi merasa kecewa karena setelah adanya revitalisasi harapan mereka pasar 

akan jauh lebih ramai tetapi sebaliknya pasar menjadi sepi. Berikut tanggapan 

yang diasmpaikan informan I3-1 : 

“Ada pembangunan ini memang memperbaiki dari segi fasilitas bangunan 
tetapi saya merasa kecewa karena daya beli masyarakat yang 
berkurang.”(wawancara dengan Eti selaku pedagang pasar bandeng pada 
hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar Bandeng) 

Adapula pedagang yang beranggapan lebih baik bangunan tidak perlu ada 

lantai dua lebih baik rata saja satu lantai. Adapun tanggapan yang disampaikan 

informan I3-2 : 

“Sebenarnya bagus ada pembangunan pasar ini karena pasar lebih rapih 
tetapi menurut saya lebih baik pasarnya tidak usah di tingkat jadi rata aja 
satu lantai, lagi pula ditingkat seperti ini juga banyak kios yang masih 
kosong jadi bikin pasar malah sepi.”(wawancara dengan Mamat selaku 
pedagang pasar bandeng pada hari Kamis, 17 Maret 2016 di Pasar 
Bandeng) 
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Dari informasi yang didapat melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan revitalisasi pasar bandeng diterima dengan baik, walaupun masih ada 

pedagang yang menerima dengan baik tetapi mengalami kekecewaan karena tak 

sesuai apa yang diharapkannya pasar ramai tetapi pasar terlihat semakin sepi. 

b. Sosialisasi  

Dalam point ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sosialisasi yang 

dialkukan oleh pemerintah untuk melakukan revitalisasi pasar bandeng. Karena 

sosialisasi merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan impmentasi suatu 

kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan informan I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I3-1, I3-2 dan 

I3-3 dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pertama diberikan surat 

pemberitahuan kepada seluruh pedagang yang ada di pasar bandeng selanjutnya 

dilakukan pertemuan oleh seluruh pedagang di pasar bandeng dengan Perusahaan 

Daerah Pasar. Untuk di pasar bandeng sendiri dipasang spanduk pembangunan 

pasar bandeng. 

c. Penganggaran 

Selain sumber daya manusia yang cukup memadai sumber daya finansial 

juga menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilah revitalisasi. Dalam hal ini 

peneliti bermaksud untuk mengetahui mengenai sumber anggaran yang digunakan 

untuk revitalisasi pasar bandeng. 

Untuk permasalahan sumber dana revitalisasi pasar bandeng bersumber 

dari pihak swasta yang ingin bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang dalam pengelolaan pasar bandeng. Di adakan lelang tender untuk 

menentukan siapa yang akan menjadi pengelola pasar bandeng. Berdasarkan 
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wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan I1-1mengenai permasalahan 

lelang tender, sebagai berikut : 

“Mengenai penganggaran awalnya dilakukan lelang tender. Lelang 
tender akan dilakukan jika peserta lelang minimal 2 jika kurang dari 2 
maka tidak akan dilakukan lelang.Pada lelang tender pembangunan pasar 
bandeng didapat oleh PT. Bangunbina Persada, mengenai anggaran 
sudah di tentukan pada saat lelang sehingga anggaran semua berasal dari 
PT. Bangunbina Persada pemerintah melalui Perusahaan Daerah Pasar 
hanya menyediakan lahan namun aset itu tetap milik pemerintah daerah 
Kota Tangerang.”(wawancara dengan Teguh Waluyo, S.E selaku Kepala 
Sub. Divisi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Perusahaan 
Daerah Pasar pada hari senin, 7 Maret 2016 di Kantor Perusahaan Daerah 
Pasar) 

 Setelah adanya lelang tender tersebut ditentukan siapa yang akan menjadi 

pengelola. Pengelolaan pasar bandeng selama 5 tahun oleh PT. Bangunbina 

Persada, maka dari itu sumber dana untuk melakukan revitalisasi pasar bandeng 

bersumber dari PT. Bangunbina Persada. Adapun hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan informan I1-1dan I2-1sebagai berikut : 

“Untuk masalah anggaran pembangunan pasar bandeng dananya 
bersumber dari PT. Bangunbina Persada selaku pengembang atau 
pengelola Pasar Bandeng selama 5 tahun sesuai dengan perjanjian 
MOU.”(wawancara dengan Sugeng Aryanto, S.H selaku mantan kepala 
pasar bandeng  pada hari selasa, 8 Maret 2016 di Kantor pengelola Pasar 
Malabar) 

“Untuk anggaran sepenuhnya dari kami selaku pihak pengelola, yang 
akan mengelola pasar bandeng selama 5 tahun, pemerintah hanya 
menyediakan lahan untuk pembangunan pasar, tetapi tetap ini adalah 
pasar milik Pemerintah Daerah.”(wawancara dengan Yaman selaku 
Humas PT. Bangunbina Persada pada hari Rabu, 16 Maret 2016 di Kantor 
Pemasaran Pasar Bandeng) 

Dapat disimpulkan bahwa sumber dana untuk melakukan revitalisasi pasar 

bandeng bersumber dari pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina Persada, melalui 

lelang tender yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 

 



146 
 

 
 

4.3 Pembahasan 

Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis 

data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing – masing 

indikator dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan berkaitan dengan 

revitalisasi pasar bandeng. Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti 

menggunakan teori impelemntasi dari Van Metter Van Horn (Winarno 2012:150) 

yang mana terdiri dari enam indikator dalam implemantasi kebijkan, yaitu ukuran 

dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, 

sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan 

ekonomi,sosial serta lingkungan ekonomi. Berikut adalah pembahasan dari 

masing – masing indikator implementasi kebijakan dalam penelitian mengenai 

“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota 

Tangerang” 

a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi salah satu faktor terpenting dalam 

implementasi suatu kebijakan. Sama halnya dengan implementasi kebijakan 

revitalisasi pasar tradisional, dibutuhkan ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas. 

Suatu kebijakan memiliki ukuran dan tujuan yang dijadikan acuan berhasil atau 

tidaknya suatu kebijakan tersebut diimplementasikan. 

Pada temuan lapangan dapat diketahui bahwa Perusahaan Daerah Pasar 

berpendapat bahwa tujuan dari adanya revitalisasi pasar tradisional di pasar 

bandeng adalah untuk memberikan fasilitas masyarakat yang nyaman bersih, rapih 

dan menguntungkan. Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional di pasar 
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bandeng dapat memberikan manfaat yaitu, pasar tradisional menjadi bersih, tertata 

rapih dan pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern yang semakin 

berkembang di Kota Tangerang. 

Dalam berjalannya revitalisasi pasar tradisional di pasar bandeng di 

temukan kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu, 

pasar bandeng menjadi sepi, banyak kios yang sudah dibeli tetapi tutup selain itu 

masih ada PKL dan parkir liar di sekitaran pasar bandeng namun bukan menjadi 

kewenangan dari pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina Persada untuk 

menanganinya. Adanya kios yang sudah dibeli tetapi tidak digunakan untuk 

berjualan melainkan untuk dikontrakan kembali atau hanya dijadikan investasi 

menyebabkan tidak terlihatnya aktivitas pasar karena banyaknya kios kosong yang 

tidak dibuka. 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa faktor menurut 

peleniti yang menyebabkan sepinya pasar bandeng yaitu: Pertama, dari konstruksi 

bangunan yang ditingkat dan lantai basement terlalu menjorok kebawah. Kedua, 

tidak adanya pegangan tangga untuk menuju lantai basement yang akan 

menyulitkan bagi orang tua. Ketiga, adanya pedagang yang berjualan di luar pasar 

bandeng sehingga menyebabkan pembeli lebih memilih berbelanja di luar pasar. 

Keempat, kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola baik ke calon 

pedagang maupun kepada calon pemebeli/masyarakat. Kelima, tidak banyaknya 

pilihan barang belanjaan di pasar bandeng. 

Padahal jika dilihat dari lokasi, letak pasar bandeng cukup strategis karena 

berada di pinggir jalan, akses untuk angkutan umum cukup mudah, berada di 
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dekat fasilitas umum seperti Kelurahan Karawaci Baru, Gor Bandeng, Puskesmas 

Karawaci dan dekat dengan pemukiman warga. Dari segi fasilitas yang ada di 

pasar bandeng juga sudah cukup baik untuk pasar tradisional. Di pasar bandeng 

terdapat pos keamanan, mushola, toilet, kantor pengelola, lahan parkir yang cukup 

luas, serta bangunan yang sudah tertata rapih dimana terdapat dua lantai yaitu 

lantai basement untuk pedagang basah dan lantai 1 untuk pedagang kering. 

Adanya revitalisasi pasar tradisional di pasar bandeng mendapat respon 

atau tanggapan dari masyarakat baik dari pedagang maupun pembeli. Masyarakat 

sebagai pembeli di pasar bandeng memberikan tanggapan atau respon yang cukup 

baik dengan adanya revitalisasi pasar bandeng. Dengan adanya revitalisasi pasar 

bandeng ini menjadikan pasar bandeng jauh lebih rapih dan bersih dibanding 

pasar-pasar tradisional yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang. namun berbeda dengan tanggapan atau respon yang diberikan oleh 

pedagang. Awalnya pedagan merasa setuju dan menyambut dengan baik adanya 

revitalisasi pasar bandeng tersebut, karena tentunya pasar bandeng menjadi lebih 

rapih, nyaman. Pada awal selesai pembangunan pasar bandeng menjadi daya tarik 

untuk masyarakat berbelanja sehingga pasar bandeng menjadi ramai pengunjung. 

Namun seiring berjalannya waktu pasar bandeng menjadi sepi 

pengunjung/pembeli serta banyak kios yang tutup terutama di lantai satu yang 

diisi oleh pedagang kering. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terkait indikator ukuran dan 

tujuan kebijakan yang telah ditentukan oleh Perusahaan Daerah Pasar masih 

belum tercapai secara optimal. Walaupun dengan adanya revitalisasi pasar 
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tradisional di pasar bandeng menjadikan pasar yang bersih dan rapih tetapi masih 

ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi revitalisasi 

pasar tradisional di pasar bandeng baik dari pihak Perusahaan Daerah Pasar 

sebagai pengawas asset daerah, PT. Bangunbina Persada sebagai pengelola 

maupun pedagang yang ada di pasar bandeng. 

b. Sumber- sumber Kebijakan 

Dalam implementasi kebijakan selain ukuran dan tujuan kebijakan, yang 

perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber 

daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud disini adalah baik dari Sumber 

Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya finansial. Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang terlibat dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di 

pasar bandeng adalah Perusahaan Daerah Pasar sebagai pengaswas dan 

pengamanan asset daerah, PT. Bangunbina Persada sebagai pengelola pasar 

bandeng selama 5 tahun dan masyarakat yang terdiri dari pedagang maupun 

pembeli. 

Dari temuan lapangan yang didapat peneliti diketahui bahwa Sumber Daya 

Manusa (SDM) yang dimiliki oleh pihak pengelola yaitu PT. Bangungbina 

Persada masih belum cukup memadai. Pihak pengelola memiliki SDM sebanyak 

12 orang yang terdiri dari, 1 orang manager digabung oleh pasar yang ada di 

kelapa dua, 1 orang humas, 3 orang staff, 3 orang petugas keamanan dan 4 orang 

petugas kebersihan. Semula SDM yang dimiliki PT. Bangunbina Persada ada 30 

orang namun dikarnakan pasar sepi sehingga menyebabkan adanya pengurangan 

pegawai di PT. Bangunbina Persada. Rata-rata pendidikan yang dimiliki personil 
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office PT. Bangunbina persada adalah lulusan SMA sedangkan untuk petugas rata-

rata pendidikan mereka adalah SMP. 

Selain SDM, seumber daya finansial juga sangan penting dalam 

implementasi kebijakan. Sumber daya finansial utntuk implementasi revitalisasi 

pasar bandeng ini bersumber dari pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina Persada. 

Di tentukannya PT. Bangunbina Persada sebagai pengelola pasar bandeng selama 

5 tahun berdasarkan lelang tender yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar 

dan Walikota Tangerang. PT. Bangunbina Persada yang akan membangun dan 

mengelola pasar bandeng sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat antara 

Perusahaan Daerah Pasar dengan PT. Bangunbuna Persada. 

Dalam implementasi revitalisasi selain pembenahan dari segi fisik 

dibutuhkan juga pembenahan dari segi sumber daya pedagang. Adanya 

pembinaan-pembinaan bagi para pedagang merupakan salah satu bentuk untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya pedagang yang ada di pasar tradisional, agar 

mampu bersaing dengan pasar modern yang bertumbuh kembang semakin pesat 

terutama di Kota Tangerang. Dari temuan lapaangan yang di dapatkan peneliti 

mengenai pembinaan pedagang, menyatakan bahwa sempat ada penyuluhan dari 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang tentang koperasi 

dan perdagangan. Namun ternyata tidak semua pedagang mengetahui adanya 

pembinaan atau penyuluhan tersebut. Dari Perusahaan Daerah Pasar sendiri 

selama ini belum ada pembinaan yang dilakukan kepada pedagang disebakan 

keterbatasan anggaran yang dimiliki. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait indikator sumber daya 

yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial belum tercapai 

secara optimal. Masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti 

masih kurangnya SDM bagi PT. Bangunbina Persada serta belum optimalnya 

pembinaan pedagang yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar. 

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu 

proses yang kompleks dan sulit. Terjalinnya komunikasi yang baik akan 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan begitupun sebaliknya. 

Dari temuan lapangan yang didapat oleh peneliti menyatakan bahwa komunikasi 

yang terjalin antara Perusahaan Daerah Pasar selaku pihak pengawas dan 

pengaman aset daerah dengan PT. Bangunbina Persada selaku pihak pengelola 

pasar bandeng berjalan dengan baik dan beriringan. 

Adanya permasalahan yang terjadi di pasar bandeng seperti banyaknya 

kios yang sudah di beli hanya dijadikan investasi tidak untuk berjualan sehingga 

menyebabkan pasar bandeng menjadi sepi. PT. Bangunbina Persada selaku pihak 

pengelola pasar bandeng mencoba menangani permasalahan tersebut dengan cara 

untuk mengontrakan kembali kios yang sudah dibeli tetapi tidak dibuka/tidak 

berjualan, kepada calon pedagang yang ingin berdagang di pasar bandeng. Namun 

ternyata hal tersebut masih belum efektif untuk meramaikan pasar bandeng. 

Sedangkan usaha yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar selaku pengawas dan 

pengaman aset daerah sdah melakukan upaya untuk meramaikan pasar bandeng 

dengan cara menarik pedagang dari pasar lain untuk berjualan di pasar bandeng 
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dan di bebaskan sewa selama 3 bulan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan 

baik. 

Untuk keluh kesah atau penyampaian pendapat yang ingin disampaikan 

pedagang mengenai pasar bandeng, biasanya pedagang langsung 

menyampaikannya kepada Kepala Pasar, pihak pengelola ataupun kepada 

Direktur Utama Perusahaan Daerah ketika sedang berkunjung ke pasar bandeng. 

Pedagang menyampaikan langsung keluh kesah atau saran kepada pihak pengelola 

maupun Perusahaan Daerah Pasar, hal tersebut terjadi karena tidak adanya 

kelompok atau paguyuban pedagang di pasar bandeng. 

Rapat evaluasi antara Perusahaan Daerah Pasar dengan PT. Bangunbina 

Persada mengenai pasar bandeng tidak ada jadwal rutin, rapat evalusasi bersifat 

insidensil yang artinya rapat evaluasi akan dilakukan jika terjadi sesuatu/insiden 

di pasar bandeng yang bersifat urgent. Sedangkan untuk rapat evaluasi internal di 

Perusahaan Daerah Pasar ada dua yaitu rapat operasional dilakukan dua minggu 

sekali dan rapat evaluasi kinerja diadakan sebulan sekali. 

Terkait indikator komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan temuan di lapangan 

komunikasi yang terjalin antara Perusahaan Daerah Pasar dengan PT. Bangunbina 

Persada memang berjalan dengan baik, namun masih ada permasalahan hingga 

saat ini belum menemukan titik temu penyelesaiaan yang dilakukan antara 

Perusahaan Daerah Pasar dan PT. Bangunbina Persada. 
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d. Karakteristik Badan-badan Pelaksana 

Karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu bagian terpenting 

dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan lapangan yang ditemukan 

peneliti terkait kinerja PT. Bangunbina Persada selaku pengelola pasar bandeng 

yang memiliki tugas mengelola pasar bandeng, pengelolaan pasar bandeng 

dilakukan sesuai dengan MOU perjanjian antara Perusahaan Daerah Pasar dengan 

PT. Bangunbina Persada. Adapun yang dilakukan PT. Bangunbina Persada yaitu 

membangun pasar bandeng serta mengelola pasar bandeng selama 5 tahun, 

pengelolaan yang dilakukan PT. Bangunbina Persada di pasar bandeng meliputi 

fasilitas yang ada di pasar bandeng dengan menangani kerusakan-kerusakan fisik 

bangunan, serta pengelolaan pendapatan pasar bandeng yang nantinya PT. 

Bangunbina Persada memberikan kontirbusi kepada Perusahaan Daerah Pasar dari 

hasil pendapatan pengelolaan pasar sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. 

Selain kinerja PT. Bangunbina Persada, kinerja Perusahaan Daerah Pasar 

menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan ini. Perusahaan Daerah 

Pasar memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamankan aset daerah yang 

dikelola oleh piha swasta yaitu PT. Bangunbina Persada. Pengawasan pasar 

bandeng dilakukan melalui kepala pasar dan staff yang ada di pasar bandeng.  

Kepala pasar dan staff membuat catatan kondisi, kegiatan di pasar bandeng yang 

nantinya akan dibuat laporan ke Perusahaan Daerah Pasar setiap sebulan sekali. 

Untuk pengawasan yang dilakukan dari pusat Perusahaan Daerah Pasar tidak ada 

jadwal yang rutin. Pengawasan yang dilakukan pusat biasanya berbentuk sidak. 

Sidak dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar melalui Direktur Utama 
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Perusahaan Daerah Pasar biasanya pada saat menjelang penilaian adipura saja. 

Berdasarkan temuan lapangan yang didapat peneliti dari salah satu informan 

menyatakan bahwa adanya kerjasama Perusahaan Daerah Pasar dengan PT. 

Bangunbina Persada dapat meringankan beban dari Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang tetapi dari segi pengelolaan potensi yang dikelola oleh Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Tangerang belum maksimal karena pengelolaan masih 

dipegang oleh PT. Bangunbina Persada. 

Dalam indikator karakterisitik badan-badan pelaksana masih belum 

optimal. Hal tersebut karena kinerja perusahaan daerah belum bisa maksimal 

dalam pengelolaan potensi daerah karena pengelolaan pasar bandeng masih 

berada di bawah pengelolaan PT. Bangunbina Persada. Walaupun dari kerjasama 

tersebut dapat meringankan beban dari Perusahaan Daerah Pasar. 

e. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik  

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik turut mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Pasar bandeng berada di bawah naungan 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang merupakan salah satu sumber dari 

PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan temuan lapangan yang didapat 

bahwa kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap PAD ditargetkan oleh 

Walikota. Untuk mekanisme kontribusi Perusahan Daerah Pasar Kota Tangerang 

terhadap PAD yaitu pengumpulan pendapatan yang di dapat dari pasar-pasar 

termasuk pasar bandeng yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang setelah dilakukan penghitungan selanjutnya akan memberikan 

kontribusi terhadap PAD. Selain itu Perusahaan Daerah Pasar juga memberikan 
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kontribusi kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk masalah sampah. 

Untuk kontribusi pasar bandeng memberikan Rp.150.000 untuk setiap satu 

kontenernya, hal tersebut dikarenakan kebersihan pasar bandeng di kelola oleh 

pihak swasta. Sedangkan untuk pasar yang dikelola pemerintah kontribusi untuk 

satu kontener sampahnya sebesar Rp. 30.000. 

Dengan adanya revitalisasi pasar bandeng dapat berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang di pasar bandeng, terutama pedagang yang berjualan 

sebelum pasar di revitalisasi. Dari temuan lapangan yang ditemui oleh peneliti, 

pendapatan pedagang di pasar bandeng berkurang atau menurun dikarenakan 

pasar bandeng yang sepi saat ini. Memang pada awal masa setelah pembangunan, 

pasar bandeng menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga pasar bandeng 

menjadi ramai. Namun lambat laun pasar bandeng menjadi sepi sehingga 

berimbas pada pendapatan pedagang yang menurun. 

Sepinya pasar bandeng juga berdampak kepada pendapatan pasar bandeng 

serta berdampak kepada kontribusi yang diberikan pihak pengelola kepada 

Perusahaan Daerah Pasar yang menjadi menurun atau berkurang. Pada awal 

setelah masa pembangunan tahun 2013 pasar bandeng ramai kontribusi yang 

diberikan PT. Bangunbina Persada sebesar Rp. 20.036.200 per bulan. Namun 

pada tahun 2014 pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina Persada meminta 

kontribusi yang dierikan turun karena sepinya pasar bandeng menjadi sebesar RP. 

13.191.500 per bulannya. 

Melihat kondisi yang sekarang ini, pedagang di pasar bandeng harus 

beradaptasi dengan keadaan sekarang. Pedagang merasa tidak ada pilihan lagi, 
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sehingga membuat mereka harus terbiasa dengan keadaan pasar yang sepi. 

Pedagang merasa kecewa dengan keadaan yang ada sekarang ini. Keluhan sudah 

disampaikan pedagang namun sampai saat ini masih belum ada solusi yang pasti 

untuk menangani permasalahan yang ada di pasar bandeng. 

Perusahaan Daerah Pasar melakukan kerjasama dengan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yaitu, pembinaan kepada pedagang 

mengenai koperasi, teknik berdagang, modal perdagangan, serta masalah 

penstabilan harga sembako. Adanya kerjasama yang dilakukan guna untuk 

menjadikan pasar tradisional agar mampu berkembang dan tetap bertahan di 

tengah-tengah berkembangnya pasar modern yang semakin pesat di Kota 

Tangerang. 

Di pasar bandeng sendiri tidak ada paguyuban pedagang yang dibentuk. 

Sebeum dilakukan revitalisasi pasar bandeng sempat ada koperasi di pasar 

bandeng yang bernama Koperasi Pasar Bandeng (Kopasbang), namun 

dikarenakan ada permasalahan yang timbul di dalam koperasi tersebut 

menyebabkan koperasi bubar atau sudah tidak ada lagi. Setelah adanya revitalisasi 

sempat ada wacana untuk membentuk koperasi kembali di pasar bandeng tetapi 

tidak ada pedagang yang mau menjadi kepala koperasi ataupun pengurus koperasi. 

Mereka lebih merasa nyaman mengurusi urusan mereka sendiri. Adapun faktor 

yang menyebabkan tidak terjalin erat hubungan pedagang satu dengan lainnya 

dikarenakan banyak pedagang di pasar bandeng setelah di revitalisasi adalah 

pedagang yg meneruskan usaha orangtuanya. 
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Adanya kios yang sudah dibeli tetapi tutup merupakan temuan lapangan 

yang ditemukan oleh peneliti. Ternyata dari sekian banyak kios yang sudah dibeli 

terutama di lantai satu adalah sebagiannya milik orang yang bekerja di 

pemerintahan. Kios dijadikan tempat investasi, ada kios yang dikontrakan kembali 

dan ada pula kios yang dibiarkan begitu saja tutup. Hal tersebut menjadi 

penghambat berkembangnya pasar bandeng. Karena dengan adanya investor 

tersebut banyak kios di pasar bandeng yang sudah dibeli tetapi tutup serta dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola karena tutupnya kios tidak ada 

kontribusi yang di bayarkan kepada pihak pengelola. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait indikator kondisi-kondisi 

ekonomi, sosial dan politik belum tercapai secara optimal yang membuat 

revitalisasi pasar bandeng belum dapat berjalan secara optimal. Berkaitan dengan 

pendapatan pedagang yang menurun, pendapatan pengelolaan pasar bandeng 

berkurang, tidak adanya paguyuban maupun koperasi di pasar bandeng serta 

adanya investor yang membeli kios tetapi tidak membuka kiosnya untuk berjualan 

atau dibiarkan saja tutup. 

f. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

Kecenderungan pelaksana yang dimaksud adalah implementors menerima 

dengan baik atau tidak adanya kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar 

bandeng. Untuk mengetahui sikap menerima atau menolak, peneliti mencari 

informasi tentang sosialisasi yang dilakukan. Berdasarkan temuan lapangan yang 

didapat peneliti terkait sosialisasi yang dilakukan adalah bahwa sosialisasi yang 

dilakukan pertama diberikan surat pemberitahuan kepada seluruh pedagang yang 
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ada di pasar bandeng selanjutnya dilakukan pertemuan oleh seluruh pedagang di 

pasar bandeng dengan Perusahaan Daerah Pasar. Untuk di pasar bandeng sendiri 

dipasang spanduk pembangunan pasar bandeng. 

Temuan lapangan yang didapat peneliti berkaitan dengan sikap pelaksana 

dalam implementasi revitalisasi pasar bandeng yaiu ada yang bersikap pro dan 

kontra. Informan dari pemerintah, swasta dan masyarakat/pembeli menerima 

dengan baik adanya revitalisasi pasar bandeng. Dengan adanya revitalisasi ini 

menjadikan pasar bandeng tidak kumuh, becek seperti pasar tradisional pada 

umumnya. Berbeda halnya dengan pedagang yang awalnya memang menerima 

adanya revitalisasi pasar bandeng dengan harapan pasar menjadi lebih bersih dan 

pengunjung menjadi lebih banyak, tetapi pada kenyataannya setelah pembangunan 

pasar bandeng menjadi sepi. Sehingga menimbulkan kekecewaan bagi para 

pedagang yang berjualan terutama pedagang yang sudah lama berjualan di pasar 

bandeng, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapakan dan dijanjikan 

sebelumnya. 

Terkait indikator kecenderungan pelaksana (implementors) menerima 

dengan baik keberadaan revitalisasi pasar bandeng namun masih ada pedagang 

yang merasa kecewa dengan adanya revitalisasi pasar bandeng yang tidak sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan yaitu tidak hanya dari segi fasilitas yang baik 

tetapi dari segi keramaian pasar juga harus di perhatikan lebih lagi. 

Penelitian terdahulu yang peneliti baca pertama yang dilakukan oleh 

dilakukan oleh Tatang Hamdani pada Tahun 2012 dengan judul“Implementasi 

Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cicadas di Kota 



159 
 

 
 

Bandung)”memiliki permasalahan yang serupa berkaitan dengan revitalisasi pasar 

tradisional yaitu bangunan pasar yang sudah dibangun tidak terisi, pemanfaatan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah tidak maksimal. 

Kedua, penelitian terdahulu yang peneliti baca dilakukan oleh Hero 

Nurseto Marandita pada Tahun 2012 dengan judul “Implementasi Revitalisasi 

Pasar Gading dan Pasar Sidodadi di Kota Surakarta” memiliki permasalahan 

yang serupa berkaitan dengan revitalisasi pasar tradisional yaitu, konstruksi 

bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kurang intensif komunikasi yang 

dilakukan pemerintah dengan pedagang. 

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian dari kedua penelitian terdahulu 

dengan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan serupa yang 

menyebabkan belum optimalnya revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah, seperti permasalahan sumber daya, banyaknya kios yang tidak 

terisi, kostruksi bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kurang intensifnya 

komunikasi yang dilakukan dengan pedagang. Untuk itu, permasalahan yang 

kemudian banyak munculdalam penelitian serupa perlu mendapat perhatian lebih 

agar hal tersebut tidak terus-menerus menjadi permasalahan dalam penelitian yang 

sama.  

Peneliti dalam pembahasan ini juga ingin menyampaikan keterbatasan dalam 

penelitian ini. Keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti yakni informan 

penelitian khususnya Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang belum 

mencakup keseluruhan stakeholders yang terlibat dikarenakan kurangnya 

transparasnsi yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 
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Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi untuk dapat 

menyempurnakan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Tabel 4.6 

Matriks Hasil Penelitian 

No Indikator Hasil penelitian 
1. Ukuran-ukuran 

dasar dan 
tujuan-tujuan 
kebijakan 

a. Tujuan revitalisasi pasar tradisional : untuk  memberikan fasilitas 
masyarakat yang nyaman bersih, rapih dan menguntungkan. 
Namun dalam kenyataannya revitalisasi ini belum sesuia dengan 
apa yang pedagang harapkan  

b. Manfaat revitalisasi : Pasar Bandeng menjadi bersih dan nyaman 
c. Kendala yang dihadapi : 

- Bentuk fisik bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi 
lingkungan pasar bandeng 

- Revitalisasi yang dilakukan baru sebatas perbaikan fasilitas-
fasilitas di pasar bandeng 

2. Sumber-sumber 
Kebijakan 

a. Sumber Daya Manusia yang terlibat : Perusahaan Daerah Pasar 
Kota Tangerang dan PT. Bangunbina Persada serta yang 
mendapatkan dampak langsung adalah pedagang dan masyarakat 

b. Sumber Daya Pengelola : Kurangnya SDM yang dimiliki oleh 
pihak pengelola 

3. Komunikasi 
antar organisasi 
dan kegiatan-
kegiatan 
pelaksana 

a. Komunikasi antara PD. Pasar dengan PT. Bangunbina Persada 
- komunikasi berjalan dengan baik 

b. Rapat evaluasi 
- Rapat evaluasi bersifat insidensil 
- PD. Pasar melakukan sidak hanya pada saat menjelang adipura 

4. Karakterisitik 
badan-badan 
pelaksana 

a. Kinerja PD. Pasar Kota Tangerang 
- Mengamankan dan mengawasi asset daerah yang dikelola oleh 

PT. Bangunbina Persada 
b. Kinerja PT. Bangunbina Persada 

- Mengelola pasar bandeng selama 5 tahun sesuai dengan MOU 
5. Kondisi 

lingkunagan 
sosial, ekonomi 
dan politik 

a. Kondisi lingkungan ekonomi : 
- Pendapatan pedagang berkurang 
- Kontribusi terhadap PD. Pasar Kota Tangerang menurun 
- Adanya revitalisasi pasar tradisional menjadi salah satu 

strategi menarik investor untuk investasi di pasar tradisional 
b. Kondisi lingkungan sosial : 

- Pedagang beradaptasi dengan kondisi pasar yang sepi 
- Tidak adanya paguyuban/koperasi di Pasar Bandeng 
- Tidak adanya pedagang yang mau menjadi pengurus koperasi 
- Pedagang lebih individualis 

c. Kondisi lingkungan politik : 
- Kios yang tutup hanya dijadikan tempat investasi oleh investor 
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6. Kecenderungan 
pelaksana 

a. Pendapat adanya revitalisasi 
- Adanya revitalisasi Pasar Bandeng diterima dengan baik 

b. Sosialisasi : 
- Pada saat pembangunan sosialisasi hanya berupa spanduk 
- Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masayarakat 

c. Politiasai : 
- Penganggaran melalui lelang tender 

(Sumber : Peneliti, 2016) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pemerintah Kota Tangerang melalui Perushaan Daerah Pasar Kota 

Tangerang melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kota Tangerang yaitu Pasar 

Bandeng. Kondisi Pasar Bandeng yang kumuh serta bangunan rusak berat 

menjadi salah satu alasan Pasar Bandeng untuk dilakukan revitalisasi. Perusahaan 

Daerah Kota Tangerang melakukan kerja sama dengan Pihak swasta yaitu PT. 

Bangunbina Persada, dimana PT. Bangunbina Persda akan membangun dan 

mengelola Pasar Bandeng selama 5 tahun dari tahun 2013-2018. Selama 

pengelolaan Pasar Bandeng dilakukan oleh PT. Bangunbina Persada tugas dari 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang adalah mengamankan dan mengawasi 

asset daerah yang di kelola oleh PT. Bangunbina Perasada. 

Penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang” dianalisis peneliti dengan 

menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn 

(Winarno 2012:150) yang terdiri dari enam aspek dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Pertama, aspek ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan masih 

belum optimal disebabkan tujuan dari adanya revitalisasi pasar masih sebatas 

mencipatakan pasar bandeng yang bersih dan rapih namun dari segi keuntungan 

pedagang merasa dirugikan dengan kondisi yang ditimbulkan dari adanya 

revitalisasi pasar tradisional yang menjadikan pasar bandeng sepi 
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pembeli/pengunjung. Kedua, aspek sumber-sumber kebijakan. Kurangnya SDM 

yang dimiliki PT. Bangunbina Persada dalam mengelola pasar bandeng hanya ada 

12 orang, serta pendidikan terakhir yang dimiliki rata-rata SMA dan SMP. Selain 

itu pembinaan bagi para pedagang yang masih belum menyeluruh dan maksimal,. 

Ketiga, aspek komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana. Komunikasi yang terjalin antara Perusahaan Daerah Pasar dengan PT. 

Bangunbina Persada berjalan dengan baik, namun komunikasi antar pedagang 

dirasa masih kurang baik karena sampai saat ini belum ada solusi yang pasti 

mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di pasar bandeng. Keempat, 

aspek Karakteristik badan-badan pelaksana. Dengan adanya kerjasama yang 

dilakukan Perusahaan Daerah Pasar dan PT. Bangunbina Persada dalam 

implementasi revitalisasi pasar tradisional di pasar bandeng menimbulkan suatu 

dilema. Disatu sisi kerjasama yang dilakukan dapat meringankan beban 

Perusahaan Daerah Pasar, namun kinerja perusahaan daerah belum bisa maksimal 

dalam pengelolaan potensi daerah karena pengelolaan pasar bandeng masih 

berada di bawah pengelolaan PT. Bangunbina Persada. 

Kelima, aspek kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik masih belum 

optimal karena pendapatan pedagang yang menuru, kontribusi yang diberikan 

pihak pengelola kepada Perushaan Daerah Pasar berkurang, tidak adanya 

paguyuban pedagang maupun koperasi di pasar bandeng serta adanya investor 

yang membeli kios tetapi tidak membuka kiosnya. Keenam, aspek kecenderungan 

pelaksana menerima dengan baik adanya revitalisasi pasar bandeng namun masih 
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ada pedagang yang merasa kecewa dengan adanya revitalisasi pasar bandeng tidak 

sesuai dengan apa yang mereka harapkan yaitu pasar menjadi ramai. 

Oleh karena itu, Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di 

Pasar Bandeng Kota Tangerang masih belum optimal yang disebabkan oleh 

beberapa hal yang dijelaskan oleh peneliti di atas. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka 

peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar 

Bandeng Kota Tangerang. Adapun saran-saran tersebut yaitu : 

1. Perlunya sikap tegas yang dimiliki pihak pengelola yaitu PT. Bangunbina 

Persada dalam menangani kios yang tutup. Seperti pemberian sanksi yang 

sudah tertera jelas dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Sanksi yang dimaksud adalah 

penyegelan tempat berjualan jika tempat berjualan tutup selama 3 bulan 

berturut-turut. 

2. Dibentuknya paguyuban bagi para pedagang di pasar bandeng. Adanya 

paguyuban diperlukan guna menjadi wadah bagi para pedagang untuk 

menyampaikan keluhan dan saran agar komunikasi antara pedagang, pihak 

pengelola serta Perusahaan Daerah Pasar bisa berjalan dengan baik. 

3. Dilakukannya Kerjasama yang baik terutama dengan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dalam pembinaan pedagang di 
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pasar bandeng. Seperti pembinaan mengenai permodalan usaha, koperasi, 

serta teknik berdagang. 

4. Diadakannya bazar, baik sembako pakaian, makanan serta disediakan tempat 

bermain anak setiap sebulan sekali di akhir pekan. Untuk menarik minat 

masyarakat sekitar berkunjung atau berbelanja di pasar bandeng. 

5. Segera dilaksanakannya pemanfaatan lantai satu menjadi foodcourt atau pusat 

jajanan. Agar aktivitas pasar bandeng di lantai satu menjadi hidup serta dapat 

menjadikan pasar bandeng menjadi lebih ramai. 
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SALINAN 

 
MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 
  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu 

berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat 
perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan 

dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006   Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4594); 

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional 

kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 
   
  MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN 
PEMBERDAYAAN  PASAR TRADISIONAL. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. 

2. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah 
dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang 
lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko 

modern. 

3. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah 

pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi 
pasar tradisional.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi 
pasar. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah,  yang selanjutnya disingkat RKPD,  
adalah dokumen perencanaan daerah  untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra 

SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar 
tradisional untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD  yang membidangi pasar 
tradisional untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut 
RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

 

BAB II 

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA  
 

Pasal 2 

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi: 

a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; 

b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;  

c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; 
dan 

d. menciptakan  pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan 
dan toko modern. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan 

dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 
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Pasal 4 

Kriteria pasar tradisional antara lain: 

a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; 

b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;  

c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan 

d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. 
 

BAB III 
PENGELOLAAN  

 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

 
Pasal 5 

(1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar 

tradisional. 

(2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  

perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. 
 

Pasal 6 

(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: 

a. penentuan lokasi;  

b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan 

c. sarana pendukung. 

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 

pembangunan pasar baru. 

(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c 
berlaku untuk rehabilitasi pasar lama. 

 
Pasal 7 

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  a antara 

lain: 

a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota; 

b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi 
masyarakat; dan 

c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota 

kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan 
dibangun.  

 
Pasal 8 

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf b antara lain: 

a. bangunan toko/kios/los  dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;  

b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah; 

c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;  

d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan 

e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya 
daerah. 
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Pasal 9 

Sarana pendukung  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, 

antara lain: 

a. kantor pengelola; 

b. areal parkir; 

c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; 

d. air bersih; 

e. sanitasi/drainase; 

f. tempat ibadah; 

g. toilet umum; 

h. pos keamanan;   

i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;  

j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; 

k. penteraan;  

l. sarana komunikasi; dan 

m. area bongkar muat dagangan. 
 

Pasal 10 

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan 

prosedur yang ditetapkan. 

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
antara lain: 

a. Sistem penarikan retribusi; 

b. Sistem keamanan dan ketertiban; 

c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah; 

d. Sistem perparkiran; 

e. Sistem pemeliharaan sarana pasar; 

f. Sistem penteraan; dan 

g. Sistem penanggulangan kebakaran. 
 

Pasal 11 

(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan 
perundang-perundangan. 

(2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan 

ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan 
APBD. 

 
Bagian Kedua 
Kelembagaan 

 
Pasal 12 

(1) Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional 

dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

(2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit terdiri dari: 

a. kepala pasar; 

b. pejabat keuangan; dan 
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c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.  

(3) Bupati/walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat 

teknis lainnya dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan 
kepala SKPD. 

 
Bagian Ketiga 

Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha 

 
Pasal 13 

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain: 

a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan 

b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain. 

 
Pasal 14 

Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain: 

a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha; 

b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur; 

c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya; 

d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan 

e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola. 

 
Bagian Keempat 

Pelaksanaan 
  

Pasal 15 

Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD. 
 

Pasal 16 

(1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk 
pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar 

tradisional.   

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 

dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan 
Kerja Sama Pemanfaatan lainnya. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.   
 

Bagian Kelima 
Pengendalian dan Evaluasi 

 

Pasal 17 

(1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi 
pengelolaan pasar tradisional. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap: 

a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional; 

b. pengelola dan pedagang; 

c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan 

d. sarana dan prasarana pasar.  
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BAB IV 
PEMBERDAYAAN 

 

Pasal 18 

(1) Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 

a. meningkatkan profesionalisme pengelola; 

b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan 

c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.  
 

Pasal 19 

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) huruf a melalui: 

a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar; 

b. penerapan manajemen yang profesional; 

c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan 

d. ketersediaan standar operasional dan prosedur. 
 

Pasal 20 

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (2) huruf b antara lain: 

a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; 

b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; 

c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan 

d. memahami perilaku pembeli. 
 

Pasal 21 

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain: 

a. pembenahan tata letak; 

b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar; 

c. peningkatan kualitas konstruksi; 

d. pembenahan sistem air bersih dan limbah; 

e. pembenahan sistem elektrikal; 

f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan 

g. pembenahan sistem penanganan sampah. 

 
Pasal 22 

Bupati/walikota melalui SKPD, melakukan:  

a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal 
dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;  

b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban 
pasar;  

c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan 

d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar. 
 

Pasal 23 

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan 
non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke 

dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 
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BAB V 
KEUANGAN 

  
Pasal 24 

(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar 
tradisional dianggarkan dalam APBD.  

(2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari 

pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut oleh bupati/walikota. 

 

Pasal 25 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional. 

(2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari 
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 

bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.  
  

 BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

 

Pasal 26 

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan 

Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan 
pemberdayaan pasar tradisional. 

(2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan 

pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. 

(3) Bupati/walikota melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan 
keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya. 

 
Pasal 27 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi: 

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; 

b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

tradisional pada tingkat nasional; 

c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; 

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan 
pemberdayaan pasar tradisional; dan 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

tradisional. 
 

Pasal 28 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi: 

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di 

provinsi; 

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar 
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan 
dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi; dan 
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d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 
tradisional dalam wilayah provinsi. 

 
Pasal 29 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi: 

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di 
wilayah kabupaten/kota; 

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar 
kabupaten/kota dalam di wilayah kabupaten/kota; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan 

dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota; dan 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

tradisional di wilayah kabupaten/kota. 
 

Bagian Kedua 

Pengawasan 
 

Pasal 30 

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan 

provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.  

(2) Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 
tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya. 

(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan 
pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD. 

 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 31 

(1) Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta 

dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar 
tradisional di Provinsi DKI Jakarta. 
 

Pasal 32 

Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat 
usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota. 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 33 

Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan 
RPJMD atau menyusun rencana pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

tradisional dalam renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan 
Rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.  
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 34 

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 3 Februari 2012 

MENTERI DALAM NEGERI, 
 

REPUBLIK INDONESIA  
  

ttd  

 
GAMAWAN FAUZI  

 Diundangkan di Jakarta 

 pada tanggal 7 Februari 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAM 
 

REPUBLIK INDONESIA,  
  

ttd  

  
AMIR SYAMSUDDIN  

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012  NOMOR 178 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

 

 
 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH 
Pembina Tk.I (IV/b) 

NIP. 19690824 199903 1 001 



MATRIKS HASIL WAWANCARA 

1. Ukuran- ukuran dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 

I 

Q1 

Apakah tujuan dari adanya revitalisasi pasar di pasar bandeng 

Kota Tangerang? 

I1-1 

Pertama, untuk menyeimbangkan program Pemerintah Daerah. 

Kedua, memberikan fasilitas masyarakat yang nyaman bersih, rapih 

dan menguntungkan. Ketiga, dengan adanya pembangunan dapat 

membuat daya tarik investor terhadap pasar 

I1-2 

Pertama, tidak sesuai dengan tata ruang pasar tradisional. Selain itu 

Pasar Bandeng sempat dijadikan tempat persembunyian pencurian 

motor. Kedua, untuk meningkatkan perekonomian masayarakat 

sekitar Pasar Bandeng. 

I1-3 
Adanya revitalisasi pasar untuk menjadikan pasar bersih, tidak 

kumuh dan becek. 

I1-4 Untuk memberikan suasana pasar yang rapih dan bersih 

I2-1 Untuk menciptakan pasar tradisional yang bersih dan sehat 

I2-2 
Untuk menciptakan pasar tradisional yang nyaman dan dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyaraka 

 

I 

Q2 

Apa saja manfaat dari adanya revitalisasi pasar tradisional di 

pasar bandeng Kota Tangerang? 

I1-1 Manfaat untuk menjadikan pasar lebih tertata rapih dan bersih dan 



pasar tradisional dapat tetap eksis di era globalisasi ini. 

I1-2 

Manfaatnya untuk menciptakan pasar tradisional yang bersih dan 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Pasar 

Bandeng. 

I1-3 Tentunya menjadikan pasar lebih bersih 

I1-4 
Dengan adanya pasar yang bersih dapat memberikan kenyamanan 

bagi pembeli 

I2-1 

Manfaatnya Pasar Bandeng jauh dari becek, kotor dan kumuh. 

Seperti yang dilihat pasar yang belum dilakukan revitalisasi dan 

masih di kelola oleh pemerintah masih terlihat becek, kotor dan 

kumuh 

I2-2 

Dengan adanya revitalisasi pasar bandeng dari segi masyarakat tidak 

perlu takut akan pasar yang becek dan kumuh dan pedagang yang 

mendapatkan fasilitas tempat berjualan yang lebih layak 

I3-1 Manfaatya bangunan pasar jauh lebih baik dari sebelumnya 

I3-2 
Pasar menjadi rapih karena ada bangunan pasar, sebelumnya pasar 

bandeng hanya lapak-lapak. 

I3-3 Pasar jadi lebih rapih 

I3-4 Menjadikan pasar lebih rapih dan bersih 

I3-5 
Kalau dibandingkan dengan sebelumnya pasar yang sekarang jauh 

lebih bersih dan lebih rapih 

 



I 

Q3 

Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi di 

pasar bandeng Kota Tangerang? 

I1-1 Kendala yang ada seperti masalah lingkungan tetapi masih relatif 

stabil atau masih bisa diatasi. Salah satu permasalaha yang masih 

belum terpecahkan sampai saat ini juga adalah masalah pasar 

bandeng yang sepi pengunjung. Selain itu pengelolaan yang ada di 

pasar bandeng hanya di dalam lingkungan pasar bandeng diluar dari 

pagar bukan tanggung jawab dari pihak pengelola padahal di luar ada 

beberapa PKL serta parkir liar. Alasan pasar bandeng terlihat sepi 

juga mungkin salah satunya dari kondisi bangunan yang jika dilihat 

dari luar tidak terlihat aktivitas pasar karena bangunan yang terisi 

hanya di lantai bawah yang terlalu menjorok kebawah sedangkan 

lantai atas masih banyak kios yang kosong. 

I1-2 Pertama, pedagang merasa terbebani untuk membeli kios setelah 

adanya pembangunan karena mereka harus mengeluarkan uang. 

Kedua, adanya warga sekitar yang mencari uang melalui parkir di 

pinggir pasar dan masih ada PKL di luar pasar. Ketiga, permasalahan 

pasar sepi walaupun awal pembangunan sempat ramai tetapi seiring 

berjalannya waktu pasar menjadi sepi. Keempat, banyaknya kios 

yang dijadikan investasi atau sudah dibeli tetapi tidak dibuka untuk 

tempat berjualan melainkan di kontrakan kembali 

I1-3 Pasar bandeng yang masih terlihat sepi karena jumlah kios yang lebih 

banyak dibandingkan jumlah pedagang, masih banyaknya kios-kios 



yang belum diisi. Menurut saya pasar bandeng masih bersifat lokal 

saja jadi hanya untuk daerah sekitar saja. Selain itu adanya pasar-

pasar lain yang juga berdekatan dengan pasar bandeng seperti pasar 

malabar. Pasar bandeng juga hanya dijadikan sebagai pasar konsumsi 

bukan untuk orang-orang yang berjualan kembali. 

I1-4 Sampai saat ini pasar bandeng masih terlihat sepi dan banyak kios di 

pasar bandeng yang sudah dibeli tetapi tidak dipakai untuk 

berjualan/tutup. 

I2-1 Kendalanya seperti yang dilihat pasar masih terlihat sepi, dan masih 

banyak juga kios yang tutup tetapi sudah dibeli 

I2-2 Kendalanya dari pihak yang berjualan di pasar 

I2-3 Awal pembangunan pasar bandeng ramai, namun lama kelamaan 

menjadi sepi. Bagi saya selaku petugas parkir dan penarikan retribusi 

adanya parkir liar yang ada di pinggir pasar menjadi ancaman juga 

karena tentunya pendapatan parkir bisa berkurang dengan adanya 

parkir liar di pinggir pasar bandeng. 

 

I 

Q4 

Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh pasar bandeng dengan 

adanya revitalisasi pasar tradisional? 

I1-1 

Tentunya setelah adanya revitalisasi pasar bandeng jauh lebih 

nyaman kondisinya dibanding dengan pasar bandeng sebelum 

dibangun. Selain itu letak pasar bandeng yang menurut saya 

termasuk strategis berada di pinggir jalan raya. 



I1-2 

Pasar bandeng letaknya cukup strategis yang berada di pinggir jalan 

dan akses masuk kepasar tidak susah. Pasar berada di dekat 

Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin, GOR dan Kelurahan Karawaci 

Baru. Adanya bangunan pasar yang sudah di bangun lebih tertata 

rapih dan bersih. Serta fasilitas-fasilitas yang sudah cukup memadai 

di pasar bandeng 

I1-3 

Pasar bandeng yang terletak di pinggir jalan raya, pasar bandeng juga 

berada di tengah-tengah fasilitas umum lainnya, selain itu pasar 

bandeng juga sudah bersih disbanding pasar-pasar yang dikelola oleh 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang. 

I1-4 
Letak pasar bandeng yang ada di pinggir jalan raya dan pasar 

bandeng jauh lebih rapih dan bersih dari pasar tradisional lainnya 

I2-1 

Pasar bandeng yang letaknya cukup strategis dan dari segi bangunan 

jauh lebih baik dari pasar tradisional yang sebelumnya. Selain itu 

Pasar Bandeng mendapatkan Adipura mengenai kebersihan pasar 

pada tahun 2015. 

I2-2 

Pasar Bandeng mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2015 

mengenai kebersihan dan kesehatan pasar, tentunya pasar bandeng 

dari segi kebersihan pasar lebih unggul dari pasar lainnya selain itu 

dari segi bangunan juga sudah tertata rapih 

 

 



I 

Q5 

Bagaimana respon pedagang dan masyarakat dengan adanya 

revitalisasi pasar bandeng? 

I1-1 

Setiap ada kebijakan yang digulirkan pasti ada pro dan kontra tetapi 

sejauh ini semua masih bisa diatasi hingga pembangunan selesa, 

walaupu sekarang masih banyak pedagang yang mengeluhkan 

kondisi pasar yang masih sepi. 

I1-2 

Ada sebagian pedagang yang merasa keberatan karena harus 

mengeluarkan uang untuk membeli kios tetapi ada juga sebagian 

pedagang yang tidak keberatan dengan adanya revitalisasi tersebut. 

Kalua masyarakat pasti senang-senang saja karena pasar menjadi 

lebih bersih. 

I1-3 

Awalnya memang merespon baik karena dengan adanya revitalisasi 

berharap pendapatan semakin meningkat tetapi nyatanya pendapatan 

malah semakin menurun. Ada pula yang berpendapat bahwa lebih 

enak pasar yang kumuh 

I1-4 
Tentunya sekarang mengeluh karena banyak pedagang yang merasa 

pendapatan mereka berkurang setelah adanya revitalisasi pasar ini 

I2-1 
Kalu respon pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan adanya 

revitalisasi pasar ini 

I2-2 

Respon dari masyarakat sekitar cukup baik karena pasar menjadi 

bersih dan tidak semraut kalau dari pedagang ada yang merespon 

setuju dan tidak setuju dengan adanya revitalisasi 

I3-1 Awal pembangunan tidak setuju, tidak semua pedagang setuju. 



Hanya ada surat persetujuan dan sebagian pedagang yang setuju. 

I3-2 

Respon pedagang setuju karna pada saat itu berharap setelah adanya 

revitalisasi pasar bandeng, pasar bandeng menjadi semakin ramai 

tetapi setelah pembangunan ditahun pertama memang ramai tapi 

semakin kesini mejadi sepi dan membuat saya kecewa. 

I3-3 Kalau saya sih setuju saja diadakan revitalisasi ini 

I3-4 Adanya revitalisasi pasar bandeng itu sangat baik 

I3-5 menurut saya bagus 

 

2. Sumber-seumber Kebijakan 

I 

Q6 

Siapa saja yang terlibat dalam revitalisasi pasar di pasar 

bandeng Kota Tangerang? 

I1-1 

Yang terlibat dalam revitalisasi pasar tradisional secara langsung 

adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang berfungsi 

sebagai pengawas, PT. Bangunbina Persada sebagai pengelola pasar 

bandeng dan tentunya pedagang dan masyarakat 

I1-2 

Dalam revitalisasi ini yang terlibat yaitu Perusahaan Daerah Pasar 

Kota Tangerang, PT. Bangunbina Persada sebagai pihak 

pengembang dan pengelola sesuai dengan MOU yang sudah di 

tetapkan dan masyarakat termasuk juga pedagang 

I1-3 
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dan PT. Bangunbina 

Persada sebagai pihak pengembang dan masyarakat 

I1-4 Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dan PT. Bangunbina 



Persada sebagai pihak pengembang dan masyarakat 

I1-5 
Yang terlibat hanya Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dan 

pihak swasta yang bekerja sama serta masyarakat. 

 

I 

Q7 

Apakah sumber daya manusia yang dimiliki pihak pengelola 

pasar bandeng sudah cukup memadai untuk melakukan 

revitalisasi pasar? 

I1-1 

- Saya tidak terlalu begitu mengamati mengenai sumberdaya yang 

ada di pasar bandeng, sebenarnya ada dilema antara pasar yang 

sepi dengan jumlah sumberdaya yang ada di pasar bandeng. 

Karena pengelolaan untuk pasar bandeng sepenuhnya berada di 

tangan PT. Bangunbina Persada. 

- Masalah keamanan sempat ada kehilangan makanya diadakan 

CCTV di pasar bandeng, karena dari pihak PT. Bangunbina 

Persada hanya mampu membayar petugas keamanan sebanyak 3 

orang. 

I1-2 

- Untuk jumlah pekerja atau pegawai untuk pengelolaan pasar 

bandeng yang terbilang pasar tidak terlalu besar cukup tetapi 

dalam ketanggapan untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dilapangan masih belum tanggap terutama dari pihak pengelola. 

- Untuk petugas keamanan kebersihan dan parkir sudah cukup 

memadai, namun sempat ada kejadian pedagang kehilangan 

maka ditambahkan CCTV di dekat kantor pengelolaan pasar 



I1-3 

Selama saya disini untuk pegawai pengelolaan untuk ukuran pasar 

bandeng sudah cukup, petugas kebersihan, keamanan dan parkir juga 

sudah cukup. 

I1-4 

Disini saya masih staff baru, menurut saya sumber daya dari PT. 

Bangunbina Persada masih belum memadai, karena jika ditanya 

mengenai pasar bandeng jawabannya tidak tau. Entah ada yang 

ditutupi, saya pun tidak begitu mengerti. Tetapi untuk masalah 

kebersihan keamanan dan parkir saya rasa sudah cukup. 

I2-1 

Sumber daya masih belum memadai, inginnya menambah pegawai 

lagi tetapi kemampuan untuk membayar pegawai masih belum 

mampu karena kondisi pasar yang sepi. kita hanya memiliki petugas 

kebersihan 4 oranng, petugas keamanan 3 orang, staff 3 orang, 

humas 1 orang dan manager 1 orang digabung oleh pasar yang ada di 

kelapa dua. 

I2-2 Sumber daya masih belum memadai 

I2-3 Menurut saya sih kalo SDM di kantor pengelola masih kurang 

 

I 

Q8 

Bagaimanakah mekanisme penganggaran revitalisasi Pasar 

Bandeng? 

I1-1 

Mengenai penganggaran awalnya dilakukan lelang tender. Lelang 

tender akan dilakukan jika peserta lelang minimal 2 jika kurang dari 

2 maka tidak akan dilakukan lelang. Pada lelang tender 

pembangunan pasar bandeng didapat oleh PT. Bangunbina Persada, 



mengenai anggaran sudah di tentukan pada saat lelang sehingga 

anggaran semua berasal dari PT. Bangunbina Persada pemerintah 

melalui Perusahaan Daerah Pasar hanya menyediakan lahan namun 

aset itu tetap milik pemerintah daerah Kota Tangerang 

I1-2 

Untuk masalah anggaran pembangunan pasar bandeng dananya 

bersumber dari PT. Bangunbina Persada selaku pengembang atau 

pengelola Pasar Bandeng selama 5 tahun sesuai dengan perjanjian 

MOU 

I1-3 Yang saya tau penganggaran berasal dari PT. Bangunbina Persada 

I1-4 Penganggaran berasal dari PT. Bangunbina Persada 

I2-1 

Untuk anggaran sepenuhnya dari kami selaku pihak pengelola, yang 

akan mengelola pasar bandeng selama 5 tahun, pemerintah hanya 

menyediakan lahan untuk pembangunan pasar, tetapi tetap ini adalah 

pasar milik Pemerintah Daerah. 

I2-2 
Masalah anggaran pembangunan sepenuhnya dari PT. Bangunbina 

Persada 

 

I 

Q9 

Bagaimana fasilitas untuk menunjang kegiatan jual-beli yang 

ada di pasar bandeng? 

I1-1 

Yang saya tau fasilitas yang ada di pasar bandeng sudah cukup 

memadai, seperti adanya kantor pengelola, kantor kepala pasar, dari 

segi bangunan pun jauh lebih baik, adanya toilet, mushola dan 

sebagainya 



I1-2 

Fasilitas yang ada sudah cukup memadai seperti bangunan jauh lebih 

baik dari sebelumnya, adanya toilet, lahan parkir, mushola, serta 

CCTV 

I1-3 
Dari segi fasilitas untuk ukuran pasar tradisional sudah cukup 

memadai 

I1-4 
Untuk fasilitas cukup memadai bisa dilihat dari segi bangunan sudah 

bagus selain itu disediakan toilet, lahan parkir pos keamanan 

I2-1 

Selain bangunan yaang sudah bagus disini juga tersedia kantor 

pengelola, mushola, pos keamanan, tempat pembuangan sampah, 

toilet dan lahan parkir 

I2-2 

Fasilitas disini ada kantor pengelola, kantor mantri pasar/kepala 

pasar, mushola, lahan parkir, tempat pembuangan sampah, toilet, pos 

satpam dan bangunan pasar yang sudah tertata. 

I3-1 

Dari segi fasilitas bangunan sudah cukup memadai tetapi dari segi 

daya beli masyarakat berkurang. Kalau bisa memilih lebih baik 

bangunan biasa saja atau jelek tapi daya beli masyarakat tidak 

berkurang seperti dulu sebelum ada pembangunan 

I3-2 

Kalau fasilitas sudah cukup, soalnya kita berada di kios tetapi tetep 

saja kita kios juga beli. Masalah dari bentuk fisik bangunan harusnya 

tidak usah dilantai dua seperti ini jadi lebih baik rata saja pasarnya 

karna pedagang tidak terlalu banyak, kasihan yang jualan dilantai 

atas, selain itu tangga untuk ke lantai bawah tidak ada pegangan, 

kasian kalau ibu-ibu hujan tidak ada pegangan takut jatuh. 



I3-3 
Fasilitas bangunan jauh lebih bagus lebih rapih dari sebelumnya, 

ditambah pasar yang sekarang ini disedikana mushola dan toilet juga 

I3-4 

Fasilitas sudah cukup memadai, saya sih belum begitu mengamati 

fasilitas apa yang kurang karena biasanya kalau ke pasar sih 

fokusnya ke barang-barang belanjaan sama harga-harganya ya jadi 

sampai sekarang ini masih standar-standar aja fasilitasnya. 

I3-5 

Jika dilihat dan dibandingkan dengan dulu sebelum di revitalisasi, 

bangunan pasar/kios-kios yang sekarang sudah tertata rapih, disini 

juga ada toilet, terus disediakan lahan parkir walaupun yang saya 

lihat masih banyak orang yang memarkir kendaraan di luar pasar. 

Sekarang juga kalo ke pasar sudah tidak becek seperti dulu lagi 

 

I 

Q10 

Apakah ada pembinaan bagi para pedagang guna untuk 

menigkatkan kualitas sumber daya pedagang? 

I1-1 

Untuk masalah pembinaan biasanya tergantung dari anggaran dinas-

dinas terkait. Seperti untuk Dinas Kesehatan, Dinas Industri 

Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian dan Peternakan. 

I1-2 

Sempat ada sekali pembinaan pedagang mengenai koperasi yang 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 

Tangerang. 

I1-3 

Pembinaan yang saya tau setiap tahun ada pengukuran timbangan 

yang dinamakan tera ulang, dari dinas indagkop adanya penstabilan 

harga sembako di pasar tradisional 



I1-4 

Yang saya tahu pernah ada penyuluhan tentang ketahanan pangan 

dan pengawasan tentang bahan pengawet. Biasanya kalo pedagang 

sendiri sih udah punya keahlian berdagang masing-masing tanpa 

dibina. 

I1-5 Biasanya pembinaan seperti tentang koperasi, teknik berdagang 

I2-1 
Untuk pembinaan para pedagang belum ada, setau saya mereka 

hanya otodidak saja berjualan 

I2-2 Pembinaan kepada pedagang belum ada 

I3-1 

Sempat ada penyuluhan tentang perdagangan, kesehatan dan 

kebersihan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 

Tangerang 

I3-2 Kalau pembinaan pedagang belum perah ada 

I3-3 

Dulu sempat ada tapi hanya perwakilan pedagang saja ke dinas 

perindustrian, perdagangan dan koperasi, kalau dari perusahaan 

daerah pasar belum ada. 

 

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan  

I 

Q16 

Bagaimana PT. Bangunbina persada dalam 

menanggapi/menangani permasalahan yang ada dilapangan? 

I2-1 

Untuk permasalahan kios kami mencoba mengontrakan kios yang 

sudah dibeli kepada pedagang yang ingin berjualan, itu salah satu 

cara untuk meramaikan pasar bandeng yang masih sepi. 

I2-2 Permasalahan yang ada dipasar adalah sepi untuk menangani 



permasalahan kami mencoba untuk meramaikan kios-kios yang ada 

di pasar bandeng dengan cara mengontrakan kios yang sudah dibeli 

investor kepada calon pedagang dan jika nanti investor itu datang 

kita akan memberikan uang sewanya kepada investor tersebut. 

Sebelumnya sempat juga mencoba untuk mengratiskan sewa kios 

selama 3 bulan kepada pedagang namun hal itu pun tidak berhasil. 

 

I 

Q17 

Bagaimana Perusahaan Daerah dalam menanggapi/menangani 

permasalahan yang ada dilapangan? 

I1-1 

Usaha untuk menanggapi kios yang sudah dibeli tetapi tutup yaitu 

memberikan surat teguran kepada para pemilik kios yang tidak 

membuka kiosnya. Permasalahan yang ada kios yang sudah dibeli 

hanya dijadikan sebuah investasi yaitu untuk dikontrakan kembali 

bukan dijadikan tempat untuk berjualan 

I1-2 

Pihak Perusahaan Daerah Pasar sempat memberikan solusi-solusi 

kepada pihak pengelola agar pasar bandeng bias terlihat ramai salah 

satunya sempat menarik beberapa pedagang dari Pasar Malabar 

untuk berjualan di Pasar Bandeng dengan di bebaskan sewa selama 3 

bulan terapi itu tidak berhasil 

I1-3 

Untuk permasalahan pasar sepi kalau dari pihak Perusahaan Daerah 

untuk saat ini sedang berencana untuk menjadikan lantai atas sebagai 

pusat jajanan atau foodcourt 

I1-4 Strategi untuk meramaikan pasar bandeng dari Perusahaan Daerah 



 

 

Pasar belum ada mungkin akan di lakukan 

I 

Q18 

Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara PT. Bangunbina 

persada dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang? 

I1-1 Komunikasi yang dilakukan cukup baik 

I1-2 Komunikasi berjalan dengan baik 

I1-3 Komunikasi berjalan dengan baik atau berjalan dengan beriringan 

I1-4 Komunikasi berjalan dengan baik 

I2-1 Komunikasi berjalan dengan baik 

I2-2 Komunikasi berjalan dengan baik 

I 

  Q19 

Apakah ada wadah bagi para bedagang yang ingin 

menyampaikan saran? 

I1-2 

Kalau paguyuban pedagang tidak ada, dulu sempat ada koperasi di 

pasar bandeng yang bernama Koperasi Pasar Bandeng (Kopasbang) 

tetapi sudah tidak ada lagi sekarang. Kalau untuk menyampaikan 

saran biasanya pedagang langsung menyampaikan kepada pihak 

pengelola atau mantri pasar. 

I1-3 

Untuk aktivitas tidak terlihat tetapi sebenarnya ada paguyuban jika 

ada acara- acara tertentu. Kalau untuk koperasi sekarang 

permasalahannya tidak ada yang mau menjadi kepala koperasi. 

Untuk pedagang menyampaikan keluh kesah biasanya langsung saja 

ke pada pihak pengelola atau pihak PD Pasar Kota Tangerang 



 

I3-1 

Disini tidak ada paguyuban pedagang ataupun koperasi, dulu sempat 

ada koperasi namun sudah tidak ada lagi. Pedagang biasanya 

menyampaikan langsung kepada pihak pengelola atau bahkan sempat 

menyampaikan langsung kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Tangerang Bu Titin. 

I3-2 

Kalo koperasi disini dulu sempat ada tapi sekarang sudah tidak ada, 

paguyuban pedagang juga tidak ada. Kalo mau menyampaikan keluh 

kesah biasanya ke pak sugeng kepala pasar yang dulu karna saya 

lebih dekat dengan beliau jadi saya sampaikan ke beliau, pernah 

sesekali ke pihak pengelola tapi kurang ada tanggapan. 

I3-3 

Disini tidak ada paguyuban pedagang, koperasi juga tidak ada. Kalau 

menyampaikan keluhan biasanya ke mantri pasar atau kadang 

langsung ke pihak pengelola. 

I 

Q20 

Apakah ada rapat evaluasi yang dilakukan antara Perusahaan 

Daerah Pasar dengan PT. Bangunbina Persada? 

I1-1 

Rapat evaluasi bersifat insidensil antara direksi dengan direksi, jika 

ada permasalahan baru diadakan rapat antara Perusahaan Daerah 

Pasar dengan PT. Bangunbina Persada. Kalau rapat evaluasi internal 

di PD Pasar ada dua yaitu rapat operasional dilakukan dua minggu 

sekali dan rapat evaluasi kinerja diadakan sebulan sekali. 

I1-2 
Rapat evaluasi bersifat insidensil, jika ada permasalahan baru 

diadakan rapat antara Perusahaan Daerah Pasar dengan PT. 



 

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana 

I 

Q11 

Bagaimana kinerja PT. Bangunbina Persada dalam mengelola 

pasar bandeng? 

I2-1 

PT. Bangunbina Persada berugas membangun dan mengelola pasar 

bandeng selama 5 tahun, kami memiliki hak untuk mengelola sesuai 

dengan MOU perjanjian atara Perusahaan Daerah dengan PT. 

Bangubina Persada 

I2-2 

PT. Bangunbina Persada mengelola pasar bandeng, yang dikelola 

semua dari segi fasilitas pendukung, kontribusi, jika ada kerusakan 

kerusakan pihak pengelola siap melakukan perbaikan. 

 

 

 

Bangunbina Persada. 

I1-3 
Rapat evaluasi antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

dengan PT. Bangunbina Persada tidak ada rapat evaluasi rutin 

I1-4 
Rapat evaluasi antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

dengan PT. Bangunbina Persada tidak ada rapat evaluasi rutin 

I2-1 
Rapat evaluasi tidak ada, hanya bersifat insiden saja. Pengawasan 

dari pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dilakukan 

biasanya menjelang adipura. 

I2-2 Rapat evaluasi tidak ada, hanya bersifat insiden saja 



I 

Q12 

Bagaimana kinerja Perusahaan Daerah dalam melakukan 

pengawasan di pasar bandeng? 

I1-1 

Selama perjanjian kerjasama antara pihak PT. Bangunbina Persada 

dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang belum berakhir 

maka pengelolaan sepenuhnya berada di tangan PT. Bangunbina 

Persada dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang yang di 

wakilkan oleh kepala pasar bandeng hanya melakukan pengawasan 

aset daerah yang dikelola oleh PT. Bangunbina Persada. Sebenarnya 

dengan adanya kerjasama dengan PT. Bangunbina Persada dapat 

meringankan beban dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang 

tetapi dari segi pengelolaan potensi yang dikelola oleh Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Tangerang belum maksimal karena pengelolaan 

masih dipegang oleh PT. Bangunbina Persada 

I1-2 

Perusahaan Daerah Kota Tangerang diwakili oleh kepala pasar 

bertugas mengawasi dan mengamankan asset yang di kelola oleh PT. 

Bangunbina Persada. Kepala pasar juga memiliki kewajiban untuk 

membuat laporan harian kejadian yang ada dipasar dan dilaporkan ke 

pusat dalam bentuk laporan sebulan sekali. Sedangkan, pengawasan 

yang dilakukan oleh pusat hanya bersifat insidensil atau tidak ada 

pengawasan teratur. 

I1-3 

Untuk di pasar bandeng diwakilkan oleh kepala pasar dimana tugas 

kepala pasar di pasar bandeng untuk mengawasi dan mengamankan 

asset daerah yang di kelola oleh pihak swasta. Selama kerjasama 



dengan pihak swasta belum habis untuk pengelolaan pasar bandeng 

sendiri masih dipegang oleh pihak swasta. Kalau dari pusat biasanya 

ada sidak atau pengawasan ketika menjelang adanya penilaian 

adipura. 

I1-4 

Selama pengelolaan pasar bandeng di pegang oleh PT. Bangunbina 

Persada, Perusahaan Daerah Pasar melalui Kepala Pasar dan Staff 

melakukan pengawasan secara langsung selama pasar belum 

diserahkan kembali pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah Pasar 

Kota Tangerang. Setiap bulan kepala pasar melaporkan tentang 

kondisi dan perkembangan harga sembako kepada Perusahaan 

Daerah Pasar. Ada rapat kepala pasar di Perusahaan Daerah Pasar 

Kota Tangerang tetapi tidak rutin. Untuk sidak dari pusat biasanya 

pada saat menjelang Adipura. 

 

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

I 

Q21 

Bagaimana kontribusi pasar bandeng terhadap PAD Kota 

Tangerang setelah adanya revitalisasi pasar? 

I1-1 

Kontribusi terhadap PAD di targetkan oleh Walikota Kota 

Tangerang, setiap Perusahaan Daerah ditargetkan dalam kontribusi 

PAD di Kota Tangerang 

I1-2 

Kontribusi terhadap PAD di targetkan oleh Walikota Kota 

Tangerang, setiap Perusahaan Daerah ditargetkan dalam kontribusi 

PAD di Kota Tangerang. Untuk mekanisme kontribusi Perusahan 



 

Daerah Pasar Kota Tangerang terhadap PAD yaitu pengumpulan 

pendapatan yang di dapat dari pasar-pasr yang di kelola oleh 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang setelah dilakukan 

penghitungan selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap PAD 

I1-3 

Sistem kontribusi terhadap PAD yaitu pendapatan dikumpulkan dari 

setiap pasar yang dikelola lalu setelah ada penghitungan baru ada 

hasil kontribusi untuk PAD 

I1-4 
Untuk kontribusi PAD pasar berasal dari pendapatan seluruh pasar 

yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasr Kota Tangerang 

I 

Q22 

Bagaimana mekanisme kontribusi kebersihan Pasar Bandeng 

kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang? 

I1-6 

- Retribusi sampah yang dikenakan untuk pasar yang di kelola oleh 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang untuk 1 kontenernya 

dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000 sedangkan untuk pasar yang 

dikelola oleh pihak swasta dikenakan biaya untuk 1 kontenernya 

sebesar Rp. 150.000 

- Penarikan retribusi sampah di pasar tradisional di lakukan setiap 

sebulan sekalioleh petugas penarikan retribusi. Jadi retribusi 

sampah dari pasar-pasar yang di bawah Perusahaan Daerah Pasar 

di kumpulkan di Perusahaan Daerah Pasar. 

I1-7 
- Untuk masalah sampah di pasar bandeng di kelola oleh pihak 

swasta, dari Dinas Kebersihan hanya menyediakan tempat 



 

pembuangan sampah/biasa disebut kontener di belakang pasar 

bandeng. Nantinya sampah yanga ada di kontener tersebut akan 

di angkut oleh petugas kebersihan DPK setiap hari pukul 06.00 

WIB, lalu sampah tersebut dibawa ke TPA rawa kucing 

- Karena Pasar Bandeng yang tidak terlalu ramai tidak seperti 

Pasar Anyer, dari pihak DKP menyediakan 1 kontener yang di 

letakkan di belakang Pasar Bandeng. Sebelumnya di belakang 

pasar bandeng sempat ada TPS namun sekarang sudah di bongkar 

dan tidak ada lagi TPS di Pasar Bandeng. 

I 

Q23 

Dengan adanya revitalisasi pasar bandeng apakah ada pengaruh 

terhadap pendapatan pedagang? 

I3-1 

Pendapatan berkurang sekarang pendapatan sehari sekitar Rp. 

100.000 – Rp. 200.000 sedangkan dulu sehari sekitar Rp. 300.000 – 

Rp. 400.000. Memang pada tahun pertama pembangunan pasar 

sempat ramai kios juga banyak yang buka tetapi lama kelamaan 

menjadi sepi dan banyak kios yang tidak berjualan kembali 

I3-2 

Berpengaruh, kalu pendapatan dulu sebelum dibangun bisa Rp. 

300.000 – Rp. 400.000 sekarang menjadi Rp. 200.000. Kalau 

sekarang sepi pasarnya jadi paling jam 1 sudah tutup kalau dulu 

biasnya sampi sore masih ada yang beli kalau sekarang jam 11 sudah 

sepi beda sama dulu. 

I3-3 Masalah pendapatan memang berkurang dari sebelum pasar 



 

 

dibangun, dulu sempat pada tahun pertama setelah dibangun pasar 

ramai dan pendapatan juga meningkat tapi itu hanya sementara pasar 

lama kelamaan jadi sepi. 

I 

 

Q24 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan pedagang dan masyarakat 

untuk beradaptasi dengan kondisi pasar bandeng setelah adanya 

revitalisasi pasar? Bagaimana adaptasi yang dilakukan? 

I3-1 

Mau tidak mau menyesuakian dengan keadaan yang ada karna 

memang sudah tidak ada pilihan lagi, hanya berharap dari pihak 

pengelola maupun pemerintah dapat memeberikan solusi nyata akan 

permasalahan pasar bandeng yang sepi. 

I3-2 

Waktu awal setelah pembanguan pasar memang sempat ramai, jadi 

pedagang juga seneng terus yang jualan juga lumayan banyak tapi 

sekarang jadi sepi banyak juga pedagang yang sudah tidak jualan 

terutama pedagang yang baru. Lama kelamaan jadi sudah terbiasa 

dengan kondisi sepi ini. Harapannya pasar bisa hidup lagi bagaimana 

pun caranya. Agak kecewa juga katanya dulu sempat dijanjikan tidak 

ada PKL tapi diluar pasar ada juga PKL, itu jadi menimbulkan 

kecemburuan. 

I3-3 

Mau tidak mau semua ada resiko berjualan saya sebagai pedagang 

menyesuaikan dengan keadaan sekarang, contohnya dulu tidak pakai 

kios sekarang jadi pakai kios. 



 

 

I 

Q15 

Bagaimana sikap PT. Bangunbina persada dalam menangani 

pemilik kios yang tidak membuka kiosnya? 

I1-1 PT. Bangunbina Persada masih belum melakukan solusi yang pasti 

I1-2 
Sejauh ini belum ada solusi yang diberikan oleh pihak pengelola 

untuk menangani kios sudah dibeli tetapi tutup karena kios yang 

dibeli dijadikan tempat investasi. 

I1-3 
Tindakan yang sudah dilakukan adalah memberikan surat teguran 

kepada para investor 

I1-4 Yang saya tahu pihak pengelola sudah memberikan surat teguran 

I 

 

Q25 

Apa saja kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah 

Pasar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

mengenai pedagang di Pasar Bandeng? 

I1-1 
Kerjasama tentang penataan harga bahan makanan pokok dan 

masalah perdagangan 

I1-2 Kerjasama sebatas regulasi dan penyuluhan 

I1-3 

Sejauh ini kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang masih sebatas 

penstabilan harga sembako di setiap pasar di Kota Tangerang. 

I1-4 Untuk masalah penstabilan harga sembako 

I1-5 

Adanya pembinaan kepada pedagang mengenaik koperasi, teknik 

berdagang, modal perdagangan dan biasanya bekerja sama dengan 

Dinas Kesehatan untuk penyuluhan kesehatan bagi para pedagang. 



kepada investor untuk membuka kiosnya. Pertemuan antara investor 

belum dilakukan. Seharusnya selama tiga bulan berturut-turut jika 

kios tidak dibuka untuk berjualan dikenakan denda yang sudah di 

tentukan. Namun nyatanya sampai saat ini sanksi tersebut tidak 

berjalan dengan baik. 

I2-1 
Sempat mencoba memberi teguran melalui surat selebaran kepada 

pemilik kios yang menutup kiosnya 

I2-2 

Mencoba memberi teguran melalui surat selebaran kepada pemilik 

kios yang menutup kiosnya. Memang pada awal pembangunan dari 

pihak pengelola salah menargetkan penjualan kios. Pada saat masa 

pembangunan hanya memikirkan kios terjual yang ternyata dijadikan 

tempat investasi, tanpa berfikir jangka panjang dari kios tersebut. 

I3-1 

Sampai saat inti belum ada solusi yang jelas mengenai masalah pasar 

sepi, memang sempat ada sewa kios gratis selama 3 bulan untuk 

pedagang yang berjualan namun nyatanya banyak mereka yang tidak 

berjualan lagi. Kami yang bertahan terutama di lantai dua karena ada 

pelanggan tetap saja. 

I3-2 

Dulu pernah ada pedagang yang dari pasar malabar di tarik kesini 

dikasih gratis sewa kios selama 3 bulan untuk meramaikan pasar tapi 

pedagangnya pada kembali lagi ke pasar malabar, kios tetap masih 

banyak yang tutup sampai sekarang. Apalagi kios yang dilantai dua 

banyak sekali yang tutup tapis udah di beli orang. 

I3-3 
Dulu sempat memberikan solusi oleh mantri pasar untuk menarik 

pedagang di pasar malabar untuk berjualan di kios pasar bandeng dan 



digratiskan uang sewa selama 3 bulan. 

 

6. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

I 

Q13 

Bagaimana pendapat anda mengenai adanya revitalisasi pasar 

tradisional di pasar bandeng Kota Tangerang? 

I1-1 

Adanya revitalisasi membuat konsep pasar tradisional yang memiliki 

konsep pasar modern tanpa kehilangan budaya dari pasar tradisional 

itu sendiri 

I1-2 

Dengan adanya revitalisasi ini diharapkan dapat menciptakan pasar 

tradisional yang bersih dan dapat mendongkrak perekonomian warga 

sekitar pasar. 

I1-3 

Tentunya baik, karena pasar tradisional juga dapat bersaing dengan 

adanya pasar modern yang sudah kian menjamur dikota Tangerang, 

dengan adanya revitalisasi ini dapat menciptakan pasar yang lebih 

rapih dan bersih 

I1-4 Baik, dengan adanya revitalisasi pasar dari segi bangunan lebih baik 

I1-5 

Menurut saya baik, dengan adanya revitalisasi pasar tradisional sama 

saja dengan menata pasar-pasar tradisional menjadi lebih rapih dan 

tidak terlihat semraut. 

I2-1 

Dengan adanya revitalisasi pasar dapat menghilangkan kesan bahwa 

pasar tradisional yang identik dengan kumuh, kotor dan becek, 

karena dengan adanya revitalisasi pasar tradisional membangun pasar 

tradisional namun dengan konsep yang modern. 



I2-2 
Adanya revitalisasi pasar sangat baik, dapat merubah pasar yang 

identik dari kesan yang kumuh menjadi lebih baik 

I3-1 

Ada pembangunan ini memang memperbaiki dari segi fasilitas 

bangunan tetapi saya merasa kecewa karena daya beli masyarakat 

yang berkurang 

I3-2 

Sebenarnya bagus ada pembangunan pasar ini karena pasar lebih 

rapih tetapi menurut saya lebih baik pasarnya tidak usah di tingkat 

jadi rata aja satu lantai, lagi pula ditingkat seperti ini banyak kios 

yang masih kosong membuat pasar menjadi sepi. 

I3-3 

Bagus memang dengan adanya revitalisasi ini pasar dari kondisi 

sebelumnya jauh lebih baik tetapi memang kalau dilihat pasar 

bandeng ini masih sepi tidak begitu ramai. 

I3-4 

Pendapat saya tentang adanya revitalisasi pasar bandeng itu sangat 

baik, karena dengan adanya revitalisasi pasar tersebut kita sebgai 

konsumen tuh merasa sangat nyaman untuk berbelanja. Apalagi 

semenjak revitalisasi pasar tersebut tatanan pasar menjadi lebih rapih 

dan bersihsehingga dapat di bilang bahwa pasar bandeng tuh sebagai 

salah satu pasar tradisional di Kota Tangerang juga jadi tidak kalah 

saing dalam kualitasnya jika dibandingkan dengan pasar-pasar 

modern yang sudah menjamur di Kota Tangerang. 

I3-5 

Adanya revitalisasi pasar ini menurut saya bagus, karena pasar jadi 

bersih, rapih tidak seperti pasar tradisional pada umumnya. Kalo 

sudah di revitalisasi seperti ini menjadi rapih pasarnya. Tapi kita 



sebagai masyarakat dan pedagang juga harus menjaga semuanya biar 

pasar tradisional masih tetep ada, apalagi buat masyarakat menengah 

kebawah kebanyakan belanjanya ke pasar tradisional 

 

I 

Q14 

Bagaimana pemerintah mensosialisasikan adanya revitalisasi 

pasar tradisiolan di pasar bandeng? 

I1-1 

Memberikan surat edaran kepada seluruh pedagang serta surat 

pernyataan persetujuan diadakan pembangunan selanjutnya 

dilakukan pertemuan dengan pedagang. 

I1-2 

Memberikan surat edaran kepada seluruh pedagang serta surat 

pernyataan persetujuan diadakan pembangunan selanjutnya 

dilakukan pertemuan dengan pedagang. Serta memasang spanduk 

tentang pembangunan pasar bandeng. 

I1-3 
Dengan memberikan surat edaran kepada pedagang dan melakukan 

pertemuan dengan pedagang 

I1-4 
Dulu dipasang spanduk tentang pembangunan dan dilakukan 

pertemuan dengan pedagang 

I3-1 Melalui surat edaran pembangunan pasar bandeng 

I3-2 Diberikan surat edaran lalu diadakan pertemuan 

I3-3 

Waktu itu dikasih surat pemberitahuan bahwa pasar mau dibangun, 

selanjutnya diadakan pertemuan langsung dengan pedagang pihak 

pengelola atau pengembang dan mantri pasar. 
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